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MOTTO 

Hiduplah bagai sebuah pohon kelapa –Endah 

 

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap 

apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa 

yang diberikan-Nya kepadamu – Al-Hadid (57:23) 
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RINGKASAN 

Endah Dwi Astuti. 2019. Model Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam 

Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Studi Kasus pada Program Smart 

Health di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang). 

Skripsi. Dosen Pembimbing : Sujarwoto S.AP, M.PA. Ph.D dan Aulia Puspaning 

Galih S.IIP, MS. 222 Hal + xv 

Program Smart Health merupakan program aplikasi yang memanfaatkan 

teknologi IT dalam pelaksanaannya. Program aplikasi ini bertujuan untuk 

mempercepat proses penanganan medis sehingga dapat memperkecil angka 

menderita penyakit jantung. Salah satu desa di Indonesia yang menerapkan 

program aplikasi Smart Health adalah Desa Sepanjang di Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang. Tujuan dari ditelitinya program ini di Desa 

Sepanjang adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pemerintahan 

kolaboratif dalam layanan kesehatan pada program Smart Health. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Yin (2009). Sedangkan untuk 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 

yang dilakukan di Desa Sepanjang, di Puskesmas Gondanglegi dan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah bersama non pemerintah 

telah berhasil memecahkan masalah terkait dengan pencegahan penyakit jantung. 

Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya program Smart Health di Desa 

Sepanjang. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kolaborasi pada program Smart Health telah sesuai dengan model 

klaborasi dari Anshell dan Gash (2007). Dimana menggambarkan dari kondisi 

awal hingga terjadinya outcome pada pelaksanaan kolaborasi. 

Saran dari penelitian ini adalah Puskesmas Gondanglegi dan Dinas 

Kesehatan tidak pasif dan respect akan pelaksanaan program. Dinas Kesehatan 

bersama Puskesmas Gondanglegi berkoordinasi membahas tentang pembuatan 

payung hukum (regulasi) program bersama dengan Pemerintah Desa Sepanjang. 

Pemerintah bersama dengan non-pemerintah mendiskusikan keberlanjutan 

program Smart Health yang berkaitan dengan dana. Serta masyarakat yang 

diharapkan turut aktif dalam pelaksanaan program dalam arti tidak hanya 

memanfaatkan program hanya sebagai fasilitas. 

 

 

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Program Smart Health, 

Desa Sepanjang, Kader Kesehatan 
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SUMMARY 

Endah Dwi Astuti. 2019. Collaborative Governance Model of Organizing 

Health Service (Case of Study on Smart Health Program in Sepanjang 

Village, Sub-District Gondanglegi, Malang Town). Undergraduated Thesis. 

Advisors : Sujarwoto S.AP, M.PA. Ph.D.  and Aulia Puspaning Galih S.IIP, MS. 

222 pages + xv 

The Smart Health Program is an application program that utilizes IT 

technology in its implementation. This application program aims to speed up the 

medical treatment process so that it can reduce the number of people suffering 

from heart disease. One of the villages in Indonesia that applies the Smart Health 

application program is Sepanjang Village in Gondanglegi District, Malang 

Regency. The aim of this program in Desa Sepanjang is to find out and analyze 

collaborative governance in health services in the Smart Health program. 

The research method used in this study used a type of descriptive research 

with a case study approach. The data analysis technique in this study uses data 

analysis techniques from Yin (2009). While for data collection techniques using 

observation, interviews and documentation conducted in Sepanjang Village, in 

Gondanglegi Health Center and in Malang District Health Office. 

The results of the study show that the joint government of non-government 

has succeeded in solving problems related to the prevention of heart disease. This 

is evidenced by the implementation of the Smart Health program in Sepanjang 

Village. Then the conclusions from this study indicate that the implementation of 

collaboration in the Smart Health program is in accordance with the collaborative 

model of Anshell and Gash (2007). Where describes from the initial conditions to 

the occurrence of outcomes in the implementation of collaboration. 

Suggestions from this study are the Gondanglegi Health Center and the 

Health Service are not passive and respectful of the implementation of the 

program. The Health Office together with the Gondanglegi Health Center 

coordinated to discuss the making of a legal umbrella (regulation) program 

together with the Village Government of Sepanjang. The government together 

with non-governmental organizations discussed the sustainability of the Smart 

Health program related to funds. As well as the people who are expected to be 

active in the implementation of the program in the sense that they are not only 

using the program as a facility.. 

 

Keyword: Collaborative Governances, Smart Health Program, Sepanjang 

Village, Health Cadre 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, semenjak memasuki era reformasi pemikiran 

masyarakat semakin modern, kritis dan maju. Kemajuan dari proses 

reformasi ini juga terjadi pada segi pelayanan publik yang disediakan di 

Indonesia. Kemajuan ini terjadi baik pada pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Menurut 

Sinambela (2010), bahwa pelayanan merupakan kosakata yang berasal dari 

kata “layan” yang berarti menolong menyediakan segala apa yang 

diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap 

manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.  

Bentuk-bentuk dari pelayanan publik sendiri terbagi atas dua jenis, 

yaitu pelayanan yang berwujud seperti penjualan barang dan pelayanan 

yang tidak berwujud seperti jasa (misal, pengajaran pendidikan, 

pemberdayaan masyarakat, pelayanan pengobatan kesehatan). Pernyataan 

ini pula yang dikemukakan oleh Kotler (2012) bahwa definisi pelayanan 

publik adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun dan kemudian produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Dipaparkan 

pula dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63
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 Tahun 2003 bahwa pelayanan publik terdiri dari tiga jenis, yaitu 

pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi. 

Pelayanan publik juga dapat dikaitkan dengan berbagai sektor, baik 

dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pelayanan publik 

dalam bentuk jasa di bidang kesehatan juga memiliki kemajuan setelah 

mengalami reformasi. Terdapat beberapa poin yang dapat diperhatikan 

dalam reformasi pelayanan kesehatan hingga saat ini adalah adanya 

perbaikan pengembangan tenaga kesehatan dari 2011 hingga 2015, 

perbaikan perkembangan pada sistem BPJS dan perbaikan serta 

pemekaran infrastruktur kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam 

peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan.  

Pada pelayanan publik di berbagai sektor, pelayanan kesehatan 

publik adalah salah satu dari sekian banyak hal vital yang penting dan 

wajib untuk dipikirkan dan direncanakan. Hal ini disebabkan, kesehatan 

merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan 

masyarakat. Ketika memperbaiki pelayanan  kesehatan publik, maka 

secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas 

sumber daya manusia. Sehingga outcome yang didapat dari perbaikan 

kualitas dan produktivitas tentunya meningkatkan kualitas dan 

produktivitas negara. 

Akhirnya pelayanan kesehatan publik menjadi salah satu perhatian 

serius pemerintah Indonesia. Menilik bahwa pelayanan kesehatan publik 

merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang besar dan riskan 
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posisinya. Sebabnya, pelayanan kesehatan publik merupakan hal yang 

menyangkut hajat, nyawa dan kelangsungan hidup dan sosial 

kemanusiaan. Selain itu pada komposisi prioritas pembangunan 

BAPENNAS Tahun 2016, kesehatan merupakan salah satu indikator 

dalam perbaikan dan pembangunan sumberdaya manusia. Hal ini juga 

diperkuat dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, bahwa setiap orang berhak 

mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan 

kesehatan yang memadai. 

Salah satu penyakit yang menjadi sorotan seriusan baik dalam segi 

penyakit dan pelayanannya adalah penyakit kardiovaskular Di Indonesia 

perawatan pencegahan kritis efektif untuk diagnosa penyakit 

kardiovaskular umumnya harus dikirim melalui sistem perawatan khusus. 

Sistem perawatan ini bersifat sistem perawatan kesehatan primer yang 

kuat. Di Indonesia, penyedia layanan kesehatan primer termasuk 

puskesmas yang merupakan pusat layanan kesehatan primer yang 

ditangani oleh dokter dan perawat dan  jaringan komunitas terkait seperti 

kader atau pekerja perawatan kesehatan masyarakat sukarela. Hal ini telah 

diatur dalam jaringan hirarkis yang mencakup area tertentu.  

Sistem penanganan kesehatan dengan menggunakan jasa kader 

kesehatan ini memang lebih difokuskan ke dalam kesehatan ibu dan anak 

serta sebagai perawat penyakit episodik akut. Sistem ini dipergunakan 

untuk menangani masyarakat dengan penyakit tanpa gejala yang beresiko 

tinggi kardiovaskular maupun penyakit tidak menular lainnya. Selain itu 
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pada sistem pelayanann kesehatan dengan menggunakan jasa kader masih 

sangat bergantung pada dokter di pukesmas. Namun mengingat jumlah 

tenaga paramedis yang terbatas dan kapasitas kinerja yang berbeda-beda 

membuat penanganan yang tepat sulit untuk dimungkinkan. Hal ini pun 

juga terkait dengan kurangnya kapasitas tenaga medis yang dimiliki 

masing-masing puskesmas. Pernyataan ini diperkuat pernyataan dari 

Kepala DKK Solo dari Solotrust.com sebagai berikut:  

“Kurangnya tenaga medis di puskesmas digadang-gadang menjadi 

faktor penyebab tak maksimalnya pelayanan kesehatan selama ini. 

Bahkan, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo saat ini kekurangan 

hingga ratusan tenaga medis, seperti dokter, perawat dan 

paramedis."Di tiap puskesmas memang kebutuhannya berbeda-

beda, tapi secara keseluruhan kami kekurangan sekitar 200 tenaga 

kesehatan. Selama ini kita merekrut TKPK (tenaga kerja dengan 

perjanjian kontrak) untuk menutupi kekurangan itu," kata Kepala 

DKK Solo Siti Wahyuningsih, Jumat (12/1/2018). 

  

Dikutip pula dari laman Tribunpontianak.co.id yang menyatakan 

bahwa masih terdapat banyaknya tempat pemeriksaan medis professional 

yang kekurangan tenaga kerja. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan 

terkait rekrutmen pegarai PNS juga membuat pihaknya harus membuat 

strategi untuk mengatasi hal tersebut. Berikut pemaparannya: 

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Andy Jap mengakui kekurangan 

tenaga kesehatan (Nakes) masih jadi problem pihaknya dalam 

upaya pemerataan layanan kesehatan di 14 kabupaten/kota se- 

Kalimantan Barat. “Tenaga kesehatan masih kurang di Kalbar. 

Baik perawat, dokter, nakes gizi dan tenaga analisis, serta bidan. 

Bidan saat ini kurangnya sekitar 500-an se-Kalbar. Dokter lebih 

banyak lagi,” ungkapnya kepada Tribun, Jumat (16/3/2018). 

Kebijakan moratorium atau pembatasan sementara perekrutan 

nakes berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga membuat 

harus membuat strategi memaksimalkan pelayanan kesehatan. 
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Permasalahan yang dihadapi kesehatan di Indonesia bukan hanya 

soal-menyoal peningkatan kapasitas tenaga medis, infrastruktur maupun 

kartu jaminan kesehatan semata. Kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya kesehatan serta mekanisme atau prosedur pelayanan 

kesehatan juga menjadi persoalan yang penting. Seperti yang diungkapkan 

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moloek pada laman 

www.voaindonesia.com  

Menkes Djuwita juga menyebutkan masalah rendahnya kepedulian 

warga pada kesehatan, temuan peredaran vaksin palsu dan 

perokok usia anak menjadi ancaman dari dalam negeri. Djuwita 

mengungkapkan layanan kesehatan belum merata di Indonesia dan 

perlu penguatan peran puskesmas maupun tenaga medis di daerah 

untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepedulian pada 

kesehatan. “Masyarakat Indonesia kita harapkan sadar akan 

menjaga kesehatan. Hasil evaluasi kami menyebutkan hanya 20 

persen dari jumlah warga di Indonesia yang peduli dan sadar 

pentingnya kesehatan. Dan masalah lain yang timbul dan sudah 

terjadi saat ini yaitu kurangnya sumber daya manusia di bidang 

kesehatan. Distribusi dokter spesialis, dokter umum, ataupun 

tenaga kesehatan yang lain memang belum merata secara 

nasional. Masih banyak yang terpusat di kota-kota besar. Masih 

banyak masyarakat di pelosok daerah atau perbatasan lintas 

negara di Indonesia yang belum mendapat keadilan pelayanan 

kesehatan," jelas Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek. 

Menghadapi permasalahan tersebut, perlu dibutuhkan konsep 

strategis untuk memperbaiki prosedur pelayanan kesehatan publik. Ketika 

perbaikan prosedur dilakukan, maka seperti perbaikan kualitas tenaga 

medis, infrastruktur dan jaminan-jaminan kesehatan pun mengikuti. 

Hadirnya konsep strategis dalam permedisan, tidak akan terjadi pula 

kebutaan akan prosedur pelayanan kesehatan antara masyarakat, 

paramedis dan pemerintah. 
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Konsep strategis ini kemudian terpikirkan bahwa fasilitas dan 

pelayanan kesehatan publik harus dipermudah. Dipermudahnya pelayanan 

kesehatan publik ini kemudian masyarakat dapat merasakan kepuasan 

dengan pelayanan yang diberikan. Konsep strategis ini pula kemudian 

melahirkan dan mendukung program Indonesia sehat. 

 Terobosan baru dalam pelayanan kesehatan publik dapat 

meminimalisir dan membantu keterbatasan sarana, prasarana dan 

infrastruktur tenaga medis dan masyarakat (pasien) dan tentunya 

mempermudah kinerja dari paramedis serta dapat memberikan penanganan 

yang tepat dan akurat terhadap masyarakat (pasien). Terobosan baru dalam 

pelayanan kesehatan publik dapat dikatakan tidak akan membedakan 

status dari kalangan sosial masyarakat. Terobosan baru ini tidak hanya 

melibatkan paramedis, masyarakat (pasien) dan pemerintah saja. 

Melainkan juga melibatkan para stakeholder yang kemudian dapat turut 

serta berkecimpung dalam terobosan pelayanan kesehatan publik ini, tanpa 

ada pihak yang tumpang tindih serta berat sebelah. 

Salah satu terobosan baru tersebut adalah Smart Health. Smart 

Health merupakan inovasi dalam pelayanan penanganan penderita 

diagnosis kardiovaskular (jantung). Menurut Sujarwoto (2018) Smart 

Health merupakan apilkasi teknologi tinggi yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi kesehatan masyarakat. Smart 

Health merupakan upaya preventif dalam pelayanan kesehatan di 

kalanagan masyarakat dan rumah tangga. Hal ini dapat tercapai dengan 
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penguatan dan pemberdayaan sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada. 

Smart Health merupakan terobosan baru layanan dasar tata lakana resiko 

penyakit jantung untuk mengatasi buruknya kualitas pelayanan kesehatan 

publik di pedesaan, khususnya di negara-negara berkembang.  

Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI Tahun 2013 

dan 2015 pada gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa penyakit jantung 

adalah penyakit dengan presentasi terbesar sebagai penyakit pembunuh di 

dunia.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Data Statistik Kematian Di Seluruh Dunia 2015  

Sumber : Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI 2015 (Diolah 

Peneliti) 
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Gambar 2. Diagaram Jenis Penyakit Jantung Penyebab 

Kematian Terbesar  

Sumber: Riset Kesehatan Dasar Kemekes RI 2013 (Diolah Peneliti) 

 

Disimpulkan bahwa penyakit jantung merupakan penyakit yang sangat 

berbahaya dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Secara 

global, PTM atau penyakit tidak menular dengan penyakit kematian nomor 

satu setiap tahunnya adalah kardiovaskular. 

 

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 

(2014) pada gambar 3 menjelaskan bahwa pada tahun 2008 diperkirakan 

sebanyak 17.3 juta (12.9 %) kematian disebabkan oleh penyakit 

kardiovaskular. Lebih dari 3 juta kematian tersebut terjadi sebelum 

memasuki usia ke 60 tahun dan seharusnya dapat dicegah. Kematian dini 

yang disebabkan oleh penyakit jantung terjadi berkisar sebesar 4% di 

negara berpenghasilan tinggi sampai dengan 42% terjadi di negara 

berpenghasilan rendah. 
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Gambar 3. Tabel 10 penyebab Kematian Utama Kategori 

Semua Umur  

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI Indonesia 2014 

 

Menurut WHO, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang 

disebabkan    oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada 

beberapa macam penyakit kardiovaskular, tetapi yang paling umum dan 

yang paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke. 

Ditambahkan bahwa faktor resiko penyakit jantung terdiri dari faktor yang 

tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak 

dapat dimodifikasi adalah keluarga, umur, obesitas dan jenis kelamin, 

sedangkan faktor resiko yang dapat dimodifikasi adalah hipertensi, 

diabetes militus, dyslipidemia, kurang aktivitas fisik, diet tidak sehat dan 

stress. Adapun faktor-faktor tersebut dapat digambarkan dalam bentuk 

seperti pada gambar 4 di bawah ini. 
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Gambar 4: Diagram Faktor Resiko Penyakit Kardiovaskular 

Versi WHF 2011  

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2014 

(Diolah Peneliti) 

 

Penyakit tidak menular menciptakan beban ekonomi yang cukup 

tinggi untuk negara. Bukan hanya itu pembiayaan ini juga dirasakan oleh 

pasien penderita. Beban pembiayaan kesehatan ini pun tentunya terkait 

dengan kualitas pelayanan pengobatan yang diberikan dan kualitas 

keberlangsungan penyembuhan pasien. Penyakit kardiovaskular atau lebih 

dikenal dengan penyakit jantung merupakan penyakit dengan jumlah 

beban biaya pengobatan paling tinggi sejauh ini. Hal ini dapat terlihat dari 

proyeksi penyakit jantung mulai tahun 2014 hingga tahun 2019 mendatang 

Kementerian Kesehatan tahun 2017. Diproyeksikan baik pasien yang 

sedang menjalani rawat inap maupun rawat jalan pada gambar 5. 
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Gambar 5. Proyeksi Jumlah Kasus Rawat Inap dan Rawat 

Jalan 2014-2019  

Sumber: Kementerian Kesehatan, Dirjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 2017 

 

Data dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada tahun 2015 pada gambar 

6 juga menjelaskan bahwa pada tahun 2014 penyakit jantung menjadi pe 

nyakit dengan jumlah biaya pengobatan paling tinggi di Indonesia. 
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Gambar 6. Tabel Biaya Kesehatan Penyakit Tertinggi di 

Indonesia  

Sumber: Perhimpunan Nefrologi Indonesia 2015 (Diolah peneliti) 

 

 

Tahun Jantung Ginjal Kanker 

2014 Rp 8.1 trilliun 

(4.8 juta kasus) 

Rp 2.2 trilliun 

(1.4 juta kasus) 

Rp 2 trilliun 

(894 kasus) 

2015* * Rp 1.6 trilliun 

(1.2 juta kasus) 
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Menurut data Perhimpunan Nefrologi Indonesia sampai triwulan 

ketiga 2015. Mahalnya biaya pengobatan penyakit jantung, tentulah 

menjadi beban bagi para pasien terdiagnosis dan masyarakat yang lainnya. 

Keadaan dimana penyakit dapat datang tiba-tiba tanpa tahu siapa yang 

dapat memrediksinya.  

 Deteksi dini dan penanganan awal hipertensi dan faktor resiko 

lainnya dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan gejala 

penyakit lainnya. Melalui pelayanan kebijakan kesehatan masyarakat, 

dapat  berguna untuk mengurangi paparan terhadap faktor resiko perilaku. 

Cara ini telah memberikan kontribusi secara bertahap terhadap turunnya 

angka kematian pengidap serangan jantung dan stroke. Hal ini terbukti 

pada riset yang dilakukan oleh negara-negara dengan tingat penghasilan 

tinggi pada tiga dekade terakhir (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 

2014). Jika hipertensi dapat dideteksi secara dini, maka dapat pula 

kemungkinan terjadinya resiko serangan jantung, gagal jantung, stroke dan 

gagal ginjal dapat diminimalisir. Deteksi sejak dini dapat pula menurunkan 

biaya pengobatan yang dibutuhkan untuk diagnosis serangan jantung dan 

stroke. Orang dewasa tanpa terkecuali disarankan untuk memeriksa 

tekanan darah dan mengetahui tingkat tekanan darah. Tekanan darah dapat 

diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah digital. Jika 

terdeteksi mengalami hipertensi, maka selanjutnya diperlukan pemeriksaan 

lebih lanjut ke paramedis profesional. Sebagaimana penyakit menular 

lainnya, perawatan mandiri dapat memfasilitasi deteksi dini penderita 
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penyakit hipertensi. Selain itu, kepatuhan terhadap pengobatan dan 

perilaku hidup sehat, pengendalian dan kewaspadaan yang lebih baik 

terhadap pentingnya mencari pertolongan kesehatan jika dibutuhkan. 

Smart Health memiliki beberapa keunggulan dalam pelayanan 

kesehatan yaitu lebih berinovatif, sederhana, berbasis teknologi (ponsel 

pintar), hemat, melibatkan paramedis yang lebih banyak dangan biaya 

yang lebih murah, sistem pengambilan keputuan klinis berbasis elektronik 

dan berbasis bukti serta kualitas penanganan yang terkontrol yang juga 

terjamin dengan biaya yang terjangkau. Smart Health menyediakan 

aplikasi berbasis dalam ponsel pintar yang menyediakan catatan riwayat 

kesehatan elektronik, diagnosis berbasis elektronik, pengukuran resiko 

kardiovaskular berbasis elektronik dan serangkaian algoritma yang dapat 

memungkinkan dalam pengelolaan pasien beresiko diagnosis jantung 

tinggi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Aplikasi Smart Health sendiri 

memiliki kerja yang berprinsip pada  pendelegasian tugas. Pendelegasian 

tugas ini dimana beberapa tugas rutin dokter dan perawat diserahkan 

kepada kader kesehatan yang telah terlatih. Ini dapat dilakukan karena 

aplikasi teknologi digital yang telah didesain sederhana, mudah dalam 

penggunannya, inovatif dan terjangkau, namun mampu menyediakan 

sistem pengambilan keputusan klinis bagi dokter secara akurat. 

Sujarwoto (2018) menambahkan pelaksanakan program 

menggunakan aplikasi Smart Health telah diujicobakan di empat desa di  
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Kabupaten Malang, Jawa Timur semenjak bulan April 2017 hingga Maret 

2108 (12 bulan waktu uji coba). Di saat yang sama, data kontrol dari 

empat desa tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan atas karakteristik 

sosio-ekonomi yang relatif sama. Hasil program menunjukkan bahwa 

kader SMART Health mampu melakukan cek kesehatan pada hampir 

11.000 penduduk (91%) total penduduk usia >40 tahun di desa yang 

diujicobakan program aplikasi Smart Health. Sekitar 1 dari 4 orang 

penduduk yang diperiksa (23%) diidentifikasikan memiliki resiko penyakit 

kardiovaskular tinggi dan kemudian dirujuk ke dokter atau perawat untuk 

perawatan lebih lanjut. Sebagian besar mereka yang beresiko tinggi 

mengidap penyakit kardiovaskular akan dikunjungi kembali oleh kader 

guna memastikan keberlanjutan perawatan. Berdasarkan hasil uji coba 

pada ke empat desa program aplikasi Smart Health, maka dapat diprediksi 

mampu mencegah 1 dari 3 pasien mengalami serangan jantung dan stroke 

dalam 5 tahun ke depan. Hal ini berarti dapat menghemat biaya sekitar 70 

juta rupiah per kasus stroke/serangan jantung di Indonesia. Dengan 

memperluas program di seluruh Indonesia maka dampak potensial untuk 

menghindari angka kematin dini dan kecacatan sangatlah  besar. 

Tanggapan atas terlaksanaya program ini berdasarkan masyarakat, 

penyedia layanan  kesehatan dan perwakilan otoritas kesehatan 

mengatakan bahwa program aplikasi SMART Health dapat diterima dan 

merekomendasikan untuk melanjutkan program diluar dari pelaksanaan uji 

coba. 
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Berdasarkan pelaksanaan program Smart Health, aktor yang 

terlibat dalam program meliputi pasien (masyarakat), kader kesehatan, 

paramedis (dokter dan perawat Puskesmas) serta pemerintah (dinas 

kesehatan) sebagai pengawas, controller dan pemasok obat. Program 

tersebut dapat dikatakan berhasil ketika para aktor pelaksanaan program 

dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik. Adapun kolaborasi 

sendiri menurut menurut Emerson (2011) adalah sebagai proses dan 

struktur dari manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik 

yang mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif melewati batas-

batas dari para agen publik, tingkatan pemerintah, dan atau lingkungan 

publik, privat, dan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Hal ini juga sesuai 

dengan indikator keberhasilan program menurut Korten dalam Tarigan dan 

Akib (2000) bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat 

kesesuaian antara tiga unsur implementasi yaitu: 

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu antara apa 

yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan 

oleh kelompok sasaran (pemanfaat). 

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu 

kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan 

kemampuan organisasi pelaksana. 

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi 

pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan 
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organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa 

yang dapat dilakukan untuk kelompok sasaran program 

Alasan peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai 

tata kelola pemerintahan kolaboratif pada program Smart Health ini adalah 

respon positif dari beberapa stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan 

program selain itu program ini baru pertama kali dilaksanakan dan 

pelaksanaannya masih tahap uji coba. Sebab dari dipilihnya Kabupaten 

Malang adalah karena Kabupaten Malang merupakan kota/kabupaten 

pertama di Indonesia yang menerapkan dan mengujicobakan program 

Smart Health ini. Terpilihnya Desa Sepanjang sebagai lokasi penelitian ini 

adalah karena Desa Sepanjang dengan penduduk yang memiliki tingkat 

resiko penyakit jantung setinggi 36% menurut data survey tim Smart 

Health tahun 2016. Selain itu, Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang merupakan desa yang telah mendapatkan predikat 

sebagai Desa Sehat semenjak tahun 2010 di Kabupaten Malang (sumber 

dari wawancara dengan pihak kepala kader dan perawat desa). Penelitian 

ini sangat penting untuk dilakukan mengingat keberhasilan dari program 

ini yang dapat menekan angka penderita dengan penanganan awal 

penderita penyakit atau yang beresiko tinggi terkena penyakit 

kardiovaskular (jantung). Dimana penyakit kardiovaskular (jantung) 

adalah penyakit pembunuh nomor satu baik di dunia maupun di Indonesia 

(sesuai dengan sumber yang telah terpaparkan mengenai penyakit 

kardiovaskular diatas). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka 
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peneliti bermaksud untuk mengambil penelitian dengan judul “Model 

Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penyelenggaraan 

Layanan Kesehatan (Studi pada Program SMART Health di Desa 

Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan kolaboratif 

dalam penyelenggaraan layanan program Smart Health di Desa Sepanjang, 

Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

menjelaskan dan menganalisis tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam 

penyelenggaraan layanan program Smart Health di Desa Sepanjang, 

Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang, Puskesmas Gondanglegi dan Desa 

Sepanjang dalam rangka peningkatan pelaksanaan program Smart 

Health. 
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2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah atau memperkaya 

kepustakaan tentang tata kelola pemerintahan kolaboratif khususnya 

dalam bidang kesehatan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dituangkan dalam penulisan proposal skripsi 

ini terdiri dari tiga bab yang merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab 

yang lainnya. 

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, 

permasalahan-permasalahan yang tercakup dalam penelitian, tujuan penelitian dan 

kontribusi penelitian serta penutup bab ini menguraikan secara ringkas mengenai 

sistematika pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang relevan dengan pokok 

permasalahan, sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan 

menginterpretasikan data mengenai model tata kelola pemerintahan kolaboratif 

dalam penyelenggaraan layanan kesehatan pada program Smart Health. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian berupa penyajian 

data dan pembahasan data yang diperoleh dari peneliti. Hasil dan pembahasan dari 

penenelitian mengambil dari model tata kelola pemerintahan kolaboratif milik 

Anshell dan Gash (2007) yang kemudian diterapkan dalam program Smart Health 

di Desa Sepanjang, Kabupaten Malang. Adapun poin-poin yang akan dibahas 

meliputi kekuatan dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, 

kondisi awal sebelum pelaksanaan program, proses kolaborasi dalam pelaksanaan 

program, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif dalam pelaksanaan 

program serta outcome dari pelaksanaan program Smart Health di Desa 

Sepanjang. 

BAB V: PENUTUP 

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab 

pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil 

pembahasan. Yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisis 

data.Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang didasarkan pada 
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ketidaksesuaian teori dengan kenyataan di lapangan dan diharapkan sebagai bahan 

pertimbangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 

1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 

Menurut Sudarmo (2011), collaborative governance sangat penting 

untuk dilakukan untuk menganalisis persoalan sistem pengelolaan 

secara bersama. Hal ini adalah ketika cara mengelola dan me-manage 

suatu persoalan melibatkan berbagai stakeholder, baik dari institusi 

pemerintah maupun swasta dalam suatu jaringan. Kolaborasi antar 

institusi menjadi isu penting dalam administrasi publik, hal ini 

mengingat banyak persoalan publik yang memiliki implikasi yang luas 

yang tidak bisa ditangani secara optimal dan dipecahkan secara tuntas 

jika hanya mengandalkan pada satu institusi (misal pemerintah) saja. 

Melalui kolaborasi ini diharapkan persoalan atau masalah publik yang 

dihadapi bisa diatasi, paling tidak bisa diminimalisir secara siginfikan 

Emerson (2011) mengatakan, collaborative governance telah 

menjadi sebutan umum dalam keadministrasi-publikan akan tetapi 

definisinya masih belum memiliki bentuk yang tetap dan digunakan 

secara tidak konsisten. Emerson (2011) kembali mengatakan bahwa 

definisi ini secara lebih luas adalah sebagai proses dan struktur dari 

manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang 

mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif melewati batas-batas 

dari para agen publik, tingkatan pemerintah, dan atau lingkungan 
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publik, privat, dan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. 

Definisi menurut Emerson (2011) dapat dikatakan lebih luas 

daripada yang dikatakan oleh Ansel dan Gash (2007). Dimana menurut 

Ansel dan Gash (2007), collaborative governance adalah sebuah 

susunan dalam tata kelola pemerintahan dimana satu atau lebih agen 

publik secara langsung mengikutsertakan pemangku kepentingan non-

pemerintah/negara dalam proses pengambilan keputusan secara 

kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan dengan sengaja 

bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik 

atau me-manage aset atau kebijakan publik. Definisi ini 

menitikberatkan pada pada 6 kriteria penting antara lain 

a. Forum harus diinisiasi oleh agen atau institusi publik 

b. Peserta dalam forum harus mengikutsertakan aktor-aktor non-

pemerintah 

c. Peserta diikutsertakan secara langsung dalam pengambilan 

keputusan dan tidak sekedar berkonsultasi dengan agen-agen 

publik 

d. Forum diorganisasi secara formal dan bertemu secara kolektif 

e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan secara konsensus 

(meski dalam praktek konsensus tidak terwujud). 

f. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen 

publik. 
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Penyebab dari dikatakannya definisi Emerson (2011) lebih luas 

dari Ansel dan Gash (2007) adalah Ansel dan Gash 

mengisyarakatkan keformalan kolaborasi berupa forum dan 

keberadaan pemerintah sebagai inisiator kolaborasi. Definisi 

Emerson (2011) tidak mengharuskan adanya forum formal dan 

inisiator kolaborasi dapat berasal darimana saja, yang artinya tidak 

harus pemerintah. Definisi milik Emerson (2011) 

memperkenankan collaborative governance digunakan sebagai 

konsep analitik yang lebih luas dan mendalam pada administrasi 

publik. Selain itu definisi milik Ansel dan Gash (2007) lebih 

memfokuskan collaborative governance sebagai spesies yang 

memiliki batasan-batasan yang sempit. Definisi milik Emerson 

(2011) lebih luas dan fleksibel sehingga memudahkan dalam 

mengaplikasikan konsep tersebut walau dalam keadaan setting 

yang berbeda. 

2. Karakteristik Manajemen Kolaborasi 

Menurut Anshell dan Gash (2007), terdapat 4 karakteristik atau kriteria 

yang dimiliki dari coolaborative governance antara lain,: 

a. Collaborative public management (manajemen kolaboratif publik) 

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

dikatakan berhasil ketika pengolaborasian tersebut memiliki 

manajemen kolaborasi yang baik. Manajemen kolaborasi yang baik 
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dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan dapat dengan mudah 

untuk mewujudkan keberhasilan kinerja. Manajemen kolaborasi 

dalam pelayanan publik dapat meliputi proses koordinasi, 

kerjasama, komunikasi, perekrutan maupun controlling pelayanan 

publik. Pentingnya manajemen dalam kolaborasi pelayanan publik 

adalah menekan angka kesalahpahaman (miss-communication), 

baik kesalahpahaman dengan tingkat yang rendah maupun tingkat 

tinggi. Ketika memanajemen kolaborasi publik, para pemangku 

kepentingan tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginannya. 

Namun seperti yang dikatakan Emerson, Nabatchi (2015) bahwa 

pemangk kepentingan yang memiliki otoritas kuat dan dominan 

dapat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan  

manajemen kolaborasi.  

b. Multipartner governance (pemerintahan kemitraan) 

Pemerintahan kolaboratif dapat dicapai dengan mudah 

dengan tingkat keberhasilan yang tinggi ketika pemerintah dapat 

membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain. Misal, dalam 

pembangunan jejaring kemitraan, pemerintah dapat menjalin mitra 

bersama pihak-pihak yang dapat bersangkutan dan berkaitan yang 

memungkinkan dapat membantu pemerintah untuk menuju tujuan 

yang dicapai (keberhasilan publik). Menjalin kemitraan juga dapat 

diwujudkan bukan hanya dengan sebatas persoalan keuangan atau 

dana saja, melainkan juga dapat berupa tenaga, alat, perlengkapan, 
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dukungan/motivasi, publikasi, dan lain sebagainya. Kemitraan 

sendiri memiliki sisi yang sama-sama saling menguntungkan tanpa 

sedikitpun ada yang merasa dirugikan. Pernyataan ini dapat 

diruntuhkan jika pemangku kepentingan yang saling bermitra 

terbagi atas golongan mayoritas dan golongan minoritas. Ketika 

hasil keputusan dalam bermitra dimenangkan oleh mitra dengan 

golongan mayoritas, maka suara yang dikeluarkan oleh mitra 

golongan minoritas tidak ada lagi artinya. Pada posisi ini mitra 

minoritas juga harus tetap menghargai dan menyetujui hasil dari 

keputusan forum yang ditetapkan. 

c. Joined-up or network governance (kerjasama tata kelola jaringan) 

Kerjasama dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif 

dapat diwujudkan dengan pengelolaan jaringan yang baik. Melalui 

sistem tata kelola jaringan, maka baik pemantauan proses dan 

controlling dapat dilakukan lebih transparan. Hal ini dapat 

diwujudkan sebab tata kelola jaringan memiliki sifat lebih 

terperinci, delegatif dan tidak terpusat. Artinya, pada saat 

pemantauan proses dan controlling dilakukan dimasing-masing 

sub-sub dan lebih dilakukan secara professional. Ini baik terjadi 

ketimbang dilakukan dengan metode terpusat. Kerjasama dalam 

penataan kelola tiap-tiap jaringan dapat dipengaruhi oleh keputusan 

para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat 

merubah tata kelola jaringan dengan merujuk pada keputusan yang 
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telah disepakati forum dengan para pemangku kepentingan. Untuk 

itulah, sangat diperlukannya pemangku kepentingan yang dapat 

dengan benar untuk membantu terciptanya keberhasilan tata kelola 

pemerintahan kolaboratif. 

d. Civic engangement (keterlibatan kewarganegaraan) 

Keberhasilan-keberhasilan yang diraih kebijakan dalam tata 

kelola pemerintahan kolaboratif tidak dapat terlepas dari peran 

warga negara. Terlebih di era digitalisasi dan  modernisasi ini 

terlebih, masyarakat dapat dikatakan sangat aktif berpartisipasi dan 

lebih perhatian daripada pada zaman orde baru atau orde 

sebelumnya. Perhatian dan partisipasi dari masyarakat ini 

kemudian dapat menbangun pemerintahan yang lebih baik. Artinya 

warga negara telah dianggap sebagai subjek dari kebijakan dan 

berbeda seperti dulu yang hanya dianggap sebagai objek dari 

kebijakan. Selain itu keberhasilan suatu kebijakan juga dapat 

dikatakan berhasil ketika warga negara turut berpartisipasi dan 

merasakan kepuasan terhadap kebijakan yang diterapkan. 

Keterlibatan sipil dan manajemen kolaboratif publik 

merupakan konsep yang dapat didefiniskan secara luas, dimana 

keterlibatan tersebut cenderung berpusat pada warga negara, 

terlebih dari warga negara yang berpotensi aktif. Manajemen 

kolaboratif publik ini dapat didasarkan atas tindakan 

kewarganegaraan. Artinya keterlibatan warga negara dalam 
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pemerintahan cenderung dilakukan berdasarkan kewarganegaraan 

atau semangat nasionalis. Keterlibatan warga negara dapat 

tercerminkan dari partuipasi warga atas kegiatan, program, proses 

pembentuka  kebijakan maupun pelaksanaannya. 

Seperti yang telah dipaparkan pada poin definisi tata kelola 

pemerintahan kolaboratif, bahwa definisi yang dikemukakan Emerson 

(2011) dan Anshell dan Gash (2007) memiliki perbedaan. Perbedaan dari 

ke dua definisi tersebut terletak pada tingkat keformalitasan kolaborasi dan 

aktor inisiator dari kolaborasi tersebut. Milik Anshell dan Gash 

menyatakan kolaborasi harus dimulai atau diinisiasi oleh pemerintah, 

namun milik Emerson tidak harus selalu demikian karena inisiasi dapat 

dimulai dari pihak swasta. Menurut Emerson pun kolaborasi dan inisiasi 

tidak harus diadakan dalam keadaan formal, sedang menurut Anshell dan 

Gash harus diadakan secara formal. 

B. Komponen-komponen Penentu dalam Tata Kelola Pemerintahan 

Kolaboratif 

1. Model Anshell dan Gash (2007) 

Model tata kelola pemerintahan kolaboratif yang dipaparkan 

Anshell, Gash (2007) memiliki empat variabel, yaitu kondisi awal, 

desain institusional, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Masing-

masing variabel ini memiliki sub-sub variabel. Variabel proses 

kolaboratif merupakan inti dari model ini, dimulai dengan kondisi, 

desain kelembagaan dan variabel kepemimpinan merupakan poin 
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penting dari konteks proses kolaboratif. Model bagan pada gambar 7 

merupakan siklus dari cara terbentuknya proses kolaborasi yang 

berhasil. Diawali dengan kondisi sumberdaya, pengetahuan dan 

kekuatan yang asimetris serta insentif dan paksaan partisipasi membuat 

rasa percaya yang minim. Rasa kepercayaan yang minim ini kemudian 

dapat ditingkatkan dengan dialog temu (tatap muka) dan kemudian 

melalui proses yang diakhiri dengan melahirkan outcome dan dapat 

digunakan untuk menyempurnakan tata kelola kolaboratif yang masih 

dan perlu untuk diperbaiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Model Pemerintahan Kolaboratif (Collaborative 

Governance Regimes/CGR) 

Sumber : Anshell dan Gash (2007). 
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a. Kondisi Awal 

Kondisi awal dipaparkan oleh Anshel, dan Gash (2007) 

menggambarkan ketika terjadinya ketidakseimbangan antara 

pemangku kepentingan dan permasalahan yang diselesaikan 

dengan jalan kolaborasi. Karena pada dasarnya, jika pemangku 

kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi atau sumber daya 

atau setidaknya setara dengan pemangku kepentingan lainnya, 

maka proses kolaborasi akan cenderung didominasi atau bahkan 

dimanipulasi oleh pemangku kepentingan yang terkuat. Melalui 

jurnal ini menunjukkan penelitian milik Bradford (1998) dimana 

parlemen pemerintahan membuat pelatihan kerja, kebijakan 

kesehatan serta keselamatan kerja melalui konsep kolaboratif 

namun terhalang oleh hak dan aturan istimewa perusahaan dimana 

perusahaan tersebut memiliki akses terhadap pejabat yang lebih 

senior ketimbang pejabat yang membuat ide kebijakan tersebut. 

Selain itu dipaparkan dalam jurnal ini temuan dari 

Echeverria (2001) dalam kebijakan Proses Perencanaan Daerah 

Aliran Sungai Platte. Dijelaskan bahwa meja perundingan 

berlangsung tidak seimbang dan cenderung dibebani oleh 

kepentingan pembangunan. Dimana pada posisi saat itu 

kepentingan pembangunan dan pendukung lingkungan memiliki 

banyak perbedaan kapasitas. Karena konstituensi mereka begitu 

besar dan menyebar, para pendukung lingkungan/konservasi 
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merasa dirugikan karena perwakilan mereka lebih kohesif. Maka, 

tanpa balasan perwakilan yang sama kuatnya sulit untuk merubah 

suara tanpa kepemimpinan perundingan yang netral. Jika tidak 

adanya keseimbangan kekuatan/sumberdata yang signifikan antar 

pemangku kepentingan, maka partisipasi yang dilakukan 

pemangku kepentingan yang lebh rendah merasa tidak dapat 

berpartisipasi secara berarti. Hal ini membutuhkan pemerintahan 

kolaboratif yang efektif yang juga memiliki komitmen, strategi 

pemberdayaan yang positif dan representatif. 

Terdapat beberapa masukan dalam mengembangkan 

metode dalam membangun kolaborasi yang baik. Hal yang pertama 

adalah tempat-tempat alternatif yang menarik pemangku 

kepentingan yang kemudian melahirkan dua model kontingensi. 

Model pertama adalah jika tempat alternatif ada dimana para 

pemangku kepentingan dapat mengejar tujuan secara sepihak, 

maka tata kelola kolaboratif hanya akan berhasil jika para 

pemangku kepentingan menganggap diri mereka sangat tinggi dan 

interdependen. Model kedua adalah jika interdependensi 

bergantung pada forum kolaboratif sebagai tempat eksklusif, maka 

sponsor harus bersedia melakukan pekerjaan lanjutan untuk 

mendapatkan tempat forum alternatif. Hal yang kedua adalah 

insentif untuk pemangku kepentingan yang lemah akan kekuasaan 

maupun sumberdaya. Artinya dukungan diberikan oleh pemangku 
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kepentingan yang lebih lemah kepada pemangku yang lebih kuat. 

Atau dapat dilakukan dengan insentif aliansi terhadap para 

pemangku kepentingan yang lemah. 

b. Proses Kolaborasi 

1. Dialog Tatap Muka 

Hal pertama yang dapat memecahkan alotnya sebuah proses 

kolaborasi adalah dialog tatap muka. Sejatinya tata kelola 

kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka diantara 

para pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi 

konsensus, maka diperlukan bagi para pemangku untuk 

bertatap muka dan mengidentifikasi peluang yang 

menguntungkan. Selain itu tatap muka juga bukan hanya 

sekedar negosiasi namun juga memecahkan ataupun 

memperkuat stereotip dan hambatan lainnya. Ini lah kemudian 

dapat dikatakan bahwa dialog tatap muka dikatakan sebagai 

jantung dalam membangun kepercayaan, saling hormat atau 

meningkatkan antagonisme (mempermudah dalam membaca 

dan menyiapkan strategi untuk menghadapi lawan). 

2. Membangun Kepercayaan 

Kurangnya kepercayaan diantara para pemangku 

kepentingan merupakan titik awal permasalahan dari 

pemerintahan kolaboratif. Weech-Maldonado dan Merrill 

(2000) menyebutkan bahwa proses kolaborasi bukan hanya 
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tentang negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan. Bahkan 

ketika pada awalnya para pemangku kepentingan saling 

menjahati. Sumber menemukan bahwa membangun 

kepercayaan sering menjadi hal yang paling menonjol dalam 

proses kolaborasi dan dapat sangat sulit dikembangkan pada 

awalnya (Murdock, Wiessner dan Sexton:2005). Hal ini bukan 

berarti membangun kepercayaan merupakan hal yang terpisah 

dari dialog dan negosiasi. Melainkan pemimpin kolaboratif 

yang baik meramalkan bahwa mereka harus membangun 

kepercayaan di anatara para penentang sebelumnya dan 

sevelum para pemangku kepentingan memanipulasi resiko. 

3. Komitmen dan Proses 

Studi kasus yang dikemukakan Gunton (2003) dan 

Margerum (2001) menunjukkan bahwa tingkat komitmen 

dalam berkolaborasi menjadi faktor penting dalam menentukan 

kesuksesan dan kegagalan kolaborasi. Komitmen ini pada 

dasarnya erat kaitannya dengan motivasi dalam berpartisipasi. 

Namun para pemangku kepentingan menganggap partisipasi 

masyarakat/warga negara hanya dianggap sebagai pemenuh 

kewajiban hukum dan lain-lain. Selain itu para pemangku juga 

berpikiran bahwa jika masyarakat turut berpartisipasi maka 

akan melemahkan posisi legitimasi mereka. Padahal pada 

dasarnya adalah proses kolaborasi dengan tawar-menawarlah 
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yang akan melahirkan kebijakan yang saling menguntungkan 

dan tentu saja tidak hanya menguntungkan para pemangku 

kepentingan saja (Burger: 2001). Melalui berkomitmen sendiri, 

butuh dorongan psikologis agar membuat posisi diantara 

mereka bersifat absolut (Putnam: 2004). Artinya dalam hal ini 

mereka harus sama-sama saling mengakui posisi dan hal ini 

tentu membutuhkan adanya penghargaan satu sama lain sebagai 

bentuk pengakuan (Saarikoski: 2000). 

Komitmen juga menimbulkan dilema yang sulit. Pasalnya 

komitmen pada proses kolaboratif membutuhkan kesediaan 

diawal untuk menepati dan menyetujui hasil musyawarah. 

Bahkan ketika hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginan 

beberapa pihak ataupun hasil musyawarah cenderung 

dimenangi oleh pemangku kepentingan. Komitmen 

membutuhkan kepercayaan, sehingga dalam kolaborasi 

komitmen yang dibentuk harus diawali dengan prosedur yang 

adil, tegas, bertanggungjawab dan transparan. Kemudian 

kepuasan dalam prosedur dapat pula meningkatkan 

keterlibatan. Interdependensi tinggi yang dimiliki oleh 

pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan 

komitmen dan kolaborasi, tetapi nuga dapat me ingkatkan 

insentif untuk bertindak secara manipulatif dan kooptif. Ini 

juga akan  berarti bahwa kolaborasi bukanlah kesepakatan satu 
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sama lain, melainkan tergantung pada kerjasama yang sedang 

berlangsung. Startegi tata kelola kolaboratif sangat cocok 

dalam kondisi ini dimana harus membutuhkan kerjasama yang 

berkelanjutan.  

4. Pemahaman Bersama 

Di titik tertentu, para pemangku kepentingan harus 

mengembangka  pemahaman bersama dari apa yang mereka 

capai dalam proses kolaboratif (O’Hara: 2003). Pemahaman 

bersama ini dapat juga disebut dengan persetujuan tentang 

pengetahuan yang relevan yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman bersama dapat 

dilihat sebagai bagian dari bentuk kolaboratif yang lebih besar 

(Daniels dan Walker: 2001) 

5. Hasil Antara 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk 

ketika tujuan yang dicapai dapat memungkinkan memperoleh 

keuntungan yang besar, dan relatif kecil terjadi kolaborasi 

ketika keuntungan yang mungkin mereka dapat kecil (Weech-

Maldonado, Merrill: 2000). Meskipun nantinya keuntungan 

yang dihasilkan cenderung stabil (tidak besar maupun kecil) 

bukan masalah, karena pada dasarnya ini merupakan 

momentum penting dalam menciptakan bentuk kolaborasi yang 

sukses. Alasannya, ketika keuntungan diprediksi atau telah 
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didapat kecil, maka ini sangat baik untuk membangun 

kepercayaan dan komitmen. Akan tetapi menurut Vangen dan 

Huxman (2003), bahwa kemenangan atau keuntungan yang 

kecil mungkin bukan startegi yang tepat untuk membangun 

kepercayaan, karena pemangku kepentingan tentu memiliki 

tujuan yang lebih ambisius yang tidak dapat dengan mudah 

untuk diuraikan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam situasi 

ini kepercayaan dapat dibangun oleh eksploitasi bersama di 

awal hingga dari keseluruhan akhir kolaborasi. 

c. Desain Kelembagaan 

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dan juga 

protokol dasar dalam kolaborasi. Hal ini sangat penting untuk 

legitimasi prosedural dari proses kolaboratif itu sendiri. Desain 

kelembagaan ini harus bersifat terbuka dan inklusif (Burger: 2001; 

Gunton, Day: 2003) sebab, sering ditemukan permasalahan karena 

dianggap tidak adil dan transparan. Model pada gambar 7 memiliki 

empat variabel, yaitu kondisi awal, desain institusional, 

kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Masing-masing variabel ini 

memiliki sub-sub variabel. Variabel proses kolaboratif merupakan 

inti dari model ini, dimulai dengan kondisi, desain kelembagaan 

dan variabel kepemimpinan merupakan poin penting dari konteks 

proses kolaboratif. Pertama adalah mengatur tingkat kepercayaan, 

konflik dan social capital yang menjadi kewajiban atau sumber 
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daya yang harus dimiliki. Desain institusional yang akan mengatur 

regulasi dimana kolaborasi berjalan. Selain itu kepemimpinan 

merupakan mediasi dan poin penting dalam proses kolaborasi. 

Proses kolaborasi sendiri merupakan proses yang sangat nonlinier 

dan iterative.  

Model bagan pada gambar 7 merupakan siklus dari cara 

terbentuknya proses kolaborasi yang berhasil. Diawali dengan 

kondisi sumberdaya, pengetahuan dan kekuatan yang asimetris 

serta insentif dan paksaan partisipasi membuat rasa percaya yang 

minim. Rasa kepercayaan yang minim ini kemudian dapat 

ditingkatkan dengan dialog temu (tatap muka). Melalui proses 

dialog tatap muka ini, kepercayaan dapat dipupuk dan meningkat 

berangsur-angsur. Setelah kepercayaan didapat, maka aktor 

kolaboratif dapat mengikat komitmen. Ikatan komitmen ini 

ditandai dengan pengakuan saling ketergantungan, berbagi dalam 

kepemilikan dan keterbukaan untuk mempermudah dalam 

mendapatkan keuntungan. Ketika tanda-tanda komitmen ini 

menguat, aktor kolaboratif tentu akan saling memahami situasi dan 

kondisi dan tentu saling membantu dalam menyelesaikan misi, 

mengatasi persoalan dan mengidentifikasi nilai-nilai. Ketika proses 

sirkulasi kolaborasi ini dijalani oleh para aktor kolaborsi tentu akan 

memperoleh impact (hasil/dampak) baik yang bersifat positif 

maupun negatif. Dampak dari sirkulasi proses kolaboratif ini 
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kemudian akan melahirkan outcome dan akan menghasilkan 

pengaruh bagi setiap proses dan tindakan kolaboratif mereka. 

d. Kepemimpinan 

Kualitas kepemimpinan sangat diperlukan untuk 

mendapatkan konteks yang tepat. Semakin besar pemangku 

kepentingan dalam  mempertaruhkan dan saling tidak percaya satu 

sama lain, maka pemimpin harus dapat mengambil peran. Namun 

ketika insentif atau dukungan lemah yang ada pada pemangku 

kepentingan, maka pemimpin harus turut campur tangan untuk 

membantu menjaga para pemangku untuk tetap berpartisipasi 

(memberdayakan pemangku yang lemah). Fungsi dari 

kepemimpinan yang berbeda ini dapat menciptakan ketegangan. 

Hal ini karena intervensi mudah sekali masuk. Contohnya ketika 

memberdayakan para pemangku yang lemah, dapat mereka lihat 

sebagai presepsi bahwa pemimpin tidak adil dan tidak jujur. Selain 

itu rawan sekali membedakan peran pemimpin yang nyata dan 

yang persuasif. Sehingga diperlukan mediator dari luar untuk 

mendapatkan pemimpin yang tidak memiliki kepentingan. Logika 

dari pernyaaan diatas adalah konsep kolaboratif dapat menarik 

perhatian besar para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. 

Selain dengan kepemimpinan, dalam konsep kolaborasi juga harus 

melibatkan para pemangku dari perusahaan kecil atau organisasi 

publik (misal: LSM). 
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C. Ukuran Keberhasilan Manajemen Kolaborasi 

1. Model Anshell dan Gash (2007) 

Terdapat beberapa indikator yang menentukan keberhasilan dari 

suatu bentu pemerintahan kolaboratif (collaborative governance 

regimes/ CGR). Indikator tersebut antara lain: 

a. Kepemimpinan Fasilitatif 

Kepercayaan yang kuat dan interdependensi antar organsasi 

dari pemangku kepentingan dapat mencegah adanya strategi 

kelompok di dalam organisasi. Anshell (2003) mengemukaakan 

bahwa strategi kolaboratif pemimpin baik dalam kelompok yang 

dapat dikatakan kurang harus memiliki keterampilan dalam  

1. Mengajak masyarakat dalam berpartisipasi 

2. Mengawasi pengaruh dan kontrol  

3. Dapat mengontrol dinamika kelompok yang kompleks 

4. Dapat memperluas ruang lingkup proses kolaborasi 

Kolaborasi yang berhasil dapat dicapai dengan memiliki 

pemimpin yang dapat menyesuaikan diri baik secara informal 

maupun formal, dibandingkan dengan pemimpin yang hanya dapat 

menyesuaikan diri di satu situasi. Vangen (2003), menekankan 

bahwa kepemimpinan kolaboratif akan efektif ketika memiliki 

waktu, sumberdaya dan keterampilan yang intensif. 
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b. Desain Institusi 

Desain kelembagaan disini mengacu pada protokol atau 

aturan dasar kolaborasi. Aturan dasar ini sangat penting untuk 

legitimasi dari prosedural proses kolaboratif. Akses menuju proses 

kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah yang paling 

mendasar. Sehingga ketika partisipasi yang telah besar terbentuk 

tidak hanya ditoleransi namun juga harus digunakan secara aktif. 

Reilly (2001), mengungkapkan bahwa kolaboratif yang sukses 

dapat memberi perhatian yang besar untuk para pemangku 

kepentingan, dan tentunya dapat mendorong mereka untuk turut 

berpartisipasi. Namun berbeda halnya ketika para pemangku 

kepentingan dikecualikan, maka itu adalah alasan utama jalan 

menuju kegagalan.  

Legitimasi proses sendiri juga tergantung pada para 

pemangku kepentingan, hal ini karena pemangku kepentingan 

dianggap sebagai “pendengar yang adil”. Selain itu transparansi 

diperlukan agar pemangku kepentingan merasakan negosiasi 

publik (masyarakat), dan tentunya dapat mendengar langsung 

kejujuran dan aspirasi masyarakat, bukan dengan proses 

kolaboratif bersifat tertutup. Masalah dari desain konstitusional 

yang terakhir adalah tenggat waktu. Hal ini karena proses 

kolaborasi bisa saja terjadi tanpa akhir (Glasbergen dan Driessen, 

2005). Sebenarnya tenggat waktu ini dapat membatasi ruang 
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lingkup dari diskusi dengan mudah. Namun tenggat waktu juga 

dapat melemahkan keberlanjutan dari kolaborasi. Sebab secara 

tidak sengaja mengurangi intensitas kerjasama jangka panjang. 

Sehingga menurut Gunton dan Day (2003), bahwa jadwal waktu 

yang digunakan harus bersifat realistis. 

c. Proses Kolaboratif 

Proses kolaborasi memiliki proses secara berharap. Proses 

tersebut terdiri dari tiga langkah yaitu pengaturan masalah, 

pengaturan arah dan implementasi. Ketiga proses itu adalah 

persiapan, pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan. 

Proses kolaboratif sejatinya merupakan proses yang berjalan 

dengan siklus,  bukan dengan linier. Hal pertama dapat ditemukan 

adalah proses orasi. Proses orasi ini dapat menarik perhatian besar 

untuk diberikan umpan balik. Umpan balik inilah kemudian awal 

kolaborasi terjadi, baik kemudian bersifat positif maupun negatif. 

Terdapat bentuk proses kolaboratif yang dapat dengan cepat 

berlangsung adalah dialog tatap muka. Dialog tatap muka ini 

kemudian dapat membangun rasa kepercayaan satu sama lain. 

Setelah kepercayaan terjalin maka dapat membentuk rasa saling 

berkomitmen dalam prosesnya. Dengan dimilikinya komitmen ini, 

mereka dapat saling memahami, bekerjsa sama dan saling 

mengormati serta saling mendapat pengakuan. Setelah rasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

komitmen tercipta maka akan muncul pemahaman bersama 

interdependensi. 

Dapat disimpulkan, terdapat tiga kontijensi yang ditekankan dalam 

mengukir keberhasilan dari proses kolaborasi milik Anshell dan Gash 

(2007), yaitu waktu, kepercayaan dan interdependensi. Para pelaku dan 

praktisi kolaboratif harus mempertimbangkan segala kemungkinan 

sebelum memulai strategi kolaboratif. Studi menunjukkan bahwa tata 

kelola dan proses kolaboratif memakan banyak waktu (Gunton dan 

Day: 2003). Terutama pada pembangunan konsensus harus 

membutuhkan banyak waktu dan tidak dapat terburu-buru (Coglianese 

dan Allen, 2003).  

Pada aspek kepercayaan tentu juga harus diperlukan waktu. Waktu 

ini harus bersifat remedial dan berulang, sehingga kepercayaan dapat 

ditingkatkan dan signifikan prosesnya. Oleh karena itu, tata kelola 

kolaboratif mungkin tidak cocok untuk strategi dan situasi yang dimana 

lembaga harus menbuat atau menerapkan keputusan dengan cepat. 

Namun perlu dipahami bahwa investasi awal dalam kolaborasi yang 

efektif dapat menghemat banyak waktu dan energi dalam implementasi 

awal. Sehingga pada tahapan konsensus kerja implementasi dapat 

berlangsung cukup cepat, dengan demikian pembuat kebijakan mungkin 

lebih diuntungkan dalam pemerintahan kolaboratif. Berdasarkan 

analisis Anshell dan Gash (2007), kepercayaan dan interdependensi 

sangat berpotensial untuk saling berkaitan. Contohnya saat konflik 
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tinggi dan kepercayaan masih rendah masih dapat dikelola secara 

kolaboratif jika para pemangku kepentingan saling bergantung. 

Interdependensi menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi dan 

berkomitmen untuk berkolaborasi. Artinya sangat mungkin untuk 

membangun kepercayaan dalam situasi interdependensi yang tinggi. 

Sebaliknya, jika interdependeni rendah, maka sulit untuk membangun 

kepercayaan.  

Para pemangku kepentingan akan terlibat kerjasama dengan satu 

fokus pada strategi (nonkolaboratif). Jika terdapat satu stakeholder 

dapat menggoyahkan komitmen, maka akan sangat berbahaya da 

merubah komitmen pemangku kepentingan yang lain. Penting untuk 

dipahami bahwa kepercayaan dan interdependensi dapat bersifat positif 

maupun negatif, dan itu dapat terbentuk oleh proses kolababirasi itu 

sendiri. Dengan demikian para pemangku kepentingan yang masuk ke 

dalam prses kolaborasi mungkin tidak merasa mereka saling 

bergantung. Namun melalui proses yang telah dilalui dengan para 

pemangku kepentingan yang lain dan melalui pencapaian yang 

dihasilkan mereka mungkin memiliki pemahamn baru antarhubungan 

mereka. Tentunya banyak kasus menunjukkan bahwa para pemangku 

kepentingan menyadari dan mengenali saling ketergantungannta 

melalui proses kerja.  
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D. Peneltian Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Terdahulu 

1. An Integrative Network For Collaborative Governance (Kirk Emerson, 

Tina Nabatchi dan Stephen Balogh: 2011) 

Jurnal ini menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif terdiri dari 

sistem dimana hal tersebut dipengaruhi oleh sistem politik, hukum, 

sosial-ekonomi, lingkungan dan lainnya. Sistem ini menciptakan 

berbagai peluang maupun hambatan yang akan terjadi dari waktu ke 

waktu. Selain itu keberhasilan dalam sistem tata kelola kolaboratif 

dapat dipengaruhi juga oleh gaya kepemimpinan, insentif 

konsekuensial, interdependensi dan ketidakpastian. Adapun terdapat 6 

cara dalam menunjang keberhasilan suatu kolaborasi yaitu yang 

pertama adalah keterlibatan prinsip yang meliputi interkasi penemuan, 

definisi, pertumbangan dan tekad. Adapun keterlibatan prinsip ini juga 

menentukan kualitas dan efektivitas dari kolaborasi tersebut. Kedua 

adalah motivasi bersama yang terdiri dari kepercayaan, saling 

pengertian, legitimasi dan komitmen bersama. Ketiga adalah 

meningkatkan dan mempertahankan prinsip keterlibatan, sehingga 

dapat menciptakan siklus yang baik.  

Poin keempat adalah membangkitkan kapassitas dalam peraturan 

prosedural dan konstitusional, kepemimpinan, pengetahuan dan 

sumberdaya. Pada poin ke empat ini dapat menghasilkan dan 

mempertahankan kapasitas sumberdaya yang terlibat. Kelima 

pengklasifikasian pada setiap elemen berdasarkan tujuan tata kelola 
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pemerintahan kolaboratif (collaborative governance regimes/CGR), visi 

misi dan tujuan atau target. Dan yang keenam adalah menciptakan 

dinamika kolaborasi. Proporsi keenam ini menegaskan bahwa kualitas 

dan tingkat dinamika ini tergantung pada sifat interaksi yang saling 

terikat kuat diantara keterlibatan berprinsip, motivasi bersama dan 

kapasitas aksi bersama. 

2. Evaluating of Productivity of Collaborative Governance Regimes: A 

Performance Matrix (Kirk Emerson dan Tina Nabatchi: 2015) 

Artikel kedua yang juga ditulis oleh Emerson dan Nabatchi ini 

memperluas penelitian sebelumnya, di artikel ini mereka membahas 

tentang kinerja dan produktivitas rezim pemerintahan kolaboratif 

(CGR) yang dapat diukur menggunakan matriks.  Studi kasus yang 

diambil artikel ini terletak di perbatasan AS-Meksiko. Ada tiga 

tingkatan kinerja yang meliputi tindakan, adaptasi dan  keberhasilan 

aksi/tindakan,  dan akan digunakan tiga unit analisis meliputi organsasi, 

pemerintahan dan target sasaran. Pendekatan dilakukan dengan 

pendekatan integratif yang akan mengidentifikasi sembilan dimensi 

kinerja kolaboratif. Sembilan poin tersebut terdiri dari (1) efisiensi tata 

kelola pemerintahan kolaboratif (collaborative governance 

regimes/CGR) tindakan, (2) efektivitas hasil, (3) keseimbangan hasil. 

Kemudian di unit  terdiri dari (5) hasil legitimasi eksternal, (6) viabilitas 

adaptasi. Pada target tingkat sasaran analisis terdiri atas (7) ekuitas 

penerima manfaat, (8) efektivitas hasil dan (9) keberlanjutan.  
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3. Collaborative Governance in Theory and Practice (Chrish Ansell dan 

Alison Gash: 2007) 

Istilah pemerintahan kolaboratif dapat membuat presepsi berpikir 

bahwa pemerintahan akan berjalan secra partisipatif demokratis, 

menghindarkan dari kebijakan yang dapat mengakibatkan permusuhan 

dan biaya yang tinggi. Jurnal ini mengatakan  bahwa kegagalan dari 

strategi kolaboratif disebabkan oleh mengejar kekayaan, manipulasi 

proses, tidak adanya komitmen dalam kolaborasi dan ketidakpercayaan. 

Sehingga studi kasus penelitian merekomendasikan untuk membangun 

kepercayaan, pengembangan pemahaman bersama dan pembentukan 

komitmen. Hal yang ditekankan terdapat tiga hal yaitu waktu, 

kepercayaan dan interdependensi. Penting untuk menunjukkan bahwa 

kepercayaan dan interdependensi adalah bagian penting dalam 

membentuk proses kolaborasi. Dengan demikian para pemangku 

kepentingan yang masuk ke dalam proses kolaboratif akan menganggap 

diri mereka saling bergantung. Namun dalam percakapan dengan 

pemangku yang lain dan melalui pencapaian peralihan, pihak pemangku 

kepentingan dapat mencapai pemahaman yang baru. Karena pada 

dasarnya para pemangku kepentingan mengetahui ketergantungan 

mereka melalui proses kerja. 

Ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat 

ditraik sebuah kesimpulan. Bahwa dalam tata kelola pemerintahan 

kolaboratif dapat diperoleh dengan baik ketika aktor kolaboratif 
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memiliki kepercayaan, interdependensi, membangun pemahaman 

bersama. Selain itu, adapatasi dari para aktor juga diperlukan dalam 

membangun tata kelola pemerintahan kolaboratif yang baik.   

E. Program Smart Health 

Sumber: Sujarwoto (2018) pada laman https://jipp.jatimprov.go.id 

Pencegahan penyakit kardiovaskular yang efektif membutuhkan 

sistem layanan kesehatan dasar yang kuat. Sistem pelayanan kesehatan 

dasar yang ada di Indonesia saat ini sangat tergantung pada ketersediaan 

dokter di puskesmas. Dengan jumlah dan kapasitas dokter puskesmas yang 

sangat terbatas, perlu adanya strategi pemenuhan tenaga kesehatan 

alternatif. Smart Health adalah aplikasi teknologi yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Smart 

Health mendukung pelayanan kesehatan preventif di masyarakat dan 

rumah tangga melalui penguatan dan pemberdayaan sistem pelayanan 

kesehatan dasar yang sudah ada. 

Smart Health adalah terobosan baru layanan dasar tata laksana 

risiko penyakit jantung untuk mengatasi buruknya layanan kesehatan di 

pedesaan khususnya di negara berkembang. Smart Health memiliki 

keunggulan utama yaitu inovatif, sederhana, berbasis teknologi 

smartphone yang murah, melibatkan tenaga kesehatan yang lebih banyak 

dengan ongkos yang lebih murah, sistem pengambilan keputusan klinis 

berbasis elektronik, dan berbasis bukti, kualitas terkontrol terjamin dengan 

biaya terjangkau. Smart Health menyediakan aplikasi berbasis dalam 
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smartphone yang menyediakan catatan riwayat kesehatan elektronik, 

diagnosis berbasis elektronik, pengukuran risiko kardiovaskular berbasis 

eletronik dan serangkaian algoritma yang memungkinkan pengelolaan 

pasien risiko jantung tinggi secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Aplikasi Smart Health berkerja dengan prinsip “pendelegasian 

tugas” dimana beberapa tugas rutin dokter dan perawat diserahkan kepada 

kader kesehatan terlatih.  Ini dapat dilakukan karena aplikasi teknologi 

digital yang di desain sederhana, mudah digunakan, inovatif, terjangkau 

namun mampu menyediakan sistem pengambilan keputusan klinis bagi 

dokter secara akurat Aplikasi Smart Health dilengkapi dengan sistem 

monitoring dan evaluasi berbasis pelanggan, kemajuan klinis dan riwayat 

pengobatan pasien untuk memastikan keamanan dan kualitas 

layanan.  Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan aplikasi pendukung 

untuk memperbaiki sistem administrasi layanan kesehata melalui e-

supply/chain dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara berkala 

melalui e-training. 

Aplikasi Smart Health memungkinkan kader kesehatan terlatih 

melakukan skrining risiko jantung berbasis elektronik secara akurat 

dengan standar carta faktor risiko penyakit jantung terbaru dari WHO. 

Melalui aplikasi ini data pasien secara otomatis terunggah ke aplikasi 

catatan medis pasien di puskesmas yang bisa diakses dokter untuk 

penanganan dan pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya, kader kesehatan 

menerima umpan balik penanganan dari dokter yang memungkinkannya 
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melakukan monitoring pasien secara rutin. Melalui aplikasi, dokter dapat 

mengirimkan pesan kepada kader tentang diagnosis dan pengelolaan 

pasien secara berkesinambungan.  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Smart Health adalah 

ekosistem yang memiliki teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan 

penyampaian layanan kesehatan primer esensial yang berkualitas tinggi 

kepada masyarakat. Smart Health mendukung penyediaan perawatan 

pencegahan di masyarakat dan rumah tangga tingkat dengan memperkuat 

sistem kesehatan yang ada. Smart Health awalnya dirancang dengan fokus 

pada pencegahan dan manajemen penyakit kardiovaskular (CVD), tetapi 

berkembang ke banyak bidang lainnya. Intervensi CVD terdiri dari: 

1. Mengaktifkan kader, perawat dan dokter puskesmas untuk menilai 

risiko CVD menggunakan peralatan medis dasar dan aplikasi sistem 

pendukung keputusan klinis canggih namun mudah digunakan pada 

perangkat tablet seluler. 

2. Aplikasi ini memungkinkan kader untuk mengumpulkan informasi 

penting terkait kesehatan, menginformasikan subjek status risiko 

mereka, memberikan saran gaya hidup untuk pencegahan CVD, dan 

merujuk pasien berisiko tinggi untuk konsultasi perawat atau dokter. 

3. Fungsi rekaman elektronik bersama memungkinkan pengambilan data 

pasien secara sinkron atau asinkron yang dikirim secara aman ke dan 

diakses dari server pusat. 
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4. Para perawat dan dokter juga menggunakan aplikasi mobile untuk 

menerima dukungan keputusan seputar saran gaya hidup dan resep 

obat pencegahan yang tepat, menggunakan data yang dikumpulkan 

oleh kader serta informasi baru yang diambil selama konsultasi pasien. 

Rencana perawatan segera tersedia bagi kader yang memastikan 

tindak lanjut dan kesinambungan perawatan di masyarakat. 

5. Sistem otomatis memberi peringatan kepada individu berisiko tinggi 

untuk menghadiri kunjungan tindak lanjut dengan kader, perawat atau 

dokter dan memberikan pengingat yang ditujukan untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. 

6. Siklus perawatan ini didukung oleh promosi kesehatan masyarakat 

luas, pelatihan dan penyediaan insentif berbasis kinerja untuk petugas 

layanan kesehatan, dan dukungan manajemen persediaan obat-obatan 

yang penting.…………………………………………………………
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan mengenai model manajemen kolaboratif dalam 

penyelenggaraan kesehatan publik secara sistematis, faktual dan akurat. 

Menurut Yin (2009:11) penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak 

sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk 

menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena obyek pada 

penelitian ini mempunyai kondisi yang unik dan langka. Hal ini dibuktikan 

dengan program Smart Health merupakan satu-satunya program di Indonesia 

yang menangani tentang pencegahan penyakit jantung yang dilaksanakan di 

Indonesia. Sehingga pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana 

keberadaan dari pelaksanaan kolaborasi program Smart Health dan mengapa 

pelaksanaan kolaborasi program Smart Health terjadi 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Spradley (2007) dalam Sugiyono (2012), fokus merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Tujuan 

dari fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga
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 objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu meluas. Adapun fokus dalam 

penelitian ini adalah model dari tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam 

penyelengaraan layanan kesehatan. Adapun sub-fokus dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Model tata kelola pemerintahan kolaboratif menurut Anshell dan Gash 

(2007) 

a. Kekuatan atau sumber daya dari program Smart Health yang 

dilaksankaan di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang. 

b. Kondisi awal sebelum terjadinya kerjasama antar aktor pelaksana 

dan pengaruh kondisinya terhadap program Smart Health di Desa 

Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. 

c. Proses Kolaborasi antar aktor pelaksana program Smart Health di 

Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. 

d. Pemfasilitasan kepemimpinan (termasuk pemberdayaan) dalam 

pelaksanaan program Smart Health di Desa Sepanjang, Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang. 

e. Desain Kelembagaan yang terbentuk atas program Smart Health 

yang terlaksana di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang. 

f. Outcome yang timbul dalam pelaksanaan program SMART Health 

di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. 
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C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012), lokasi penelitian adalah adalah tempat di mana 

situasi tersebut diteliti. Sehingga lokasi dari penelitian ini berada di Kabupaten 

Malang. Adapun situs dari penelitian ini meliputi: 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

2. Puskesmas Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. 

3. Kantor Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. 

4. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Desa Sepanjang, Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang. 

5. Rumah atau pos kader kesehatan Desa Sepanjang, Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang. 

6. Rumah masyarakat atau pasien penderita atau beresiko tinggi penyakit 

kardiovaskular (jantung) di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang. 

D. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2012), sumber daya penelitian  kualitatif terdiri dari 

dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian sumber data dari 

penelitian ini adalah dari informan dan dokumentasi. Berikut merupakan data 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Informan 

Informan merupakan orang yang mengetahui atau pelaku yang terlibat 

langsung dengan permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan 

kolaborasi pada program Smart Health. Informan harus memiliki 
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pengalaman tentang pembahasan penelitian serta dapat memberikan 

pandangan tentang nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar 

penelotian setempat. Adapun mengenai penelitian di lapangan dalam 

pelaksanaan kolaborasi Smart Health memilik informan sebagai berikut: 

a. Bapak Lulus Cokro kabid P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang 

b. dr. Hendri sebagai dokter penanggung jawab pasien rujukan dari 

Puskesmas Kecamatan Gondanglegi  

c. Bapak Miftahul Huda sebagai sekretaris desa Pemerintah Desa 

Sepanjang 

d. Bapak Ilham sebagai perawat desa dari Poskesdes (Pos Kesehatan 

Desa) Desa Sepanjang 

e. Ibu Simpen, Ibu Zulaikah dan Ibu Ulfa sebagai kader program 

Smart Health di Desa Sepanjang,. 

f. Ibu Rosulin dan Ibu Nurul Hidayati sebagai perwakilan dari 

masyarakat pengguna program aplikasi Smart Health 

2. Peristiwa 

Peristiwa adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap 

peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. 

Peristiwa merupakan kejadian, fenomena atau situasi yang berkaitan 

dengan masalah atau fokus penelitian. Pada penelitian ini perostiwa 

didapatkan melalui pengamatan pelaksanaan kolaborasi Smart Health, 

pelaksanaan Posbindu Desa Sepanjang, serta rapat/diskusi para pelaksana 
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program seperti rapat kader, perawat dan Tim Akademisi Program Smart 

Health. 

3. Dokumen  

Menurut Bungin (2011), dokumen adalah data atau laporan yang sudah 

tersedia di lapangan. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar-

gambar dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang didapatakan selama 

peneltian di lapangan adalah sebagai berikut:  

a. Data pasien program Smart Health di Desa Sepanjang, Kec. 

Gondanglegi Kab. Malang secara umum yang didapatkan dari 

dokumen milik Tim Akademisi Program Smart Health 

b. Data mengenai program Smart Health berikut definisi hingga langkah 

pelaksanaan program dalam aplikasi yang didapatkan dari dokumen 

milik Tim Akademisi Program Smart Health 

c. Data mengenai gambaran umum lokasi yang meliputi Kota Malang 

dan Desa Sepanjang yang didapatkan dari dokumen milik Pemerintah 

Desa Sepanjang melalui sekretaris desa. 

d. Data mengenai gamnaran umum dan pelaksanaan Posbindu sebagai 

situs penelitian yang didapatkan dari Ibu Hermin selaku bidan desa dan 

penanggungjawab Posbindu. 

e. Serta data-data yang relevan guna melengkapi penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

penelitian. Dan dipertegas dengan pernyataan Arikunto (2009) bahwa instrumen 

penelitian adalah suatu hal yang penting dan juga memiliki kedudukan strategis di 

dalam proses kegiatan penelitian yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti itu sendiri 

Peneliti menjadi instrumen penelitian yang paling utama dan mendasar 

dalam melakukan penelitian mengenai program Smart Health di Desa 

Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Secara 

langsung peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan 

serangkaian pokok-pokok pernyataan yang diajukan informan 

2. Pedoman wawancara (Interview guide) 

Pedoman wawancara atau interview guide  merupakan daftar 

pertanyaan untuk melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

program Smart Health yang dilaksanakan di Desa Sepanjang 

Kabupaten Malang. Hal ini berfungsi agar wawancara yang dilakukan 

tidak melebar dan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pokok-

pokok bahasan yang diajukan untuk informan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

56 
 

3. Catatan lapangan (Field note) 

Catatan lapangan atau field note merupakan catatan peneliti yang 

didapatkan dari hasil mencatat atau menyalin file atau data yang 

berkaitan dengan program Smart Health di Desa Sepanjang, 

Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Catatan lapangan 

berfungsi untuk mencatat hasil wawancara atau pengamatan yang 

berisi tentang data atau informasi yang didapat di lokasi penelitian. 

4. Perangkat penunjang 

Perangkat penunjang berupa alat tulis untuk membantu dalam 

mencatat hal-hal penting di lapangan, kamera untuk pengambilan 

gambar yang berkaitan dengan penelitian, dan perekam suara untuk 

merekam saat berlangsungnya proses wawancara dengan informan 

terkait penelitian 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

telah ditetapkan. Berikut adalah teknik-teknik pengambilan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini:  

1. Interview atau wawancara 

Menurut Bungin (2012), wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab melalui tatap 
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muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Tujuan dari 

digunakannya pedoman wawancara (interview guide), pewawancara atau 

peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data/informasi yang 

valid/benar. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik wawancara semi terstruktur dengan metode wawancara 

snowball sampling. Artinya peneliti memilih satu informan kemudian 

melalui informan pertama akan ditemukan informan selanjutnya dan 

selanjutnya sesuai dengan rekomendasi informan sebelumnya. Sehingga 

informasi yang diperoleh dapat lebih berkembang. 

2. Obervasi 

Menurut Sugiyono (2010), observasi dilakukan dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti secara 

berkelanjutan dalam waktu yang berbeda. Observasi yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang teliti secara 

berkelanjutan dengan waktu yang berbeda-beda. Observasi yang 

digunakan dalam mengumpulkan data ini adalah observasi nonpartisipan. 

Observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat 

independen. Peneliti di lapangan hanya mengamati kegiatan yang 

berlangsung. Peneliti sempat membantu sedikit saat pelaksanaan Posbindu 
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Lansia berlangsung, namun hanya membangtu terkait dengan pembayaran 

dari cek kolesterol, asam urat dan gula darah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data selain observasi 

dan wawancara, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengutip dokumen yang relevan untuk digunkan sebagai data dan 

referensi dalam penelitian ini. Peneliti mendokumentasikan pelaksanaan 

kolaborasi pada program Smart Health dengan mengambil gambar melalui 

foto dan mengambil data yang berkaitan dengan pelaksanaan kolaborasi 

program Smart Health. Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan 

dengan menghadiri situs penelitian yaitu di Kantor Desa Sepanjang, 

Posbindu Desa Sepanjang, rumah kader kesehatan Desa Sepanjang, dan 

secretariat Tim Akademisi Program Smart Health. Selain itu dokumentasi 

juga didapatkan melalui situs resmi mengenai program Smart Health yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kola 

Malang. 

G. Metode/Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Robert K. Yin (2009) 

memiliki beragam jenis analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian. 

Namun dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik analisis penjodohan 

pola dengan pola tunggal, sebab penelitian ini hanya membahas satu studi kasus 

saja. Menurut Robert K. Yin (2009) teknik analisis penjodohan pola merupakan 

teknik analisis perbandingan. Dimana peneliti akan membandingkan data hasil 
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pengamatan (prediksi atau asumsi sebelumnya) yang kemudian akan dicocokkan 

dengan data empirik. Jika antar pola yang diperbandingkan memiliki kecocokan 

maka data pada pola tersebut dapat digunakan menguatkan proses analisis data 

yang bersangkutan. Dengan menggunakan analisis penjodohan pola, maka peneliti 

akan dengan mudah dalam mendapatkan data yang valid dalam penelitian. 

Adapun terdapat langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Mendefinisikan dan Merancang Penelitian 

Pada tahap pertama, peneliti diharapkan untuk melakukan kajian 

pengembangan teori atau konsep guna menentukan kasus dan merancang 

protokol pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi 

lapangan. Kemudian peneliti menentukan topic penelitian yang dibahas. 

Adapun topik yang diangkat mengenai kolaborasi pada pelaksanaan 

program Smart Health. Hal ini karena program Smart Health merupakan 

program satu-satunya yang bergerak pada pencegahan penyakit jantung di 

Indonesia. 

2. Melakukan Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang ada. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan wawancara dengan informan yang dapat membantu 

menjawab tentang fikus penelitian, observasi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung saat penelitian dan pelaksanaan kolaborasi 

berlangsung dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen  
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yang relevan dalam menggambarkan model tata kelola pemerintahan 

kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan pada program Smart 

Health. 

3. Menulis Kasus Individual 

Pada tahap ini, penulisan kasus individual menggunakan teknik 

analisis penjodohan pola. Penjodohan pola adalah pencocokan yang 

dilakukan dengan mencocokkan antara pernyataan data dari masing-

masing jenis data yang didapatkan dengan hasil data yang ada di lapangan. 

Penjodohan pola yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

asumsi bagaimana gambaran model tata kelola pemerintahan kolaboratif 

dalam penyelenggaraan layanan kesehatan pada program SMART Health. 

4. Analisis Kasus Individual 

Di tahap ke empat ini dilakukan sebuah teknik analisis data yang 

bertujuan untuk menyatukan dan menganalisis hasil dari penelitian yang 

dilakukan. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggambarkan dan 

menuliskan secara keseluruhan dan utuh dari model tata kelola 

pemerintahan kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan pada 

program Smart Health. Oleh karena itu terdapat temuan-temuan hasil 

analisis kasus penelitian merupakan temuan akhir pada penelitian. 

5. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupkan tahap akhir dalam proses 

penelitian studi kasus. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis 

dan penyimpulan akan digunakan untuk menetapkan dan/atau 
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memperbaiki konsep atau teori asumsi yang telah ditetapkan di awal 

penelitian. Sehingga dapat hasil kesimpulan kemudian dapat meberikan 

kesimpulan akhir dan memberikan jawaban atas permasalahan. Pada 

penelitian ini peneliti peneliti menggunakan triangulasi data dalam 

penarikan kesimpulan terhadap pelaksanaan kolaborasi pada program 

Smart Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Komponen-komponen Analisis Data  

Sumber: Robert K. Yin (2009:61) 

 

H. Uji Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data penelitian. Pada teknik triangulasi dengan sumber, 

peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing 

sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek 

kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan 
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pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, 

yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik 

pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Pada hasil 

penelitian, peneliti melakukan praktek triangulasi data dengan 

membandingkan setiap pernyataan dari masing-masing informan dan 

mencocokannya dengan pernyataan di lapangan yang berasal dari hasil 

observasi. Selain itu peneliti juga melakukan pembandingan pernyataan dari 

satu informan dengan informan yang lain dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum  

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang 

1. Aspek Geografi 

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada koordinat 112 

17’10,90” – 122 57’00,00” Bujur Timur, 7 44’55,11” – 8 

26’35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang 

adalah 3.534,86 km² atau 353.486 ha, menempatkan Kabupaten 

Malang sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa 

Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Total luasan Kabupaten 

Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-

masing seluas 2.977,05 km² dan 557,81 km². Secara administratif 

kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan 12 

Kelurahan, 378 Desa, 1.349 Dusun, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 

14.695 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten 

Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah 

Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Malang meliputi :
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Sebelah Utara    : Kabupaten Jombang, 

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten 

Probolinggo 

Sebelah Timur    : Kabupaten Lumajang 

Sebelah Selatan   : Samudera Indonesia 

Sebelah Barat    : Kabupaten Blitar dan 

Kabupaten Kediri  

Bagian Tengah (Lingkar Dalam) : Kota Malang dan Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Peta Kabupaten Malang 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

 

Topografis Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari 

pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung aktif 

maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di 

wilayah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung 

dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan 

Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, 
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sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak 

sebagian besar di II-2 Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, 

Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian 

Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, 

Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare Donomulyo, Bantur, 

Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak 

di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan 

dengan kontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan 

Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, 

Ampelgading dan Tirtoyudo. 

Kondisi topografis dataran tinggi yang dikelilingi beberapa 

gunung dan dataran rendah atau lembah berada pada ketinggian 

250-500 meter dari permukaan laut (dpl) terletak di bagian tengah 

wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi terbagi pada 

beberapa wilayah meliputi, daerah perbukitan kapur (Gunung 

Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, 

daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari 

utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah 

lereng Kawi Arjuno di bagian Barat dengan ketinggian 500-3.300 

meter dpl. Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 

(sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri atas 

Gunung Kelud (1.731 m), Gunung. Kawi (2.651 m), Gunung 

Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung 
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Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo 

(2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), 

dan Pegunungan Kendeng (600 m). Keberadaan gunung dan 

pegunungan tersebut, menjadikan Kabupaten Malang memiliki 

potensi hutan yang luas, berikut sumber mata air yang mengalir 

sepanjang tahun melalui sungai-sungainya.  

Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai 

besar dan 68 sungai kecil. Sungai besar anatara lain Sungai 

Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan 

Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai 

Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. 

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan 

dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk 

sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat 

peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang 

sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah 

pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu II-

3 udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. 

Kelembaban udara ratarata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan 

curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm.Curah 

hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada 

bulan Desember. Struktur penggunaan lahan meliputi: 

permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 
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13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 

28,75%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,03% padang rumput 

0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; 

lain-lain 2,82% (LKPJ Akhir Masa Jabatan 2010-2015). 

2. Aspek Ekonomi 

 Sumber perekonomian utama masyarakat di kabupaten Malang 

adalah dari sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan 

dan peternakan. Hasil pertanian & perkebunan meliputi: 

a. Sayur mayur: tomat, kubis, wortel, sawi, kol, buncis, kacang 

panjang, mentimun, kentang, dll 

b. Padi 

c. Tebu 

d. Tanaman hias 

e. Kayu-kayuan: Sengon, Jabon 

Hasil peternakan meliputi:  

a. Daging & telur ayam kampung (Ayam Buras) 

b. Daging & telur ayam ras 

c. Susu sapi perah 

d. Daging & susu kambing ettawa 

e. Daging kelinci 
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Industri di Kabupaten Malang banyak bergerak dibidang 

pengolahan dan perdagangan hasil bumi meliputi:  

a. Industri gula rafinasi 

b. Industri teh 

c. Industri makanan olahan (keripik buah, keripik kentang, aneka 

camilan, dll) 

d. Industri pemotongan & pengolahan kayu 

e. Industri pengolahan susu 

f. Industri pengolahan daging ayam kampung 

B. Gambaran Umum Desa Sepanjang 

1. Profil Desa Sepanjang 

Desa Sepanjang  merupakan salah satu Desa dari 14 Desa yang 

berada di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, secara 

geografis Desa Sepanjang  masih mempertahankan pola hidup, adat 

istiadat serta dinamika masyarakat masih mengutamakan kegotong 

royongan. Sehingga secara umum masyarakat merasa ikut serta 

memiliki, memikirkan bagaimana  desanya menjadi berkembang, 

maju dan mandiri menjadi desa yang berswasembada. 

Desa Sepanjang  adalah salah satu dari 14 desa di wilayah 

Kecamatan Gondanglegi dengan batas desa dan luas wilayah 

sebagai berikut : 
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Sebelah Utara : Desa Jeru Kecamatan Turen 

Sebelah Timur : Desa Tanggung, Undaan Kecamatan Turen 

Sebelah Selatan : Desa Sawahan Kecamatan Turen, Desa Sidorejo 

Kecamatan Pagelaran 

Sebelah Barat : Desa Putatlor, Putat Kidul dan Gondanglegi Wetan  

Kecamatan Gondanglegi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Peta Administrasi Desa Sepanjang 

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Sepanjang 2019 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Wilayah Administrasi Desa Sepanjang 

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Sepanjang 2019 
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2. Demografis/ Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, 

jumlah penduduk Desa Sepanjang  adalah 14.017 jiwa, dengan 

rincian 6.887 laki-laki dan 7.130 perempuan. Jumlah penduduk 

demikian ini tergabung dalam 3.421 KK. Agar dapat 

mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan 

kependudukan di Desa Sepanjang  maka perlu diidentifikasi jumlah 

penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk 

memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai 

berikut: 

USIA JUMLAH PRESENTASE 

0-10 tahun 2329 16.64% 

11-20 tahun 2093 14.97% 

21-30 tahun 2509 17.93% 

31-40 tahun 2282 16.31% 

41-50 tahun 1951 13.96% 

>51tahun 3,056 20.17% 

Jumlah 14,220 100% 

Table 1. Klasifikasi Usia Penduduk Desa Sepanjang 

Sumber : Dokumen Pemerintah Desa Sepanjang 2019 (Diolah 

Peneliti) 

 

3. Kesehatan 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat 

menjalani hidup secara wajar ditengah masyarakat, upaya yang 
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dilakukan oleh Pemerintah Desa Sepanjang  bersama Bidan dan 

Kader – Kader Kesehatan, PKK Desa Sepanjang  secara aktif 

memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan serta membentuk 

Kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang kesehatan 

masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat berpola 

hidup bersih dan sehat, dalam hal ini dapat dilihat dari peran serta 

masyarakat untuk mengadakan rumah sehat, pemanfaatan lahan 

kosong untuk tanaman toga, tersedianya air bersih yang layak 

konsumsi, pengaturan saluran pembuangan limbah rumah tangga 

dan penataan lingkungan. 

Keberhasilan lain di bidang kesehatan ditandai dengan tidak 

adanya kematian bayi, ibu melahirkan dan tidak adanya Balita gizi 

buruk, serta meningkatnya partisipasi masyarakat mengikuti 

kegiatan Posyandu. Aktifitas Posyandu semakin meningkat, baik 

Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia. prasarana kesehatan 

berupa Polindes dan adanya praktek Bidan Desa sangat membantu 

pelayanan kesehatan. 

C. Gambaran Umum Ponkesdes/Posbindu Desa Sepanjang 

Ponkesdes merupakan singkatan dari Pondok Kesehatan 

Desa. Ponkesdes adalah sarana kesehatan yang berada di 

desa/kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok 

Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan. 

Dalam mengembangkan fungsi Puskesmas di Jawa Timur, 
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Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Pondok 

Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa 

(Ponkesdes) sebagai sarana kesehatan jejaring Puskesmas di 

tingkat desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di 

Jawa Timur. 

Visi Ponkesdes dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa 

Timur adalah terwujudnya desa/kelurahan sehat menuju kecamatan 

sehat. Misi Ponkesdes adalah : (a) menggerakkan masyarakat 

desa/kelurahan, agar menciptakan lingkungan desa/kelurahan yang 

sehat; (b) mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan 

masyarakat de desa/kelurahan; (c) memelihara dan meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan di Ponkesdes; (d) memelihara dan 

meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat desa. 

Sedangkan tujuan Ponkesdes adalah menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang 

bertempat tinggal di desa/kelurahan, agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat di desa/kelurahan yang setinggi-tingginya. 

Adapun ponkesdes Sepanjang beralamat di Dusun Krajan, 

Sepanjang, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur. Letak Ponkesdes 
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Sepanjang ini berada di lingkungan Balai Desa Sepanjang, 

tepatnya di sebelah timur Balai Desa Sepanjang.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Ponkesdes Sepanjang 

Sumber: Tim SMART Health 

 

 Ponkesdes di Sepanjang menyelenggarakan upaya 

kesehatan perorangan dan masyarakat ditingkat desa. Tenaga 

ponkesdes di Sepanjang minimal terdiri dari bidan dan perawat. 

Ponkesdes dikoordinir oleh salah satu tenaga bidan atau perawat 

ditentukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas 

Gondanglegi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, ponkesdes di 

Sepanjang berkoordinasi dengan puskesmas pembantu dalam satu 

wilayah kerjanya.  

Bidan di Ponkesdes mempunyai tugas melaksanakan 

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta KB, Program 

Kesehatan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pengobatan 
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Sederhana. Sedangkan perawat di Ponkesdes mempunyai tugas 

melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan, Program 

Kesehatan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan 

Pemberantasan penyakit menular, Promosi Kesehatan, dan 

Pengobatan Sederhana. Pembinaan dan pengawasan Ponkesdes 

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan bersama-sama dengan organisasi 

profesi. Pembiayaan penyelenggaraan Ponkesdes dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Jam pelayanan dalam kegiatan program Ponkesdes dimulai 

pada pukul 08.00-16.00. Namun jika terdapat pasien yang datang 

dan membutuhkan pelayanan yang mendesak maka akan tetap 

ditangani. Sehingga secara tidak langsung tenaga medis yang 

bertanggungjawab atas Ponkesdes bersedia untuk melakukan 

penanganan kapanpun. 

Adapun fasilitas dan prasarana yang terdapat pada 

Ponkesdes Desa Sepanjang meliputi beberapa kursi untuk ruang 

tunggu, peralatan dan perlengkapan medis seperti pengukur berat 

badan dan tinggi badan, pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan 

lain sebagainya, beberapa tempat tidur pasien dengan gorden 

penutup. Seluruh peralatan dan perlengkapan medis dari Ponkesdes 

Desa Sepanjang diperoleh dari anggaran negara (Kementerian 
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Kesehatan RI). Fasilitas yang diberikan Poskesdes juga meliputi 

pembayaran kesehatan yang dapat ditempuh dengan BPJS 

kesehatan. 

D. Gambaran Umum Program Smart Health 

1. Gambaran Umum Program 

Smart Health merupakan sebuah program yang 

mengadaptasi kecanggihan teknologi masa kini. Program ini 

menciptakan sebuah aplikasi. Program Smarth Health 

terfokuskan dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif, 

efisien dan transparan. Program ini diperuntukkan guna 

menekan angka kematian penyebab kardiovaskular. Sasaran 

utama program ini adalah pasien atau masyarakat dengan usia 

19 tahun keatas.  

Program Smart Health merupakan program adaptasi dari 

India. Program in awalnya sudah pernah dilaksanakan di India 

namun bukan dengan nama Smart Health. Di India, program ini 

lebih berfokus pada pelayanan kesehatan ibu hamil, bukan 

penyakit kardiovaskular seperti yang dilaksanakan di Indonesia 

saat ini. Pengadopsian program ini kemudian terlaksana di DEsa 

Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sebagai 

desa terpilih.  
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2. Fasilitas dan Kegiatan Program 

Kegiatan pelayanan kesehatan pada program Smart Health 

diawali dengan memasukkan seluruh data kesehatan masyarkat 

desa sasaran (Desa Sepanjang). Setelah selesai memasukkan 

seluruh data kemudian kader yang telah ditunjuk sebagai kader 

Smart Health akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk 

kemudian menyebar disetiap pos-pos yang telah di sepakati. 

Kader kemudian melakukan door-to-door dari rumah ke rumah 

guna memeriksa kondisi masyarakat satu per satu. Setelah 

pemeriksaan menyeluruh seluruh masyarakat, maka masyarakat 

yang terdiagnosis memiliki resiko tinggi penyakit jantung 

dinyatakan sebagai pasien lanjutan program Smart Health. 

Pasien ini kemudian dihimbau untuk memeriksakan diri secara 

rutin guna penanganan lebih lanjut pada kegiatan rutin program 

Smart Health. Kegiatan pemeriksaan rutin ini dilaksanakan 

minimal satu kali dalam satu bulan.  

Fasilitas yang terdapat pada program ini berasal dari tim 

vendor program Smart Health. Adapun fasilitas tersebut 

meliputi 10 tas yang masing-masing berisi timbangan berat 

badan, alat pengukur tekanan darah (tensi), alat pengukur 

lingkar perut, alat pengukur tinggi badan, seperangkat jarum 

suntik, sarung tangan dan alat pengukur kadar gula darah. Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

atau masyarakat yang dilayani kemudian diberikan kartu 

kesehatan seperti berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kartu Kesehatan Pasien Program Smart Health 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019 

 

2. Fokus Penelitian 

A. Kekuatan atau Sumber Daya Dari Program SMART Health yang 

Dilaksanakan di Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang 

Teori yang dikemukakan Anshell dan Gash (2007) menyatakan 

bahwa tata pemerintahan kolaboratif memiliki kekuatan dan 

sumberdaya dalam pelaksanaanya, kondisi awal sebelum pelaksanaan 

program, proses kolaborasi, pemfasilitasan kepemimpinan, desain 

kelembagaan hingga outcome yang dihasilkan pada pelaksanaan 

program. Program Smart Health  sendiri melibatkan masyarakat, 
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tenaga medis, akademisi dan pemerintah. Pemaparannya adalah 

sebagai berikut. 

1. Gambaran Umum yang Diketahui Tentang Program Smart 

Health 

Smart Health merupakan program apilkasi yang dikeluarkan 

pemerintah yang bekerjasama dengan akademisi untuk 

mengurangi kematian akibat penyakit jantung. Program ini 

melibatkan masyarakat, kader desa, pemerinta, akademisi dan 

tenaga medis puskesmas dalam pelaksanannya. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan sebagai berikut 

“Smarth health itu yaa kita kan untuk apa. Pengenalan itu aa 

mbak. Pengenalan tentang kesehatan sejak dini penemuan. 

Jadi penemuan penyakit sejak dini nanti bisa ditemukan 

setelah itu setelah ditemukan kita kan bisa melapor aa. 

Melapor ke bidan desa atau ke dinas apa terkait, sperti 

puskesmas gitu. Seandainya ada kita penemuan seperti kok 

batuk, dari gejala batuk yang satu mnggu itu yang berlebihan 

kita kan bisa membawa atau melaporkan bahwa itu kan 

batuknya nggak sembuh-sembuh. Diantarnya juga itu. Terus 

kadang-kadang kan orangnya kan kadang demam keringatnya 

eee keluar keringat malam hari tanpa aktvitas itu juga karena 

ada gejala jantung. Yaa itu jadi kita kan perlu untuk membawa 

orang tersebut ke pihak layanan” - Ibu Simpen sebagai Kepala 

Kader pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 10.15 

   

Ditambah dengan pernyataan dari salah satu anggota kader 

program Smart Health. Kader berikut merupakan kader yang telah 

lama ditunjuk sebagai kader kesehatan namun baru dapat 

bergabung menjadi kader pada program Smart Health. 

“Smart Health itu program pemerintah yang berasal dari 

India, Negara India terus ke Indonesia untuk mendeteksi 
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gejala penyakit jantung yang ada di masyarakat”- Ibu Ulfa 

selaku anggota kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 

Maret, 09.47 WIB). 

 

Kemudian dipaparkan juga hasil wawancara dari Bapak Ilham 

selaku perawat desa Desa Sepanjang. Bapak Ilham merupakan 

perawat desa yang telah ditunjuk tugas oleh Puskesmas 

Gondanglegi untuk menangani pasien di Desa Sepanjang. Selain 

itu Bapak Ilham pula sebagai tenaga medis professional yang 

menangani pemeriksaan pasien pada pogram Smart Health.  

“Smart Health itu sebenarnya adalah sama dengan program 

kita yang sudah jalan, programnya POSBINDU PTM. PTM itu 

Penyakit Tidak Menular. Cuman Smart Health ini lebih ke 

sistem, sistem rujukannya lebih cepat dan informasinya lebih 

tepat karena melalui IT ini tadi, melalui android jadi yang 

lebih hebatnya lagi kalau selama ini kita petugas yang turun 

langsung untuk meriksa pasien, ini kader-kader kita sekarang 

yang turun ke Desa karena kader-kader juga sudah terlatih 

jadi kita mengijinkan juga mendampingi, bukan kita lepas dan 

seratus persen kita percaya tetap kita dampingi kader-kader 

kita itu untuk follow-up juga kader, jadi pemeriksaan terus 

kontrol obatnya, obatnya dari petugas. Nanti yang 

memberikan biasanya ibu kader mengantarkan ke rumah 

pasien. Karena apa? karena sebagian pasien tidak bisa hadir, 

jadi melalui kontrol follow-upnya yang di rumah ini baru 

obatnya kita packing (dikemas), kita antar ke pasien”- Bapak 

Ilham sebagai Perawat Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 

Maret 2019, 11.52 WIB) 

 

Juga diperkuat dengan pernyataan dari dr. Hendri selaku 

perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi. dr. Hendri juga 

merupakan teenaga medis professional yang juga 

penanggungjawab atas rujukan pasien program Smart Health dari 

Desa Sepanjang. 
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“Smart Health itu sendiri sebenarnya program screening untuk 

penyakit hipertensi dan jantung. Karena disana kebanyakan 

penderita penyakit kronis jadi penyakit diabet disertakan juga. 

Masalah jantung ini juga bisa disebabkan karena komplikasi 

dari penyakit diabet itu sendiri. Program ini sangat bagus, 

banyak pasien yang terbantu berkat program ini. Contohnya 

pasien yang jarang kita sentuh, dengan adanya bantuan kader 

dan tenaga kesehatan yang ada di desa, banyak sekali 

membantu untuk screening awal terjadinya penyakit 

kardiovaskular. Kemudian untuk pelaksanaannya, karena ini 

melibatkan cuman sekitar 20 kader mungkin menurut saya 

pembagian perposnya itu kurang efektif sehingga membuat 

kualahan. Tapi kalau programnya sudah sangat bagus”- 

wawancara bersama dr. Hendri selaku perwakilan dari 

Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 19 Maret 2019, 

pukul 13.12 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Peluncuran Program Smart Health Pertama Di 

Indonesia 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 
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2. Asal-Usul Tercetusnya Program Smart Health 

Smart Health merupakan program yang diadaptasi dari 

Negara India. Awal program Smart Health ini diimplementasikan 

di India, kemudian di bentuk ulang dan diaplikasikan di Indonesia 

tepatnya di Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

berikut. Desa Sepanjang dipilih menjadi satu dari 4 kecamatan 

yang terdapat di Kabupaten Malang. Pemilihan Desa Sepanjang 

ini dimulai dari Desa Sepanjang yang merupakan desa terluas di 

Kecamatan Gondanglegi. Selain itu pemilihan Desa Sepanjang 

sebagai lokasi pelaksanaan program Smart Health adalah karena 

salah satu pendiri Smart Health berasal dari Desa Sepanjang. 

Sehingga salah satu pendiri tersebut melihat lokasi, topografi dan 

keadaan Desa sepanjang yang dirasa sangat cocok untuk 

pelaksanaan program ini. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

berikut  

 “Memang programnya ini awalnya dari India, saya lupa 

pencetusnya siapa nah disana ceritanya itu ada dokter kami, 

eh dokter Universitas Brawijaya dulu di Universitas 

Brawijaya namanya Dokter Asri, nah Dokter Asri disana ini 

menjalankan program Smart Health tapi gak tau disana 

namanya apa cuman intinya sama. Terus kok Dokter Asri 

termotivasi kalau ini diadopsi di Indonesia bakal lebih bagus 

karena di India itu eee.. kadernya yang melakukan 

pemeriksaan eee... itu kalau disana kalau gak salah 

memeriksa ibu-ibu hamil, jadi bukan lansia bukan 

pemeriksaan PTMnya bukan tapi arahnya ke ibu hamil, 

seperti itu pemeriksaan manualnya nah disana memang gak 

ada perawat desa dan bidan desa, dokternya juga terbatas. 

Nah Dokter Asri ini kok hmmm... termotivasi kayaknya di 

indonesia ini kalau diadopsi bagus kebetulan mungkin disana 

waktu itu seingat saya disana programnya ini kurang begitu 
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jalan karena terkendala mungkin petugas dan lain-lain. 

Akhirnya diadopsi ke kita melalui Universitas Brawijaya, nah 

Dokter Asri karena dulu alumni kalau tidak salah memang 

alumni dari Universitas Brawijaya, di Brawijaya ada temen 

beliau juga Pak Jarwo. Nah terus Pak Jarwo akhirnya yang 

mandhegani, bertanggung jawab istilahnya yang 

menyalurkan antara Smart Health yang dari luar negeri 

nyambung ke Universitas Brawijaya. Akhirnya yang jalan 

Pak Jarwo, Pak Jarwo dengan tim Smart Health, mbak Asri, 

pak Budi sama temen-temen yang lain”- Pak Ilham selaku 

Perawat Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret, 

11.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Launching Program Smart Health di 

Pendopo Kabupaten Malang 

Sumber: Dokumentasi akademisi Program Smart Health 

(2016) 

 

Kemudian ditambahkan penjelasan mengenai asal mula 

terbentuknya program Smart Health di Kabupaten Malang sebagai 

berikut: 

“awal mulanya diterapkan ya memang itu dulu yang punya 

program kan dari itu ya kerjasama yag dari luar negeri. Ya 

itu memang sudah ditetapkan oleh beliau kalo dulu ga salah 

ya bu asri sama timnya itu yang menentukan di malang 

gitu. Ya pertimbangannnya ya mungkin karena beliaunya 

sendiri kan juga dari sini kan dan kalo dimalang pak jarwo 

juga dosen disini jadi koordinasinya kan akan lebih mudah 

daripada harus diwilayah lain. Saya pikir itu ya.. hanya 

perkiraan saya.. hahahhahaa….”- Bapak Dasriyanto selaku 
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pihak akademisi dari program Smart Health (wawancara 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 11.30 WIB) 

 

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga 

menamambahkan bahwa awal kemunculan Smart Health  di 

Kabupaten Malang di awali dengan sinkronnya kebutuhan dan ide 

dari pihak pemerintah dengan akademisi Universitas Brawijaya. 

“jadi gini, SH itu adalah kita kan selama ini bahwa 

penyakit menular masih menjadi masalah. Namun di dalam 

perjalannya sudah dari tahun ke tahun dan sebagainya 

ternyata PTM itu terus meningkat lebih pesat. Mengerucut 

pada kegiatan itu, disatu sisi kita mempunyai posbindu pos 

pembinaan terpadu. Nah itu kegiatannya salah satunya 

adalah pemeriksaan gula darah, kolesterol, dsb. Nah 

kebetulan pada tahun 2016 itu kita dapat info dari Unibraw 

terkait dengan SH itu. Nah kita kan sinkron kan, berarti 

sama. Akhirnya kita rangkul untuk bekerja sama seperti itu. 

Akhirnya kita lakukan di ujicoba di 4 kecamatan di 4 desa” 

– Bapak Lulus Cokro (Kepala Bidang P2P) selaku 

perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

(wawancara tanggal 15 April 2019, pukul 08.30 WIB) 

 

3. Orang yang Pertama Kali Memperkenalkan Program 

Smart Health dan Cara Memperkenalkan Kepada 

Masyarakat 

Seluruh pihak pada program Smart Health mengutarakan 

bahwa pihak akademisilah yang memperkenalkan pertama kali 

kepada masyarakat. Adapun sebelum diperkenalkannya program 

kepada masyarakat tentunya telah disosialisasikan dahulu kepada 

pemerintah dan tenaga medis yang terlibat. Berikut merupakan 

hasil pemaparan dari pihak-pihak dalam pelaksanaan program 

Smart Health 
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 “yaa.. kita banyak sosialisasi dulu saya sering sosialisasi ya 

kaya di ibu2 PKK terus kemudian di ini acara yasinan , 

tahlilan, itu kita masuk terus kemudian kita ada promosi 

kesehatan juga dulu, prmosi kesehatan kita mengenalkan apa 

itu Sh kenapa masyarakat harus diperiksa kesehatannya ya 

semacam itu.. banyak lewat theater ya dulu ada tethernya 

dari UB juga. ya mereka kita undang selama kita butuhkan, 

ya gitu hehhe.. bahkan yang terakhir itu theternya kerjasama 

antar UB sama ibu2 kader yang dikepanjen. Mereka juga 

ikut terlibat, ikut dalam kegiatan theter . tapi kalo emang itu 

diperlukan ya bisa juga itu nanti dibikin theter lagi untuk 

promosi kegiatan.”- Bapak Dasriyanto selaku pihak 

akademisi dari program Smart Health (wawancara tanggal 28 

Maret 2018, 11.30 WIB) 

Ditambah dengan pernyataan Ibu Simpen sebagai Kepala 

Kader di Desa Sepanjang. Ibu Simpen menyatakan bahwa pada 

tahun 2016 program Smart Health sudah masuk ke Desa 

Sepanjang. Masuknya program tersebut dilakukan dengan 

sosialisasi dari akademisi program yang kemudian dilanjutkan 

dengan pengumpulan data kondisi kesehatan masyarakat Desa 

Sepanjang. 

 “Jadi karena ada sosialisasi dari Pak Jarwo, Pak Kan dari 

UB buanyak itu sudah sosialisasi ke masyarakat luar jadi 

sudah door to door. Jadi melanjutkan. Makanya mulai 2016 

itu UB sudah masuk. Jadi ukur ke rumahnya masing-masing 

jadi kader ini mendampingi. Mendampingi, mendampingi 

akhirnya kader yang terpilih itu memang saya cari kader 

yang prioritas betul-betul berkualitas.”- Ibu Simpen selaku 

Kepala Kader Desa Sepanjang (wawancara 5 Maret 2019, 

10.15 WIB 

 

Pernyataan dari Bapak Ilham selaku penanggungjawab dari 

pemeriksa pasien lapangan di Desa Sepanjang juga menyatakan 

bahwa sosialisasi program Smart Health dilakukan oleh para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

akademisi program. Selain akademisi pernah turut hadir pula 

pihak dari luar negeri. Salah satunya adalah pihak donatur luar 

negeri dari Negara India. 

“Iya, mbak Asri, Pak Jarwo, sama siapa ya? eeee pak, pak, 

dokter yang dari Pavi atau Pavin ya namanya? Dokter 

Pavin? Prof ya?” – Pak Ilham selaku perawat desa Desa 

Sepanjang (6 Maret 2019, 11.52 WIB) 

 

Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari dr. Hendri selaku 

penanggungjawab pasien rujukan program Smart Health. dr. 

Hendri memaparkan bahwa Smart Health bukan berassal dari 

program milik pemerintah. Program tersebut dibawa dan 

diperkenalkan oleh para akademis. Kemudian hasil tersebut 

disepakatik untuk dilaksanakan di 4 desa yang telah ditunjuk. 

“Engga, dulu program SMART Health itu sendiri kerjasama 

dari ini yaa, bukan dari dinas kalau ga salah. Program ini 

riset dari India, nah yang ditunjuk ada 4 desa. Gondanglegi, 

Kepanjen, Pakisaji sama Wagir. Kemudian kalau yang disini 

yaa itu tadi. Kalau role model itu sendiri dulu ada tim 

SMART Health, Pak Jarwo, Pak Dasri sama satunya itu saya 

lupa. Kesini menemui kepala puskesmas yang lama, tapi 

karena kepala puskesmas yang lama sibuk dan banyak 

kegiatan jadi saya diikutkan untuk menjadi dokter fungsional 

disana.”  - wawancara bersama dr. Hendri selaku perwakilan 

dari Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 29 Maret 

2019, pukul 13.12 WIB) 

 

4. Dana yang Dibutuhkan dan Persiapan Awal dalam 

Pelaksanaan Program Smart Health 

Program Smart Health sebelum resmi terlaksana di Desa 

Sepanjang telah melakukan berbagai persiapan. Diantaranya 

adalah proses screening  kader, pelatihan kader sebelum resmi 
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terimplementasikannya program dan pembelian alat-alat medis 

penunjang pelaksanaan program Smart Health. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“Ya kalo apa namanya, kalo kader kan kita latih, awalnya ya 

ngga pinter, awalnya ya kader kan dari latarbelakang yang 

berbeda-beda ada yang SD, ada yang S1, banyak yang SMP 

SMA gitu, ya itupun akan berbeda tapi kita latih, jadi kita 

latih sampek mudeng sampek berani teteg gitu lo, karena kan 

ngambil darah itu hanya teteg. Awalnya ya, awalnya kita 

kader berapa? ohh kader ada 90 nah, karena kader itu 

dibawahnya pak lurah sama pokesdes, saya menginginkan 

kader perekrutannya dulu ya proses perekrutannya, kader 

yang saya butuhkan hanya 10, nah supaya tidak iri gimana? 

Lah syaratnya karena ini apa namanya ini berbasis 

penelitian jadinya yang ngga gaptek karena kan nanti 

android ya, ya mungkin itu satu , kalo umur tua muda itu 

ngga masalah, terus apa namanya sekolah sebenernya ngga 

masalah yang penting itu motivasi.”- Bapak Budi selaku 

pihak akademisi dari program Smart Health (wawancara 

tanggal 31 Maret 2019, 12.08 WIB) 

 

Awal pelaksanaan program Smart Health dilakukan pada 

tahun 2016 untuk dilakukan screening kader. Kemudian 

dilanjutkan dengan pelaksanaan penanganan pasien terdiagnosa 

dari tahun 2017 hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan 

pemaparan berikut ini: 

 “He’e 17 awal Januari Pebruari sampek kemarin April, 18 

April itu baru selesai. Tapi kami mulai pelatihan mulai itu 16 

sudah mulai. Iyaa lek’e peralatan yaa mulai awal itu kan ada 

tensi itu biasae ada sarung yang kecil, yang besar ada, tinggi 

badan terus timbangan sama cek itu apa untuk. Iyaa, anu itu 

tes gula darah itu anu mesinnya terus sama tempat jarum” – 

Ibu Simpen selaku Kepala Kader Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 5 Maret, 10.15 WIB) 

 

Juga selaras dengan pernyataan dari Bu Ulfa selaku anggota 

kader Smart Health. Bahwa kader diprioritaskan yang memiliki 
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ponsel pintar serta dapat mengoperasikannya. Setelah itu akan 

dilakukan tahap-tahap pelatihan.  

 “Pelatihannya pertama itu di puskesmas kemudian ada 

kunjungan ke polides. Kita yang ikut pertama rapat di bidan 

itu, kita sih siap-siap saja, yang diutamakan punya HP dan 

bisa mengoperasikan kalo ada laporan seperti itu, habis 

tanya-tanya kan kita harus melaporkan,”- Ibu Ulfa selaku 

anggota kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, 09.47 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Wawancara Bersama Ibu Zulaikah Terkait 

Program Smart Health 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Kemudian Ibu Zulaikah selaku anggota kader senior dari 

program Smart Health juga memaparkan bahwa pelaksanaan 

program dilaksanakan di 4 desa. Pelaksanaan awal yang 

dilakukan oleh 4 desa tersebut merupakan hasil penunjukan dari 

akademisi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 

“Iya training awal yang 4 desa itu” – Ibu Zulaikah selaku 

anggota kader senior SH Desa Sepanjang (wawancara tanggal 

6 Maret 2019, 10.09 WIB) 

 

Bapak Ilham sebagai perawat desa di Desa Sepanjang juga 

meengatakan hal yangserupa. Tahap awal merupakan pengenalan 
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IT. Kemudian akan dilakukan pelatihan bagaimana para kader 

memasukkan data pasien ke dalam aplikasi Smart Health. 

Terdapat juga pengenalan untuk para petugas medis karena cara 

memasukkan data pasien antara kader dan tenaga medis yang 

memiliki perbedaan.  

 “Awalnya kalau persiapan awal itu kita perkenalan IT nya 

dulu, jadi dari mulai dari androidnya, cara entry 

(memasukkan data), cara masukkan data, kalau kita dari 

petugas itu karena entry nya beda dari petugas sama kader 

ini beda. Sama sebenernya, caranya sama cuman yang kita 

masukkan datanya beda, seperti itu. Itu yang pertama, awal-

awal itu. Terus kemudian baru kita koordinasi masalah 

teknisnya, jadi pelaksanaan kita di desa seperti apa. Kita gak 

tahu.” – Pak Ilham selaku Perawat Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 6 Maret 2019, 11.52 WIB) 

 

dr. Hendri selaku tenaga medis professional yang menangani 

pasien rujukan program Smart Health dari Desa Sepanjang turut 

memperkuat argument. Dimana persiapan awal pelaksanaan 

program dilakukan screening. Kemudian pada program ini 

terdapat kerjasama terkair pengadaan obat antara Dinas Kesehatan 

dengan akademisi program Smart Health. Dan kemudian 

didistribusikan ke Puskesmas Gondanglegi. 

“Iya, jadi dulu dari kader di screening awal. Kalau bantuan 

obat dulu awalnya dari SMART Health langsung, kemudian 

ada kerjasama dari dinas obat dari SMART Health 

dimasukkan ke dinas kemudian dari dinas di drop kesini (ke 

puskesmas).”- wawancara bersama dr. Hendri selaku 

perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 

19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Ditambah dengan pernyataan dari perwakilan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang bahwa dilakulan pengenalan  
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program dari para akademisi program Smart Health. Kemudian 

setelah pengenalan tersebut dilaukan koordinasi dan kerjasama 

bersama dengan Dinas Kesehatan tentang apa saja yang dilakukan 

dalam pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, pelatihan dan 

sebagainya. Pemaparan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

“ya memang gitu. Jadi idenya kan disampaikan kan 

koordinasi dulu. Koordinasi disampaikan ke dinas dulu, 

akhirnya dari unibraw koordinasi kepada kita lalu kita 

sampaikan ke puskesmas. Selain beliau koordinasi ke 

puskesmas, juga ke kita akhirnya kita bahas di dinas. Jadi 

setelah itu melakukan rencana pelatihan, jd nanti dokter nya 

itu siapa, perawatnya siapa, terus kemudian kader yg dipilih 

itu siapa, baru kita ambil untuk pelatihan. Jd biasanya ada 

dokter, perawat, terus kemudian dr kepala puskesmasnya. 

Terus kemudian kadernya 5 kalo gasalah ya itu kita adaakan 

suatu pelatihan. Pelatihan itu mulai dr apa namanya? 

Teoritisnya, pelatihan dsb, ya kayak proposal pelatihan 

sampai pada praktek. Setelah praktek, pelatihan cukup, baru 

kita operasional……. Dari sana, kemuadian alat-alat itu 

dihibahkan kepada kita”- Bapak Lulus Cokro (Kepala 

Bidang P2P) selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang (wawancara tanggal 15 April 2019, pukul 

12.16 WIB) 

5. Hal yang Dilakukan dalam Proses Pelaksanaan Program 

Smart Health 

Pelaksanaan program ini tiap aktor memiliki perannya masing-

masing. Untuk tugas dari pihak akademisi dalam program Smart 

Health ini adalah melakukan kontrol atas tugas-tugas dari para 

aktor pelaksana lainnya. Hal ini dapat tergambarkan pada 

pernyataan berikut ini, 
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“ya tugas2 kita coordinator itu yang mengimplementasikan 

programnya to.. kaya misalnya awalnya, dari awal kita harus 

mencari kader, nggeh to.. kita kerjasama dengan ponkesdes 

karena yang tau persis kondisi kader kualitasnya seperti apa 

itu kan mereka. nah ketika menyodorkan nah baru kita pelajari 

ya kita pake. Tahapan pertama kan itu . terus tahapan kedua 

kemudian kita mengadakan training. Kita juga ikut training 

terus mengkoordinir penjadwalan utnuk wilayah ABCDE kita 

jadwalkan” – Bapak Dasriyanto selaku pihak akademisi dari 

program Smart Health (wawancara tanggal 28 Maret 2019, 

11.30 WIB) 

  

Pada kader, mereka bertugas untuk melaksanakan door to door 

dari rumah ke rumah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Bu 

Simpen dalam wawancaranya di tanggal 5 Maret 2019 pukul 10.15 

WIB 

“Iyaaa…. Kalau memang aplikasi itu seandainya begini mbak. 

Seandainya kader. Kader itu nanti dari door to door, memang 

e kan kader harus door to door ada masyarakat terutama umur 

19 keatas he’eee. Tapi kemarin untuk smart health itu umur 40 

keatas. Itu….. Yaa sasaran masyarakat. Jadi door to door dari 

satu pintu ke pintu yang lain. Jadi kalo sasaran itu harus kita 

datangi kita kasih sosialisasi orangnya mau, kita tensi yaa 

setelah kita ukur dulu. Setelah itu lingkar pinggang terus 

tinggi badan berat badan langsung kita tensi. Setelah itu, 

setelah kita tensi kita ada waktu berapa menit kita tensi kedua, 

kita tensi ketiga sebelum tensi ketiga kita menginjak ke kadar 

gula. Jadi kadar gula itu. Jadi biasanya kalo tensinya memang 

tinggi mesti kadar gula juga ikut tinggi. Itu nanti tensi ketiga, 

orangnya baru nyadar. Seandainya kan. Oo ini tensinya. Ini 

per ini. Terus gulanya ini. Lha itu kan kita tanya, sblum kita 

anu gula ibu makannya berapa jam sebelum  kita kontrol ini. 

Ooo seandainya belum sarapan buu belum anu yaa itu nanti 

keliatan kan gulanya berapa. Tapi kan baru buu baru makan. 

0-2 jam lahh katakan baru, biasanya ada kenaikan itu nanti 

dimasukkan di apikasi itu ya itu kan ada itu 0-2, 2-4 jam, 6 

jam itu ada nanti, ada nanti yang memutuskan yaa itu”   
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Gambar 17. Salah Satu Pasien Smart Health yang Dilayani 

Oleh Kader Secara Door-to-door 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Tugas dari perawat desa pada program Smart Health ini sendiri 

adalah sebagai pengontrol jalannya pelaksanaan program. Artinya 

perawat desa maupun tenaga medis yang telah ditunjuk pada 

program ini akan menangani masalah pengobatan dan tindak 

lanjut. Tindak lanjut dilakukan kepada pasien atau masyarakat 

yang terdiagnosa atau beresiko tinggi penyakit jantung. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan berikut 

“Awalnya ke puskesmas dulu, jadi setelah kita screening di 

desa, kita cek, kita obati, kalau memang itu dokter kita kalau 

memang berani gak ada arah ke jantung yang lain-lain yang 

harus spesialis jantung yang menangani kita terapi dulu, kita 

evaluasi dulu, kalau nanti membaik dan gak ada keluhan kita 

lanjutkan tapi kalau gak ada perbaikan atau memburuk kita 

anjurkan tetep ke puskesmas dulu, nanti sistem rujukannya 

boleh ke rumah sakit”- Pak Ilham selaku Perawat Desa 

Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 2019, 11.52 WIB) 
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Gambar 18. Pemeriksaan Pasien Lansia Oleh Perawat Desa  

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Pada program Smart Health puskesmas mempunyai beberapa 

peran. Peran puskesmas pada program Smart Health salah satunya 

adalah sebagai tindak lanjut pemeriksaan kesehatan pada pasien 

atau masyarakat. Selain itu puskesmas juga memiliki tugas sebagai 

pemasok obat rutinan. Obat rutinan ini diberikan puskesmas guna 

pemberian obat pada pasien atau masyarakat yang membutuhkan 

pada program Smart Health. Hal ini dinyatakan sebagai berikut 

“Yang dari dinas, yang selama ini jalan itu bantuan tenaga aja 

karena alat dan obat sudah ada. Alat, obat, bahan habis pakai 

sudah ada semua. Terus alhamdulillah apa ini, insentifnya 

juga dari Smart Health semua kemarin. Jadi kita membantu 

tambahan obat, karena dari kemarin-kemarin kan khusus 

untuk obat tekanan darah, mungkin ada pengencer darahnya 

kalau ada yang butuh sebatas itu, eeee... kencing manis, 

kolesterol, tapi untuk yang datang kan biasanya itu saya ada 

pusingnya, saya ada linunya, saya batuk pilek. Nah itu kan 

otomatis gak mungkin kita gak ngasih obat to? Akhirnya obat-

obat yang dasar itu kita ambil dari puskesmas.” – Bapak 

Ilham selaku Perawat Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 

Maret, 11.52 WIB) 
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Kemudian diperkuat dengan pernyataan dr. Hendri selaku 

perwakilan dari Puskesmas Gongdanglegi. Bahwa pasien akan 

dirujuk ke Puskesmas Gondanglegi ketika memang masuk ke 

dalam kategori pasien berwarna merah. Dan dr. Hendri selaku 

perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi turut menjelaskan peran 

puskesmas sebagai konsulen. Berikut merupakan hasil wawancara 

bersama yang bersangkutan:  

“Setelah itu kan ada kriteria yang dirujuk kesini kalau ngga 

salah hijau atau merah itu yang baru dirujuk kesini. Kalau ada 

rujukan baru dibawa kesini. Kalau saya sebagai dokter itu 

sebagai konsulennya (penanganan lanjutan), yaa itu  tadi 

temen2 di desa, perawat atau bidan desa yang menemui 

kriteria tadi trus dirujuk kesini. Yaa itu tugas dokter. Kemarin 

karena disana membludak dan disini ada tenaga dokter 2 jadi 

1 diminta kesana. Dulu sangat aktif sekali kalau beberapa 

bulan ini masih belum.” (wawancara tanggal 19 Maret 2019, 

pukul 13.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Wawancara bersama dr. Hendri 

(Penanggungjawab Program dari Puskesmas Gondanglegi) 

Sumber:  Dokumentasi peneliti (2019) 

 

 

Selain itu seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses 

program Smart Health ini melakukan pemeriksaan secara rutin. 
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Periode pemeriksaan rutin yang dilakukan berdasarkan jadwal 

yang berasal dari posyandu atau ponkesdes. Hal ini tergambar 

pada pernyataan masyarakat Desa Sepanjang yang telah 

melakukan pemeriksaan rutin yang tergolong pasien diagnosa 

berwarna merah berikut ini: 

“Rutin, nggih pendak pendakan angger (Rutin, yaa setiap 

periode sering). Anu pendak posyandu (Itu periode 

posyandu)”- Mbah Rosulin selaku masyarakat atau pasien 

beresiko tinggi penyakit jantung (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, 10.18 WIB) 

 

 Ditambah dengan pernyataan dari pasien dengan golongan 

diagnosa warna hijau. Bahwa masyarakat akan hadir dalam 

pemeriksaan kesehatan rutin. Terlebih karena memang hal 

tersebut merupakan wajib bagi para masyarakat bapak-bapak dan 

ibu-ibu. Pemaparannya adalah sebagai berikut: 

“Pokok e longgar nggeh InsyaAllah budal, nek posbindu 

kemaren kan memang dianjurkan semua, Alhamdulillah budal. 

(Pokok saya longgar ya InsyaAllah berangkat, kalau posbindu 

kemarin memang dianjurkan semua, Alhamdulillah 

berangkat)”- Ibu Nurul Hidayati selaku masyarakat atau 

pasien tidak beresiko tinggi penyakit jantung/sehat (wawancara 

tanggal 6 Maret 2019, 10.49 WIB) 

 

Pada pihak pemerintah dari pemerintah desa sendiri tidak dapat 

memberikan banyak bantuan terkait pelaksanaan program Smarth 

Health. Pihak pemerintah desa hanya dapat memberikan fasilitas 

penunjang kegiatan seperti tempat rapat. Selain itu pemerintah 

desa hanya juga dapat sedikit membantu dengan memberikan 
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konsumsi pada beberapa acara kegiatan Smart Health. Hal ini 

terlihat pada pernyataan berikut 

“Yaaa… Alhamdulillah jadi akhirnya menjadi juga. Cuman 

yang terkait itu eeeeeeee desa memang belum bisa 

memberikan satu apa ya istilahnya bentuk penganggaran dana 

yaaa sama skali tidak ada artinya kami yaa hanya mendukung 

semua kegiatan gitu aja. Sebatas menyiapkan kalo rapat ada 

tempat. Belum, belum sampek kesitu. Yaaaa karena desanya 

ini kan sangat luas. Artinya kita masih memberikan bantuan 

yang di bidang yang kesehatan memang di di posyandu itu 

ada. Itu pun sebatas hanya memberikan makanan tambahan. 

Ituuu…” – Bapak Miftahul Huda selaku Sekretaris Desa 

Sepanjang (wawancara tanggal 13 Maret, 08.56 WIB) 

 

Adapun peran Dinas Kesehatan menurut pernyataan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dinas kesehatan telah 

melakukan berbagai tugas. Hal ini dinyatakan dalam acara 

Pelatihan Kader Smart Health yang Berkelanjutan tanggal 1 

Maret 2019 pukul 09.40 WIB. Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang memaparkan bahwa dinas kesehatan telah 

membantu dalam sosialisasi program Smart Health disebanyak 

150 desa secara bertahap. Selain itu dinas kesehatan juga telah 

membantu dalam melakukan pelatihan, telah menyiapkan obat, 

dan memfasilitasi kebutuhan lainnya. Namun, pada segi 

pemenuhan kebutuhan seperti barang habis pakai, dinas kesehatan 

belum mampu menyediakannya. Barang habis pakai dalam 

pelayanan kesehatan pada program Smart Health meliputi kertas 

cek gula darah, asam urat, jarum suntik, sarung tangan dan lain 

sebagainya. (Hasil catatan lapang peneliti tanggal 1 Maret 2019, 
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pukul 09.30-11.30 WIB). Dan ditambah dengan pernyataan 

Kepala Bidang P2P sebagai berikut: 

“peran dinas yaitu memfasilitasi. Artinya kita punya 

program, ya itu tadi di seksi ya. Kita punya program PTM 

masuk pada program posbindu, disitu ada program-

programnya. Disitu yg akan mengkoordinasikan bagaimana 

penyuluhannya, bagaimana penyediaan obatnya, 

bagaimana pengerahan tenaga dokter-dokternya dari 

puskesmas, dari perawatnya, termasuk kadernya. Jadi 

kader itu miliknya prokes (promosi kesehatan). Itu yang 

akan menggerakkan, kira-kira itu. Jadi tidak bisa terlepas 

dari dinkes, karena nanti kita yang meregulasi ya.” Bapak 

Lulus Cokro (Kepala Bidang P2P) selaku perwakilan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang (wawancara tanggal 15 April 

2019, pukul 08.30 WIB) 

 

B. Kondisi Awal Dari Program SMART Health yang Dilaksanakan di 

Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten 

Malang 

1. Darimana Mengetahui Tentang Program Smart Health 

Program Smart Health ini pertamakali di launching oleh 

pemerintah di pendopo Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang 

dihadiri oleh para akademisi, para pejabat pemerintah dan para 

kader yang terlibat dalam eksekusi pelaksanaan di lapangan. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan berikut. 

“Eeee anu yaa yang saya tau ada beberap desa aja yang 

anu yang di Kabupaten Malang yang di tunjuk oleh. Waktu 

itu waktu launching-nya tahun berapa yaa lupa aku. Di 

pendopo diundang kebetulan yang hadir waktu itu dari desa 

saya mewakili kepala desa kemudian dari kader yang 

sebanyak Sepanjang 10 orang kalo gak salah. “ – Bapak 

Miftahul Huda selaku Sekretaris Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 13 Maret, 08.56 WIB) 
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Ibu Simpen selaku Kepala Kader Desa Sepanjang 

memperkuat bahwa awal pelaksanaan terjadi tahun 2016. 

Kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 dilakukan pelatihan serta 

door to door pendataan kondisi kesehatan masyarakat. Dan pada 

tahun 2018 baru diterapkan program tersebut. 

“Makanya mulai 2016 itu UB sudah masuk. Jadi ukur ke 

rumahnya masing-masing jadi kader ini mendampingi. 

Mendampingi, mendampingi akhirnya kader yang terpilih 

itu memang saya cari kader yang prioritas betul-betul 

berkualitas…..2016…. Iyaa 2016-17 kemarin April, April. 

Tapi 16-17 itu pelatihan mbak pelatihan. Mulai 17-18.  

He’e 17 awal Januari Pebruari sampek kemarin April, 18 

April itu baru selesai. Tapi kami mulai pelatihan mulai itu 

16 sudah mulai. . – Bu Simpen selaku Kepala Kader 

(wawancara tanggal 5 Maret, 10.15).  

 

Para kader mengaku siap saat mendapat informasi terkait 

akan dilaksanakannya program Smart Health di Desa Sepanjang 

ini. Hal ini digambarkan dengan pernyataan berikut ini: 

“Kader itu sudah biasa mbak. Menerima tantangan kalo 

kader itu sudah biasa. Sebabnya kan biasa gak ada 

bayarannya. Tapi kalo ada smarth health ini kan kader itu 

lebih percaya diri itu aja. Karena kan apa yang 

mendampingi di belakang layar kader kan orang-orang 

penting seperti itu. Jadi kader yang dari 10 orang itu bisa 

laaa keren lah dimata masyarakat.”- Bu Simpen selaku 

Kepala Kader (wawancara tanggal 5 Maret, 10.15). 

 

Awal pelaksanaan diutamakan kader yang memiliki ponsel 

pintar dan kemudia dapat mengoperasikannya. Hal tersebut 

dipaparkan oleh Ibu Ulfa selaku anggota kader program Smart 

Health  

“Kita yang ikut pertama rapat di bidan itu, kita sih siap-

siap saja, yang diutamakan punya HP dan bisa 
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mengoperasikan kalo ada laporan seperti itu, habis tanya-

tanya kan kita harus melaporkan, kalo itu saya belum 

praktek ya yang ibu pake baju kuning kerudung hitam itu 

nanti yang sudah jalan lama jadi kader, mungkin bisa 

tanya-tanya sama beliau”- Ibu Ulfa selaku anggota kader 

Smart Health (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 

09.47) 

 

2. Hal yang Dilakukan Pemerintah Sebelum Adanya 

Program Ini 

Pihak Puskesmas Gondanglegi sebagai tenaga medis 

lanjutan memaparkan bahwa program Smart Health sama dengan 

program POSBINDU PTM. Namun perbedaannya adalah pada 

segi penggunaaan IT. Hal ini terpapar pada pernyataan hasil 

wawancara dibawah ini 

“Smart Health itu sebenarnya adalah sama dengan 

program kita yang sudah jalan, programnya POSBINDU 

PTM. PTM itu Penyakit Tidak Menular. Cuman Smart 

Health ini lebih ke sistem, sistem rujukannya lebih cepat 

dan informasinya lebih tepat karena melalui IT ini tadi, 

melalui android jadi yang lebih hebatnya lagi kalau selama 

ini kita petugas yang turun langsung untuk meriksa pasien, 

ini kader-kader kita sekarang yang turun ke desa karena 

kader-kader juga sudah terlatih jadi kita mengijinkan juga 

mendampingi, bukan kita lepas dan seratus persen kita 

percaya tetap kita dampingi kader-kader kita itu untuk 

follow-up juga kader, jadi pemeriksaan terus kontrol 

obatnya, obatnya dari petugas” – wawancara bersama Pak 

Ilham selaku perawat desa Desa Sepanjang (wawancara 

tanggal 6 Maret 2019, pukul 11.52) 

 

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dari dr. Hendri 

selaku perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi. Bahwa awal 

sebelum program Smart Health terlaksana sudah memiliki sebuah 

programdari pemerintah sendiri. Program tersebut merupakan 
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program POSBINDU yang dibagi menjadi balita, lanjut usia dan 

Posbindu PTM. Pemaparannya adalah sebagai berikut, 

“Sebenarnya ini kan awal, kegiatan POSBINDU itu kan 

kegiatan screening awal contohnya pengukuran tensi, 

pengingkaran lingkar perut, berat badan. Kemudian disana 

itu ada pengobatan sederhana. Kalau pengobatan 

sederhana itu memang  membutuhkan rujukan sebenarnya 

langsung dibawa kesini, bukan dokternya yang pindah 

kesana. Sebenarnya programnya seperti itu.” – (wawancara 

tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Posbindu Desa Sepanjang 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Serta pernyataan dari Kepala Bidang P2P, Bapak Lulus 

Cokro selaku perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi Kabupaten 

Malang. Bahwa Posbindu yang merupakan program pemerintah 

awal sebelum adanya program Smart Health memang telah 

terlaksana. Namun tidak dapat menjangkau secara menyeluruh, 

serta tidak canggihnya teknologi yang digunakan seperti pada 

program Smart Health. 

“awalnya kita memang ada ya program posbindu kemaren 

tapi tidak menjangkau seperti itu,  tidak menjangkaunya 

seperti android ya. Alat-alat IT-nya. Untuk aplikasi android 

nya kita memang belum mampu. Kemudian itu bekerja 
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sama dengan Unibraw, disana ada George University, dan 

Inggris dan India. Kalo posbindu itu udah thn berapa ya... 

thn 2000 an kalo gasalah” (wawancara tanggal 15 April 

2019, pukul 08.45 WIB) 

 

3. Keyakinan dalam Pelaksanaan Program Smart Health 

Keberhasilan program ini diyakini berhasil oleh beberapa 

pihak pelaksana. Diantaranya adalah pernyataan dari kader desa 

dan sekretaris desa yang merasakan terbantunya masyarakat Desa 

Sepanjang berkat program ini. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan para aktor pelaksana sebagai berikut, 

“Direkom untuk, cuman intinya bahwa masyarakat sini 

sangat terbantu dengan adanya program itu termasuk apa 

yaaa kita bisa untuk menghimbau kepada masyarakat agar 

yang hasil daripada kader-kader itu yang sudah direkom 

untuk memeriksakan secara rutin melalui posbindu.” – 

Bapak Miftahul Huda selaku Sekretaris Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 13 Maret WIB, 08.56 WIB) 

 

Ibu Zulaikah juga menyatakan akan keyakinan program 

Smart Health. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya 

dukungan dari tim-tim yang terlibat dalam pelaksanaan. 

Kemudian juga terlihat dari pelaksanaan yang sudah nyata. 

Berikut pemaparannya: 

“Ya melihat sisi baiknya itu kaya apa ya dukungan dari 

tim, kemudian pelaksanaan juga sudah nyata, kemudian di 

masyarakat juga diterima. Mudah-mudahan sukses SH” – 

Ibu Zulaikah selaku anggota kader senior Smart Health 

(wawancara 6 Maret 2019, 10.09 WIB) 

 

 Namun bagi para akademisi dari program Smart Health, 

pelaksanaan masih dirasa kurang maskimal. Hal ini dipaparkan 

oleh perwakilan akademisi program pada pernyataan berikut ini 
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“tapi sekrang ya belum justru semuanya belum di follow up 

baru berapa persennya belum sampe 20%. 15% pun 

mungkin belum ada mereka belum mendapatkan obat. Kalo 

menurut saya belum berhasil, kan keberhasilan 10% aja 

belum ada. kalo misalnya ada 600 kalo ini 100 yo mungkin 

ada ya, ya kurang lebh segitu”- Pak Dasriyanto selaku 

pihak akademisi program Smarth Health  

 

C. Proses Kolaborasi Program Smart Health yang Dilaksanakan di 

Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten 

Malang 

1. Hal yang Membuat Yakin Pada Berhasilnya Pelaksanaan 

Program 

Pada pihak Pemerintah Desa Sepanjang berpendapat 

program Smart Health akan berhasil pelaksanannya karena sejauh 

masa percobaan masyarakat sangat terbantu akan kehadiran dari 

program ini. Hal ini dipaparkan pada hasil wawancara berikut 

“He’e kadar gula semua akhirnya hasilnya itu di direkom 

kan yaa sampek. Direkom untuk, cuman intinya bahwa 

masyarakat sini sangat terbantu dengan adanya program 

itu termasuk apa yaaa kita bisa untuk menghimbau kepada 

masyarakat agar yang hasil daripada kader-kader itu yang 

sudah direkom untuk memeriksakan secara rutin melalui 

posbindu.” – Bapak Miftahul Huda selaku Sekretaris Desa 

Sepanjang (wawancara tanggal 13 Maret WIB, 08.56 WIB) 

 

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan ibu Zulaikah 

selaku anggota kader senior pada program Smart Health. Bahwa 

terlihat dari reaksi masyarakat dimana masyarakat berterimakasih 

telah diberikan obat secara gratis. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan Ibu Zulaikah, 
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“Kalo masyarakat itu pernah ya ditanya bu hermin itu ya 

pas pertemuan gitu, misalnya ya ada yang udah tau ada 

yang belom tau yang sudah tau itu juga menerima bahwa 

itu terimakasih udah diberi obat selama ini itu sudah dalam 

kondisi lain beliaunya bilang begitu kepada saya 

terimakasih selama ini saya sudah diberi obat gratis gitu itu 

yang omong-omongan dalam bentuk yang lain. Kalo diskusi 

dalam bentuk formal kayanya belom pernah” . – 

(wawancara tanggal 6 Maret, pukul 10.09 WIB) 

 

Ditambah pernyataan perwakilan dari Dinas kesehatan 

Kabupaten Malang yang diwakilkan oleh Bapak Lulus Cokro. 

Bahwa keyakinan pada pelaksanaan program telah berhasil dan 

terlaksana hampir 70%. Berikut merupakan penjelasan yang 

bersangkutan, 

“berapa persen ya, jadi kalo secara keseluruhan itu hampir 

70%, jadi yang kemaren orang hipertensi itu terdata itu 

hanya sekitar dibawah 30% begitu ada SH di desa di tata 

semua orang yang diatas 40 itu diatas 95%, dari 95% itu 

yang periksa misalnya itu hampir 70%, 70% itu yang 

mendapatkan obat berapa itu juga tinggi yaa, jadi sehingga 

apa namanya, potensi untuk menurunkan resiko hipertensi 

ini cukup besar, untuk menurunkan potensi orang yang 

terkena penyakit jantung yang lebih mengarah pada stroke 

itu cukup besar. Ya mungkin sekarang pembengkakan pada 

kebutuhan obat”- Bapak Lulus Cokro (Kepala Bidang P2P) 

(wawancara tanggal 15 April 2019, pukul 12.16 WIB) 

 

2. Metode Pemerintah Memperkenalkan Program Smart 

Health 

Program Smart Health sendiri untuk masuk ke masyarakat 

guna memperkenalkan diri telah melebur dengan program dari 

pemerintah sebelumnya. Program dari pemerintah tersebut adalah 

program POSBINDU. Kemudian bekerjasama dan masuk ke dalam 
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Rencana kerJa (RenJa) pemerintah. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan sebagai berikut, 

“Ya itu tadi, program SMART Health ini kan masuk ke 

programnya POSBINDU. Tiap desa itu kan pasti ada 

RENJA (Rencana Kerja) nya temen2 bidan atau  perawat 

desa. Salah satu RENJA nya yaitu POSBINDU, nah SMART 

Health masuk ke POSBINDU itu.” – wawancara bersama 

dr. Hendri selaku perwaklan dari Puskesmas Gondanglegi 

(wawancara tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

3. Proses Kerjasama yang Terjadi Pada Program Smart Health 

Proses kerjasama yang terjadi antara kader dan masyarakat 

ditunjukkan dalam berbagai hal. Ibu Simpen selaku Kepala Kader 

Desa Sepanjang mengungkapkan bahwa beliau mengganti proses 

door to door dengan bekerjasama dengan RTRW setempat. 

Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengumpulkan masyyarakat 

guna mendata kondisi kesehatan pasien serta melakukan follow up 

terkait kondisi terbaru pasca pemeriksaan dan penanganan. 

Pemaparannya adalah sebagai berikut, 

“Kita kerjasama, kalo memang ada memang antara berapa 

RT gitu seandainya seadainya ada yang sedikit itu biasanya 

kader kerjasama sama RT, jadi pak RT nya yang 

mengundang tapi temen-temen kalo saya itu mesti sama 

pamong. Saya fokuskan, kalo saya. Tapi temen-temen tak 

kasih saya anu saya, gini loo seandainya sampean kesulitan 

kerjasama, dengan pamongnya kan ada di wilayah masing-

masing kan. Yang dari UB juga gitu saya, gitu saya 

fokuskan malah di rumah warga. Ooo warga ini orangnya 

yang enakan lahh sosial ngasih minuman ngasih anu 

gratis.” – Ibu Simpen selaku ketua kader Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 5 Maret 2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Proses kolaborasi yang terjadi antar kader pada program 

Smart Health dapat digambarkan pada pernyataan dibawah ini. 
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Dimana para kader melakukan kolaborasi antar anggota dengan 

koordinasi serta saling bantu membantu satu sama lain. Kolaborasi 

juga terjadi saat anggota kader menyelesaikan kontrol follow up 

pasien di masing-masing pos yang telah dibagi dan dibantu oleh 

kader yang telah selesai dengan follow upnya. 

“Lek’e komitmen kita antar kader yaa kerjasama itu mas. 

Kerjasama itu yang paling kita harapkan memang memang 

karena apa yaa. Kan karena disini itu ada pembentukan 

juga sub kader. Jadi lak kalo sub itu perwakilan per pos 

jadi apapun info apapun mesti dengar jd disampaikan pada 

posnya masing-masing. Nanti ada paguyuban kader 1 bulan 

sekali itu informasi apapun dari Dinkes, dari BKK dari apa 

masuk. Jd tau… He’ee… Iyaa iyaa. Jadi nanti kok ada 

pelayanan KB, MOW, MOB kita nyebar sruuett saya WA. 

Ada, ada pelayanan KB gratis. Ayoo cari acetol, sudah 

gerak semua. Buu ini terus ada siapa ya..? Ya tiap pos ada 

buu, ini menikah ini Ida sama Wandi umur sekian RT ini 

menikah, buk RT ini dan ini hamil. Bu RT ini melahirkan, 

udah lengkap. Amil melahirkan…. He’e pindah. Itu ada 

semua, temen-temen sudah lapor ke saya. Jadi saya rekap 

yaa”  - Ibu Simpen selaku ketua kader Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 5 Maret 2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Selanjutnya adalah proses kolaborasi antara kader dengan 

tenaga medis (perawat desa). Perawat desa dan bidan desa tetap 

rutin menghadiri pemeriksaan pasien rutinan pada program Smart 

Health. Adapun proses kolaborasi yang terjadi antara kader dengan 

tenaga medis (perawat desa) dapat digambarkan pada pernyataan 

berikut ini: 

“Iyaa iyaa kalo lansia he’e tetep Bu Hermin tetep hadir. 

Karena yang ngasik obat yang anu anu Pak Ilham sama Bu 

Hermin nanti untuk balitanya sama ibu ibu balita,  Pak 

Ilham ini untuk nanti lansia. Lansia dan pro lansia. Lansia 

madya dan lansinya. Pak Ilham itu” - Ibu Simpen selaku 
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Kepala Kader kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 5 

Maret 2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Ilham selaku tenaga 

medis professional yang ditunjuk untuk menangani langsung di 

lapangan. Bahwa kader diijinkan untuk membantu menangani 

pasien dengan tetap didampingi oleh perawat atau bidan desa 

terkait. Sehingga penanganan pasien tidak dilepaskan dan 

diserahkan sepenuhnya oleh kader yang bukan merupakan tenaga 

medis professional.  

“Ini kader-kader kita sekarang yang turun ke desa karena 

kader-kader juga sudah terlatih jadi kita mengijinkan juga 

mendampingi. Bukan kita lepas dan seratus persen kita 

percaya,  tetap kita dampingi kader-kader kita itu untuk 

follow-up juga kader. Jadi pemeriksaan terus kontrol 

obatnya, obatnya dari petugas.”- Pak Ilham selaku perawat 

desa Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 2019, 

pukul 11.52 WIB) 

 

Berikut juga merupakan gambaran dari proses kolaborasi 

antara puskesmas dengan perawat desa untuk menghubungkan ke 

masyarakat 

“Disana kegiatan POSBINDU kan kalau ngga salah 1 

bulan 2 kali ya ? atau berapa bulan sekali itu saya lupa. 

Pokoknya kalau ada kegiatan SMART Health itu langsung. 

Kan di pos disana itu ada Bu Hermin sama Pak Ilham, di 

pos mereka ya itu kalau misal ada kegiatan POSBINDU 

pasti ngajak orang2 puskesmas kesana.” – dr. Hendri 

selaku perwakilan Puskesmas Gondanglegi (wawancara 

tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Namun berbeda dengan yang dinyatakan Bu Ulfa selaku 

anggota kader program Smart Health. Bersangkutan mengatakan 
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bahwa pihak Puskesmas Gondanglegi sangat jarang sekali terjun ke 

lapangan untuk mengikuti proses kegiatan. Berikut pemaparannya: 

“Jarang, kalo gak ada kunjungan jadi jarang. Biasanya 

kalo ada kunjungan biasanya yang turun itu Bu Ari sama 

Bu Dwi itu biasanya. Besok pas di Bu Ulfa jenengan tau 

ada apa di situ” – Bu Simpen selaku kepala kader Desa 

Sepanjang (wawancara tanggal 5 Maret 2019, pukul 10.15 

WIB) 

 

4. Alur Penanganan Pasien Kardiovaskular Pada Program 

Smart Health 

Alur penanganan menjelaskan bahwa langkah awal adalah 

dilakukanya screening pada kader. Kemudian kader terpilih akan 

men-screening seluruh masyarakat desa sebagai sasaran. Screening 

meliputi pengukuran tekanan darah (tensi), pengukuran lingkar 

perut dan tinggi badan, dan penimbangan berat bada serta 

pengukuran kadar gula dalam darah. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan-pernyataan responden dibawah ini: 

“Sebenarnya ini kan awal, kegiatan POSBINDU itu kan 

kegiatan screening awal contohnya pengukuran tensi, 

pengingkaran lingkar perut, berat badan. Kemudian disana 

itu ada pengobatan sederhana. Kalau pengobatan 

sederhana itu memang  membutuhkan rujukan sebenarnya 

langsung dibawa kesini, bukan dokternya yang pindah 

kesana. Sebenarnya programnya seperti itu.” – dr. Hendri 

selaku perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi (wawancara 

tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Hal tersebut dilengkapi dengan pernyataan dari Ibu Simpen 

selaku Kepala Kader Desa Sepanjang. Bahwa pendataan kondisi 

masyarakat kemudian dipilah menjadi 3 kategori warna yaitu 
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merah, kuning dan hijau. Dimana kemudian akan dilakukan tindak 

lanjut dari masyarakat atau pasien yang masuk dalam kategori 

kuning atau merah. 

“Jadi he’e. Jadi kan seumpama gini saya kan panjenengan 

ooo Bu Anita RT ini RW ini terus lingkar perutnya berapa. 

Kalo gak tau kan kita yoo gak bisa. Terus tinggi badan 

barapa, berat badannya berapa terus tensi darahnya ii 

sampek 3x, 123 itu tensi darah terus gulanya berapa itu 

ada. Prioritasnya hijo yaa kita tulis hijo. Terus kuning kita 

tulis kuning terus merah saya tulis merah. Jadi nanti merah 

itu merah sendiri kita buat buku laporan. Jadi kita mengetik 

he’ee ngetik itu merah sendiri. Hijo kita buang. Sreet kita 

nggak memerlukan itu. Tapi kuning sasarannya kuning ooo 

kuning ini ini ini ini RT ini ini ini kuning. Nanti yang merah 

sreet itu yg prioritas. Lhaa perlu penanganan khusus yang 

prioritas. Yang ditangani semua prioritas yaa… Iyaa 

semuanya. Tapi kalo kuning itu masih ada rujukan terus 

kalo merah kita berlanjut sampek ada he’e penanganan 

obat.” – Bu Simpen selaku kepala kader Desa Sepanjang 

(Wawancara tanggal 5 Maret 2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Kemudian juga dilengkapi dengan pernyataan dari Ibu 

Nurul selaku pasien kategori hijau pada program Smart Health. 

pada program ini memang diprioritaskan umur 50 tahun keatas 

untuk memeriksakan diri. Adapun jika kurang dari 50 tahun dapat 

memeriksakan diri dan diberikan kartu rekam periksa. 

“Atau sebelum 50 yang anu rupene nopo sing kados 

tekanan darahnya tinggi niku yang harus di penanganan 

khusus niku kadose sing diparengi niku, soale winginane 

Alhamdulillah selama niki kan tasik normal2 ngoten dadi 

nggeh nopo mboten diparingi niku mboten, mboten 

bermasalah dengan tekanan darah. (atau sebelum umur 50 

yang tekanan darahnya tinggi dan harus diberi penanganan 

khusus itu katanya yang diberi)” – Ibu Nurul Hidayati 

selaku masyarakat resiko rendah penyakit kardiovaskular 

Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 maret 2019, pukul 

10.49) 
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Gambar 21. Kartu Pemeriksaan Kesehatan Pasien Smart 

Health (sampul depan) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Kartu Pemeriksaan Kesehatan Pasien Smart 

Health (table periksa) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Selain itu juga dilengkapi dengan pernyataan dari Bapak 

Ilham selaku perawat desa di Desa Sepanjang bahwa usia 45 keatas 

dapat memeriksakan diri. Pendataan dilakukan dengan melihat data 
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dari Kartu Keluarga masing-masing masyarakat. Setelah itu 

kemudian dilakukan screening kondisi kesehatan pasien. Jik 

kemudian ditangani dan tidak membaik maka akan dirujuk ke 

puskesmas atau dokter spesialis terkait. Berikut pemaparannya: 

“Screeningnya dari kader, awal kita harus punya data 

dulu, target kita, datanya itu harus ada. Eeee... untuk data 

eee... usia berapa sampai berapa, nah di wilayahnya kan 

sudah ada itu, kader sudah tau di KK (Kartu Keluarga) itu 

dilihat bahkan usia 45 keatas ini yang kita undang di 

POSBINDUnya nah habis itu eee.. apa ini.. yang datang 

juga gak bisa semua, gak bisa semua. Awalnya ke 

puskesmas dulu, jadi setelah kita screening di desa, kita 

cek, kita obati, kalau memang itu dokter kita kalau memang 

berani gak ada arah ke jantung yang lain-lain yang harus 

spesialis jantung yang menangani kita terapi dulu, kita 

evaluasi dulu, kalau nanti membaik dan gak ada keluhan 

kita lanjutkan tapi kalau gak ada perbaikan atau memburuk 

kita anjurkan tetep ke puskesmas dulu, nanti sistem 

rujukannya boleh ke rumah sakit” – Pak Ilham selaku 

perawat desa Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, pukul 11.52 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Gambaran Aplikasi Smart Health 

   Sumber: Dokumentasi Akademisi Smart Health   
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   Gambar 24. Gambaran Aplikasi Smart Health 

   Sumber : Dokumentasi Akademisi Smart Health 

 

5. Rasa Saling Terbantu antar Aktor yang Terlibat dalam 

Pelaksaan Program Smart Health dan Reaksi Masyarakat 

Terkait Pelaksanaan Program 

Pada pelaksanaan program Smart Health aktor-aktor yang 

teribat merasa sangat terbantu dengan program ini. Aktor-aktor 

pelaksana yang merasa sangat terbantu tersebut meliputi kepala 

desa, kader, perawat desa, pihak dari puskesmas hingga 

masyarakat. Berikut merupakan pernyataan dari aktor-aktor yang 

merasa terbantu tersebut: 

“kalo tanggapan masyarakat sangat senang sekali, kan 

biasanya yang kita lakukan terkait dengan aktual-aktual. 

Makanya akhir-akhir ini untuk tindak lanjutannya 

misalnya ada kekurangan-kekurangan barang habis pakai 

conothnya misalnya gluco test nya, makanya habis 

masyarakat lo mau membiayai sendiri. Karena mereka 
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butuh dan merasa bermanfaat sekali, mengena langsung 

gitu lo. Kalo saya periksa ini waduh gula darah saya 

sekian, berarti normal nggak kena gula darah, nggak kena 

diabet gitu kan seperti itu”. – Bapak Lulus Cokro (Kepala 

Bidang P2P) selaku perwakilan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang (wawancara tanggal 15 April 2019, 

08.45 WIB) 

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari dr. Hendri selaku 

penanggungjawab pasien dari Puskesmas Gondanglegi. program ini 

dikatakan dapat membantu program dari Puskesmas Gondanglegi 

sendiri. Selain itu juga banyak pasien yang sangat terbantu dengan 

adanya program ini.  

“Program ini sangat bagus, banyak pasien yang terbantu 

berkat program ini. Contohnya pasien yang jarang kita 

sentuh, dengan adanya bantuan kader dan tenaga 

kesehatan yang ada di desa, banyak sekali membantu untuk 

screening awal terjadinya penyakit kardiovaskular. Kayak 

screening itu kan kegiatan preventif untuk mencegah 

terjadinya penyakit, selain itu juga temen2 ada kegiatan 

penyuluhan”. – dr Hendri selaku perwakilan dari 

Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 19 Maret 

2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Begitu pula yang dinyatakan oleh Bapak Ilham selaku 

perawat desa di Desa Sepanjang. Bersangkutan menyatakan bahwa 

program ini sangat terbantu, terlebih dengan adanya peran dari ibu-

ibu kader yang sangat membantu tugas dari perawat desa sendiri. 

Perawat desa juga menambahkan dengan adanya program ini yang 

bersangkutan menjadi lebih semangat dan optimis dalam 

menjalankan tugas. 

“Sangat terbantu, kalau gak ada ibu-ibu kader kita gak 

bisa jalan. Iyaa. Dua, kita semenjak ada Smart Health ini 

juga semakin terbantu. Sudah dapet jalan, kita dikasih 
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jalan, kita dikasih angkutan, kita sudah dikasih fasilitas. 

Jadi itu yang kita kemarin lebih semangatnya dari itu. Dan 

memang selama ini saya ini bingung. Bingungnya itu 

gimana pasien-pasien yang gak bisa kontak dengan saya, 

pasien-pasien yang gak bisa saya tangani, gak bisa saya 

cover intinya seperti itu walaupun itu sudah tanggung 

jawab saya tapi saya gak bisa mengcover semua, itu 

gimana caranya? Akhirnya dengan  Smart Health ini malah 

alat dapet, kader kita dilatih, akhirnya kita tambah banyak 

masukan gitu. Itu yang membuat saya dititik Smart Health 

ini lebih lebih semangat. Lebih optimis. Akhirnya 

termotivasinya disitu.” – Pak Ilham selaku perawat desa 

Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 

11.52 WIB) 

 

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Zulaikah selaku salah satu 

anggota kader program Smart Health. Bersangkutan menyatakan 

bahwa program ini sangat membantu masyarakat. Dimana hal ini 

terlihat saat masyarakat tidak sempat untuk mengukur tekanan 

darah ke perawat atau bidan desa kemudian dapat dibantu 

mengukur tekanan darahnya oleh para kader. 

“Sangat. Oh iya, sangat-sangat dibutuhkan seandainya 

semua kader itu bisa mengaplikasikan aplikasi kesehatan 

itu alangkah bahagianya dan bisa semua tercapai dengan 

maksimal misalnya ada apa-apa kan misalnya kalo 

pengalaman saya ya mbak ya kalo saya ini tetangga saya 

ini merasa “awakku ga penak mba, tensiku dukur tulung 

aku sampean tensi (badan saya tidak enak, tensi saya 

tinggi, tolong anda tensikan saya)” loohh kan dekat dari 

pos sini aja ada lima ini ada satu. Seandainya semua bisa 

menjalankan aplikasinya lo kan lebih enak gitu lo”. – Bu 

Zulaikah selaku anggota kader program Smart Health 

(wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 10.09 WIB) 

 

Diperkuat dengan pernyataan dari perwakilan dari 

Pemerintah Desa Sepanjang. Dimana masyarakat sangat merasa 

terbantu dengan program Smart Health. 
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“Direkom untuk, cuman intinya bahwa masyarakat sini 

sangat terbantu dengan adanya program itu termasuk apa 

yaaa kita bisa untuk menghimbau kepada masyarakat agar 

yang hasil daripada kader-kader itu yang sudah direkom 

untuk memeriksakan secara rutin melalui posbindu.” – 

Bapak Miftahul Huda selaku Sekretaris Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.56 WIB) 

 

Selain itu dari pandangan masyarakat, program ini sangat 

membantu. Terlihat dari bagaimana masyarakat dapat mengetahui 

kondisi kesehatan dari masing-masing pribadi individu. Kemudian 

dapat juga mengetahui bagaimana penanganan dan anjuran setelah 

mengetahui kondisi dari individu masing-masing.  

“Inggeh (iya), kalau sebelum ada pemeriksaan kan 

otomatis kita tidak tahu bermasalah dengan apa kan tidak 

tahu, trus ngeten kan saget mantau (trus begini kan bisa 

memantau), kalau tidak ada masalah ya Alhamdulillah kan 

ngoten (begitu) lho kalau dinyatakan tekanan darah bagus 

ya bagus kan Alhamdulillah ngoten (begitu), nek e (kalau) 

trus ada masalah kan bisa segera ditangani kalau memang 

harus serius kan nanti dianjurkan kemana, kepuskesmas, 

kerumah sakit kan ngoten (kan begitu). perasaannya ya 

maleh (jadi) ingin mengikuti ngoten lho (begitu lho) biar 

tau kondisi kita”- Bu Nurul Hidayati selaku masyarakat 

yang memeriksakan diri berpartisipasi dalam program 

Smart Health (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 

10.49 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Antusiasme Lansia dalam Mengikuti 

Posbindu 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 
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D. Pemfasilitasan Kepemimpinan Pada Program SMART Health 

yang Dilaksanakan di Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang 

1. Hal-Hal yang Dapat Diberikan Aktor Pelaksana Guna 

Mendukung Terlaksananya Program Smart Health 

Terdapat beberapa hal ataupun bantuan yang dapat 

diberikan masing-masing aktor pelaksana guna menyukseskan 

pelaksanaan program Smart Health di Desa Sepanjang. Bantuan 

yang diberikan masing-masing aktor bersifat semampunya dan 

seikhlasnya. Adapun gambaran yang diberikan sebagai berikut 

Adapun dokter memberikan bantuan  tenaga melalui 

pemeriksaan pada pasien rujukan hasil dari penanganan kader dan 

perawat desa. 

“Kalau saya sebagai dokter itu sebagai konsulennya 

(penanganan lanjutan), yaa itu  tadi temen2 di desa, 

perawat atau bidan desa yang menemui kriteria tadi trus  

  dirujuk kesini. Yaa itu tugas dokter. Kemarin karena 

disana membludak dan disini ada tenaga dokter 2 jadi 1 

diminta kesana. Dulu sangat aktif sekali kalau beberapa 

bulan ini masih belum.” – dr. Hendri selaku perwakilan dari 

Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 19 Maret 

2019, pukul 13.12) 

 

Pada bantuan dari segi kader, kader dapat memberikan 

bantuan teknis dan sedikit bantuan terkait dana operasional. 

Bantuan teknis tersebut lebih cenderung ke arah bantuan 

pelaksanaan bantuan program, 

“Iya, kami berusaha kemarin itu bidan memberikan 

dukungan dan cara teknis. Posbindu habis ini kan yang 
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pertama itu Alhamdulillah juga berjalan dengan lancer. 

InsyaAllah sukses kan gitu kan, dari sekian responden 

pasien yang hadir sebanyak 77. Iya itu banyak sekali jadi 

kalo misalnya kami juga melakukan kunjungan aalo ada 

masalah..”- Ibu Zulaikah selaku anggota kader program 

Smart Health (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 

10.09 WIB) 

 

Perawat desa sendiri memberikan bantuan juga berupa 

bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut berupa pelayanan 

penanganan kesehatan. Bantuan teknis yang diberika  perawat desa 

merupakan bantuan tenaga medis. Hal ini digambarkan dengan 

pernyataan berikut ini: 

“Jadi dokter yang meresepkan, kita yang membantu 

memberikan, menyiapkan, dan kita yang mendistribusikan 

bersama dengan kader dan kontrol” – Pak Ilham selaku 

perawat desa Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, pukul 11.52 WIB) 

 

Pada aspek bantuan dari masyarakat, masyarakat 

memberikan bantuan dana operasional terkait pemeriksaan 

kesehatan. Dana pemeriksaan kesehatan ini disetorkan di saat 

masyarakat hendak menjalani pemeriksaan kesehatan di 

POSBINDU.  

 “Yang awal yang posbindu kemarin itu iya dari warga , 

jadi warga itu di suruh bayar 8000, yang 5500 untuk beli 

stripnya itu yang 3000 itu untuk 8000, 55, 2500 untuk kas 

lain-lain , terus obat sementara obat dari bu bidan” – Ibu 

Zulaikah selaku anggota kader program Smart Health 

(wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 10.09 WIB) 

 

Diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Nurul Hidayati 

selaku masyarakat yang telah melakukan pemeriksaan. Bahwa 

masyarakat dilakukan penarikan biaya pemeriksaan. Biaya ini 
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hanya ditarik apabila masyarakat cek kolesterol atau menebus 

sejumlah obat. 

“Kalau kita ndak obat endak (kalau tidak membutuhkan 

obat ya tidak), kalau kita ada keluhan minta obat kayak ini 

tadi saya mual dari kemarin biasanya 5.000. Obat, yang 

bayar niku obat trus kalau cek e.. nopo kolesterol, 

kolesterol itu 10.000 (yang bayar itu hanya obat, kalau cek 

kolesterol 10.000).” – Ibu Nurul Hidayati selaku 

masyarakat/pasien yang melakukan pemeriksaan rutin di 

pos kesehatan program Smart Health (wawancara tanggal 6 

Maret 2019, pukul 10.49 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Kwitansi Pembayaran Cek Kolesterol, Gula 

Darah dan Asam Urat 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang turut membantu dalam 

pelaksanaan program ini. Adapun bantuan yang diberikan dinas 

kesehatan guna menyukseskan program Smart Health daoat 

digambarkan pada pernyataan berikut ini: 

“Yang dari dinas, yang selama ini jalan itu bantuan tenaga 

aja karena alat dan obat sudah ada. Alat, obat, bahan habis 

pakai sudah ada semua. Terus alhamdulillah apa ini, 

insentifnya juga dari Smart Health semua kemarin. Jadi 

kita membantu tambahan obat, karena dari kemarin-

kemarin kan khusus untuk obat tekanan darah, mungkin ada 

pengencer darahnya kalau ada yang butuh sebatas itu, 

eeee... kencing manis, kolesterol, tapi untuk yang datang 
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kan biasanya itu saya ada pusingnya, saya ada linunya, 

saya batuk pilek” – Pak Ilham selaku perawat desa Desa 

Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 11.52) 

 

Diperjelas dengan pernyataan dari perwakilan dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang sebagai berikut: 

“kalau seperti itu saya kira ada penguatan – penguatan 

tertentu, penguatan tertentu itu dalam artian ya itu tadi kita 

biasanya rapat koordinasi baik itu di tingkat dinas maupun 

ditingkat puskesmas. Kalau seperti ini kan ditingkat dinas 

nah itu penguatan itu. Jadi untuk bisa mengaktifkan dan 

memberikan kepercayaan ya begini “ini lho peranmu” jadi 

lebih menekankan lagi. Jadi itu kan salah satu bentuk 

penguatan, nah jadi menjelaskan peran saya itu apa harus 

jelas, sehingga dia tidak ragu – ragu lagi.”- Bapak Lulus 

Cokro (Kepala Bidang P2P) Dinas kesehatan Kabupaten 

Malang (wawancara tanggal 15 April 2019, pukul 12.16)  

Pihak Pemerintah Desa Sepanjang turut memberikan sedikit 

bantuan untuk menyukseskan pelaksanaan program Smart Health 

di Desa Sepanjang ini. Adapun bantuan yang dapata diberikan 

pemerintah desa dapat digambarkan pada pernyataa berikut ini: 

“Cuman yang terkait itu eee.. desa memang belum bisa 

memberikan satu apa ya istilahnya bentuk penganggaran 

dana yaaa sama skali tidak ada artinya kami yaa hanya 

mendukung semua kegiatan gitu aja. Sebatas menyiapkan 

kalo rapat ada tempat. Belum, belum sampek kesitu. Ya.. 

karena desanya ini kan sangat luas. Artinya kita masih 

memberikan bantuan yang di bidang yang kesehatan 

memang di di posyandu itu ada. Itu pun sebatas hanya 

memberikan makanan tambahan. Ituuu…”- Bapak Miftahul 

Huda selaku Sekretaris Desa Sepanjang (wawacara tanggal 

13 Maret 2019, pukul 08.56 WIB) 

    

Namun, dalam pelaksaan program Smart Health segala 

bentuk pendanaan dan persiapan serta kontrol pelaksanaan 

dilakukan oleh pihak akademisi. Pihak akademisi pada program ini 
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memiliki peran untuk menyediakan segala jenis kebutuhan pada 

awal pelaksanaan program Smart Health. Hal ini terungkap pada 

hasil wawancara sebagai berikut: 

“ya dulu kan dicukupi dari ini, UB kan kerjasama dengan 

pihak ini to eee, mana luar negeri itu yang ini india sama 

australi atau mana itu, ya itu yang mencukupi kan mereka 

semua, iya yang mencukupi mereka. Ya termasuk alat-alat, 

termasuk yang dipake kaya alat gula darah, alat ini 

timbangan ya semuanya itukan mereka yang mencukupi 

termasuk tab yang untuk aplikasi memasukkan data ya 

semua pokonya mereka semua, lha untuk yang kegiatan ini 

alat itu sudah di hibahkan ke pemerintah kabupaten tetap 

langsung dipake oleh kader yang dulu sudah terlibat ya 

hanya itu tok. Tetapi untuk alat yang habis pakai kan 

mereka harus usaha sendiri kan karena dinkes itu tidak 

menyediakan itu tidak menyediakan alat habis pakai ya 

kaya alkohol, stiknya terus baterainya itu kan mereka ngga 

nyediakan alesannya memang ngga ada anggaran cuma 

kalo obat katanya mau mereka anggarkan gitu tapi 

kenyataannya untuk yang ini obat tidak ada.”- Bapak 

Dasriyanto selaku pihak akademisi dari program Smart 

Health (wawancara tanggal 28 Maret 2019, pukul 11.30 

WIB) 

 

2. Fasilitas yang Diberikan Puskesmas Ataupun Dinas 

Kesehatan Untuk Program Smart Health  

Puskesmas ataupun dinas kesehatan dapat memberikan 

fasilitas dan bantuan. Adapun fasilitas dan bantuan tersebut 

meliputi obat-obatan dan peralatan guna menunjang pekayanan 

kesehatan yang hendak diberikan. Peralatan dan perlengkapan 

medis ini berguna untuk menyukseskan program Smart Helath di 

Desa Sepanjang. Hal ini dapat digambarkan pada pernyataan 

berikut ini: 
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“Kita dapatnya dari puskesmas, puskesmas dari dinas 

kesehatan. Cuman kalau kita stoknya kan terbatas, jadi di 

puskesmas itu gak bisa kayak seperti di rumah sakit. Yang 

dari dinas, yang selama ini jalan itu bantuan tenaga aja 

karena alat dan obat sudah ada. Alat, obat, bahan habis 

pakai sudah ada semua. Jadi kita membantu tambahan 

obat, karena dari kemarin-kemarin kan khusus untuk obat 

tekanan darah, mungkin ada pengencer darahnya kalau 

ada yang butuh sebatas itu, eeee... kencing manis, 

kolesterol, tapi untuk yang datang kan biasanya itu saya 

ada pusingnya, saya ada linunya, saya batuk pilek. Nah itu 

kan otomatis gak mungkin kita gak ngasih obat to? 

Akhirnya obat-obat yang dasar itu kita ambil dari 

puskesmas. Nggeh (iya) nanti itu ke puskesmas, nanti ke 

dinas. Sistem laporannya seperti itu” – Pak Ilham selaku 

perawat desa Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, pukul 11.52 WIB) 

 

Ditambah dengan pernyataan dari dr. Hendri selaku 

perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi. Bahwa untuk pengadaan 

obat didrop oleh pihak akademisi program Smart Health dan 

kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk 

pendistribusian dan disalurkan ke puskesmas-puskesmas terkait. 

“Kalau bantuan obat dulu awalnya dari SMART Health 

langsung, kemudian ada kerjasama dari dinas obat dari 

SMART Health dimasukkan ke dinas kemudian dari dinas di 

drop kesini (ke puskesmas)”.- dr. Hendri selaku perwakilan 

Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 19 Maret 

2019, pukul 13.12 WIB) 

 

3. Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Program Smart 

Health 

Pembagian tugas merupakan cara yang dapat 

mempermudah jalannya koordinasi. Pembagian tugas pada 

program Smart Health berlaku pada jajaran kader dan seluruh 
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tenaga medis yang terlibat. Pembagian tugas pada tenaga medis 

dapat digambarkan pada pernyataan berikut ini: 

“Kemudian kita buat jadwal khusus SMART Health juga ga 

jalan, akhirnya kemarin ada dokter 2 jadi kita 1 bisa kesana 

untuk membantu program SMART Health ini. Tapi ngga tau 

ini kalau dokternya 1 masih bisa kesana apa ngga. Disana 

kegiatan POSBINDU kan kalau ngga salah 1 bulan 2 kali 

ya ? atau berapa bulan sekali itu saya lupa. Pokoknya 

kalau ada kegiatan SMART Health itu langsung. Kan di pos 

disana itu ada Bu Hermin sama Pak Ilham, di pos mereka 

ya itu kalau misal ada kegiatan POSBINDU pasti ngajak 

orang2 puskesmas kesana.” – dr. Hendri selaku perwakilan 

dari Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 19 Maret 

2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Simpen selaku Kepala 

Kader Desa Sepanjang. Bahwa terdapat pembagian tenaga medis 

untuk menangani pasien pada program Smart Health. Pembagian 

tersebut meliputi Pak Ilham sebagai perawat desa di Dusun Kasin, 

Bu Hermin sebagai bidan desa di Dusun Krajan dan Bu Ely sebagai 

bidan desa di Dusun Midek.  

“Iyaa dari kader langsung kamu ke bidan desa yang 

ditunjuk dari SH itu 2. Pak Ilham sama Bu Hermin aja. 

Disini kan 3, bidan desanya itu ada 2, perawatnya 1. Jadi 

untuk Dusun Krajan ini Bu Hermin, untuk Dusun Kasin itu 

Pak Ilham, untuk Dusun Midek itu Bu Ely.” – Bu Simpen 

selaku kepala kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 5 

Maret 2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Kemudian posisi kader juga melakukan pembagian tugas. 

Pembagian tugas dibagikan berdasarkan pembagian pos-pos 

masing-masing yang telah disepakati. Pembagian pos pada setiap 

kader tidak berdasarkan pada RT atau RW mana kader tersebut 
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tinggal. Hal ini agar tercipta rasa kesetaraan dan keadlilan. Satu 

kader dapat menangani hingga ratusan orang.  

Jumlah kader kesehatan Desa Sepanjang sebanyak 60 

orang. Namun hanya 10 kader saja yang terpilih menjadi kader 

kesehatan program, Smart Health. Dan kemudian ditambah lagi 10 

orang untuk kader program Smart Health. Sehingga total kader 

program Smart Health sebanyak 20 orang untuk saat ini. Adapun 

pembagian tugas tersebut dapat tergambarkan pada pernyataan 

berikut ini: 

“Memang menurut pos masing-masing. He’e seandainya 

saya kan wilayah pos 37 saya membawahi brapa RT.” – Bu 

Simpen selaku kepala kader Desa Sepanjang (wawancara 

tanggal 5 Maret 2019, pukul 10.15) 

 

Pada posisi akademisi program Smart Health memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai coordinator lapangan dan 

pengawas lapangan (controlling pelaksanaan di lapangan). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan di bawah ini 

“saya program koordinator. Nah ini lo, saya dibantu 2 

pengawas desa. Koordinator ya saya, dia (pak dasri) hanya 

membawahi sebenarnya eee kepanjen sama sepanjang..” – 

Bapak Budi selaku pihak akademisi dari program Smart 

Health (wawancara tanggal 31 Maret 2019, 12.08 WIB) 

 

Kemudian dipaparkan pula tugas, pokok dan fungsi dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai konsultan dan 

pengambil keputusa. Selain itu Kepala Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang turut menjelaskan terkait tugas 

pokok dan fungsi dari kader dan juga tenaga medis yang terlibat 
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dalam pelaksanaan program Smart Health. Berikut merupakan 

pemaparan hasil wawancara dengan Kepala Bidang P2P  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang: 

“Jadi ya otomatis ya kebijakan dari kepala dinas itu seperti 

apa, kalau misalnya saya mau melakukan ini dan saya 

masih ragu – ragu jadi masih konsultasi dan nunggu lah, 

tapi kalau kepala dinas sudah lakukan dengan tupoksi, jadi 

saya bisa “oh tupoksi saya di PTM” jadi saya tinggal jalan 

saja jadi kalau ada kesulitan baru konsultasi pada 

pimpinan itu tadi. Tugas pokok fungsi dari dokter itu 

sendiri dalam pelayanan masyarakat, tuggas pokok dan 

fungsi perawat itu sendiri  kepada masyarakat, tugas pokok 

dan fungsi kader ada sendiri kan. Ya contohnya itu tadi 

sudah ada batasnya tupoksinya perawat tidak boleh 

langsung mendiagnosis dan mengobati harus 

dikonsultasikan atau dirujuk pada dokter tugas pokok 

seperti itu sudah tergaris.” – Bapak Lulus Cokro (Kepala 

Bidang P2P) Dinas kesehatan Kabupaten Malang 

(wawancara tanggal 15 April 2019, pukul 12.56 WIB) 

 

4. Musyawarah dan Pelatihan Kader Pada Program Smart 

Health 

Pada pelaksanaan program Smart Health para kader selain 

melakukan pelatihan juga melakukan sharing dan musyawarah. Hal 

ini dilakukan untuk membentuk koordinasi, saling bertukar 

pendapat dan saling bantu tugas yang telag disepakati. Ini 

tergambarkan pada pernyataan informan berikut ini: 

“Itu biasanya setiap berapa minggu, perminggu atau 

bagaimana? Nda mesthi (Tidak pasti)” – Ibu Zulaikah 

selaku anggota kader Smart Health (wawancara tanggal 6 

Maret 2019, pukul 10.09) 

 

Dilengkapi dengan pernyataan dari Ibu Ulfa selaku anggota 

kader Smart Health. Bahwa pertemuan juga dilakukan dengan 
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pelatihan. Baik dari pelatihan pengambilan sampel darah atau pun 

pelatihan cara follow up pasiien. 

“Kita dilatih kalo yang kemaren kalo yang hanya follow up  

kunjungan saja hanya diliat tensi sama kadar gula kalo 

yang menyeluruh kita kan masih harus menunggu apakah 

nantinya kedepannya ini mau yang menyeluruh atau hanya 

follow up kalau hanya yang follow up itu nanti katanya per 

kader rencananya sekitar 30 pasien.” – Ibu Ulfa selaku 

anggota kader Smart Health (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, pukul 09.47) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Rapar Rutinan Kader yang Dihadiri Oleh 

Ibu Kades dan Perawat Desa 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Dilengkapi dengan pernyataan dari Ibu Simpen selaku 

Kepala Kader Desa Sepanjang. Bahwa pertemuan kader biasa 

dibarengi dengan pelatihan. Dimana pertemuan yang dibarengi 

dengan pelatihan dihadiri oleh kader-kader yang telah paham betul 

tentang program Smart Health. 

“Biasanya jam 9. Itu sharing sama bidan-bidannya sama 

kader yang ahli untuk Smart Health. Kita kerjasama, kalo 

memang ada memang antara berapa RT gitu seandainya 

seadainya ada yang sedikit itu biasanya kader kerjasama 

sama RT, jadi pak RT nya yang mengundang tapi temen-

temen kalo saya itu mesti sama pamong.” .” – Bu Simpen 
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selaku kepala kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 5 

Maret 2019, pukul 10.15) 

 

Kemudian ditambah dengan pernyataan dari pihak 

akademisi program Smart Health sebagai berikut, 

 “iya pasti ada.. pertemuan rutin, ntah itu mingguan 

bulanan pasti ada, karena apa kita juga mengecek hasil 

dari memantau mereka kesulitannya apa, kendalanya aapa 

baik pertemuan rutin atau menggunakan HP.”- Bapak 

Dasriyanto selaku pihak akademisi dari program Smart 

Health (wawancara tanggal 28 Maret 2019, 11.30 WIB) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Kader yang Hadir Pada Launching dan 

Sosialisasi Program  

Sumber: Dokumentasi Program Smart Health (2019) 
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E. Desain Kelembagaan yang Terbentuk Pada Program Smart 

Health yang Dilaksanakan di Desa Sepanjang Kabupaten, 

Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang 

1. Susunan/Alur Kelembagaan Pada Program Smart Health  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Alur Komando Penyelenggaraan Program Smart 

Health  

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2019) 

 

Alur komando dalam penyelenggaraan pelayanan program 

Smart Health ini diawali dari Tim Smart Health. Tim Smart 

Heallth yang tergabung atas beberapa akademisi memiliki sebuah 

gagasan dan kemudian menyampaikannya kepada pemerintah. 

Salah satu pemerintah yang menyepakati untuk ikut dalam 

kolaborasi program ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

Kemudian terpilihlah Desa Sepanjang sebagai desa yang ditunjuk 

sebagai tempat terlaksananya program Smart Health ini. Setelah 
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Pemerintah Kabupaten Malang mau dan merasa mampu untuk 

menerima dan menerapkan program tersebut kemudian 

menyampaikan tugas tanggungjawab program tersebut kepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.  

Hal ini disebabkan karena program Smart Health 

merupakan program pelayanan di bidang kesehatan. Setelah Dinas 

Kesehatan menerima taanggungjawab tersebut, kemudian 

menyerahkan wewenang selanjutnya kepada Puskesmas 

Gondanglegi. Sebab dimandatkannya Puskesmas Gondanglegi 

dalam pelaksanaan program karena merupakan penanggungjawab 

dari bidang kesehatan wilayah Desa Sepanjang. Hal inilah yang 

kemudian Puskesmas Gondanglegi juga menjadi penanggungjawab 

dai kader kesehatan Desa Sepanjang. Kemudian dari kader akan 

menyalurkan informasi dan melaksanakan tanggungjawabnya 

kepada masyarakat Desa Sepanjang.  

Peran antara Pemerintah Kabupaten Malang dan 

Pemerintah Desa Sepanjang saling berkoordinasi. Begitupula peran 

antara Puskesmas Gondanglegi dan kader kesehatan Desa 

Sepanjang. Kemudian pada posisi Puskesmas Gondanglegi hingga 

pelaksanaannya di masyarakat, Tim Smart Health tetap 

memantaunya. Hal ini dapat tergambarkan pada pernyataan dari 

beberapa informan di bawah ini.  

“Di pendopo diundang kebetulan yang hadir waktu itu dari 

desa saya mewakili kepala desa kemudian dari kader yang 
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sebanyak Sepanjang 10 orang kalo gak salah”. – Bapak 

Miftahul Huda selaku Sekretaris Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.56 WIB) 

 

Dilengkapi dengan pernyataan dari Bapak Ilham selaku 

perawat desa Desa Sepanjang.  Bahwa kader dapat turun ke desa 

dengan dibekali dengan pelatihan. Kader ini juga kemudian 

melakukan didampingi oleh tenaga medis bersangkutan. Sehingga 

kader mempertanggungjawabkan tugasnya kepada tenaga medis 

lapangan Desa Sepanjang. Kemudian tenaga medis lapangan akan 

mempertanggungjawabkan kepada puskesmas. Dimana nantinya 

puskesmas sebagai distributor obat-obatan akan 

mempertanggungjawabkan laporan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang. 

“…karena kader-kader juga sudah terlatih jadi kita 

mengijinkan juga mendampingi, bukan kita lepas dan 

seratus persen kita percaya tetap kita dampingi kader-kader 

kita itu untuk follow-up juga kader, jadi pemeriksaan terus 

kontrol obatnya, obatnya dari petugas. Nggeh (iya) nanti 

itu ke puskesmas, nanti ke dinas. Sistem laporannya seperti 

itu” – Pak Ilham selaku perawat desa Desa Sepanjang 

(wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 11.52 WIB) 
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Gambar 30. Struktur Organisasi Ponkesdes Desa   

Sepanjang 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

2. Alur Penanganan Pemeriksaan Kesehatan 

Pasien/Masyarakat Pada Program Smart Health 

Pada alur pemeriksaan pasien di program Smart Health ini 

hanya melibatkan 3 aktor utama. Tiga aktor utama tersebut adalah 

masyarakat, kader program Smart Health dan perawat desa atau 

bidan desa. Sedangkan aktor Puskesmas Gondanglegi dan 

rumahsakit hanya sebagai aktor pelengkap. Penjelasannya adalah 

karena masyarakar hanya dilakukan cek kesehatan oleh kader. 

Kemudian penanganan medis dan pemberian obat serta 

pemantauan lapangan dilakukan oleh perawat desa dan bidan desa. 

Adapun Puskesmas Gondanglegi dan rumahsakit hanya 

dibutuhkan saat pasien mengalami rujukan. Pasien harus dilakukan 

rujuk apabila perawat desa dan bidan desa sudah tidak dapat 
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menangani kondisi diagnosa dari pasien. Karena terdapat tiga 

kriteria warna pada pasien program Smart Heath ini, yaitu hijau, 

kuning dan merah. Dan pasien yang membutuhkan tindakan 

rujukan adalah pasien yang memiliki kesehatan dengan kriteria 

warna kuning dan merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Alur Penanganan Pemeriksaan 

Pasien/Masyarakat Porgram Smart Health 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2019) 

Hal ini dapat digambarkan pada pernyataan beberapa 

informan dibawah ini: 

“Iya, jadi dulu dari kader di screening awal. Setelah itu kan 

ada kriteria yang dirujuk kesini kalau ngga salah hijau atau 

merah itu yang baru dirujuk kesini. Sebenarnya ini kan 

awal, kegiatan POSBINDU itu kan kegiatan screening awal 

contohnya pengukuran tensi, pengingkaran lingkar perut, 

berat badan. Kemudian disana itu ada pengobatan 

sederhana. Kalau pengobatan sederhana itu memang  

membutuhkan rujukan sebenarnya langsung dibawa kesini, 

bukan dokternya yang pindah kesana. Disini tablet saya 

sudah sinkron sama itu, jadi tinggal masukkan idnya 

kemudian kodenya merah berarti langsung kita tangani.” – 

dr. Hendri selaku perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi 

(wawancara tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

 

Selaras dengan pernyataan dari Bapak Ilham selaku perawat 

desa. Bahwa dilakukan screening kondisi kesehatan pasien terlebih 

dahulu. Kemudian dilakukan penanganan dengan cek kesehatan 

rutin dan pemberian obat. Jika kondisi pasien tidak mengalami 

perubahan maka akan dilakukan rujukan. 

“… jadi setelah kita screening di desa, kita cek, kita obati, 

kalau memang itu dokter kita kalau memang berani gak ada 

arah ke jantung yang lain-lain yang harus spesialis jantung 

yang menangani kita terapi dulu, kita evaluasi dulu, kalau 

nanti membaik dan gak ada keluhan kita lanjutkan tapi 

kalau gak ada perbaikan atau memburuk kita anjurkan 

tetep ke puskesmas dulu, nanti sistem rujukannya boleh ke 

rumah sakit” – Pak Ilham selaku perawat desa Desa 

Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 11.52 

WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Tabel kartu Periksa Pasien Program Smart 

Health 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Kemudian dicontohkan dalam sebuah kasus oleh Ibu 

Simpen selaku Kepala Kader. Alur penanganan pasien yang harus 

dilalui dalam pemeriksaan hingga jika pasien mengalami rujukan. 
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“Jadi seumpamanya Bu Paitun, Bu Paitun tinggi badan 

sekian, berat badan sekian, lingkar sekian, tensi sekian, 

kadar gula sekian, itu aplikasinya kalo memang baik yaa 

hijo. Sudah nggak berlanjut. Tapi kalo kuning itu masih ada 

rujukan terus kalo merah kita berlanjut sampek ada he’e 

penanganan obat. Obatnya juga dari Smart Health itu yang 

gratis itu slama 1 tahun itu. Jadi kan setiap obat itu dapat 1 

bulan, jd kita kontrol lagi untuk anu 1 bulan kemudian. Jadi 

berapa kemudian kita kontrol obatnya dminum apa nggak.. 

1 minggu obatnya seandainya dapat 3 obat jadi diminum 

yaa tiga tiganya 1 kali.  3x itu kita kan harus tau, ooo 

obatnya habis berapa. Oo kemarin 1x saya lupa yaa kita 

tulis diaplikasi itu. Jadi seandainya dapat obat 1x 

seumpama, cuma yang kuning dapat 7. Jadi dapat 7 itu 

kemarin minum berapa? 1.” – Bu Simpen selaku kepala 

kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 5 Maret 2019, 

pukul 10.15 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Kalender Minum Obat Pasien Smart Health 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Serta dilengkapi dengan pernyataan dari Ibu Ulfa selaku 

anggota kader Smart Health. Dimana ketika pasien sudah 

dikategorikan kondisi kesehatannya berdasarkan warna yang tekah 
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ditentukan, maka akan dipantau 2 minggu sekali. Dan apakah 

selama 30 hari memiliki perubahan kondisi pasien. 

“Kan itu nanti katanya ada batasnya yang hijau kuning 

sama merah, yang kedepannya ini kalo kita yang latihan ini 

kedepannya yang 30 sudah apa ya sudah dipaketkan itu 

nanti 2 minggu sekali mau dilihat keadaanya” – Bu Ulfa 

selaku anggota kader program Smart Health (wawancara 

tanggal 6 Maret 2019, pukul 09.47) 

 

3. Peraturan yang Melandasi Terlaksananya Program Smart 

Health  

Adapun SK atau peraturan yang melandasi terlaksananya 

program Smart Health  dapat disimpulkan ikut dalam SK 

POSBINDU. Program ini khususnya masuk pada SK POSBINDU 

PTM. Untuk SK khusus program Smart Health sendiri belum ada 

karena masih tahap pelaksanaan awal. Hal ini dapat tergambarkan 

pada pernyataan beberapa informan berikut ini: 

“Kalo SK itu yang ada kan dari kader-kadernya. Kalo yang 

Smart Health ini mungkin yang yang yang yaa mungkin 

mungkin SK-nya mungkin dari dinas kesehatan. Kalo dari 

desa. Belum belum belum. Atau nanti kalo mungkin itu 

harus di SK kan di desa yaa siap saja. Lhaaa ya tidak tau 

mungkin ada kebijakan dari dinas kesehatan, di tingkat 

kabupaten seperti apa lebih mengembangkan. Kalo kader 

posbindu ini kok, kok saya mungkin SK-nya mungkin 

langsung dari dinas kesehatan atau mungkin PKM 

Gondanglegi mungkin seperti itu.” – Bapak Miftahul Huda 

selaku Sekretaris Desa Sepanjang (wawancara tanggal 13 

Maret 2019, pukul 08.56 WIB) 

 

Hal ini juga terlihat dalam pernyataan dr. Hendri selaku 

penanggungjawab pasien rujukan Puskesmas Gondanglegi. Bahwa 
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untuk sejauh Smart Health belum memiliki SK sendiri maka SK 

program tersebut masuk kedalam SK Posbindu PTM.  

“Kalau SK SMART Health ini masuk ke SK POSBINDU, 

jadi SMART Health ini setelah di akuisisi oleh dinas dia 

masuk program POSBINDU PTM (Penyakit Tidak 

Menular). Jadi PTM tidak menular itu ya itu tadi hipertensi, 

jantung, diabet dan screening awal disitu” – dr. Hendri 

selaku perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi (wawancara 

tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12) 

 

Memang untuk peraturan program Smart Health sendiri 

belum ada dan belum dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut 

merupakan pemaparan hasil wawancara  

“Nah kalo perbup ini ya, perbup ini belum kita in ya, jadi 

perlukah ,apakah tanda petik diperlukan itu perbup yaa. 

Betul, kalo memang nanti misalnya diperlukan suatu 

perbup kalo misalnya perda inii, jadi nanti deretannya 

perda ini akan mengikat apa namanya klinik atau 

pelayanan swasta ya untuk mengikat ini perlu perbup 

misalnya. Nah sementara ini kan kalo SH kan belum, ya 

artinya kan kalo itu menumpang pada posbindu,”- Bapak 

Lulus Cokro (Kepala Bidang P2P) seleaku perwakilan dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (wawancara tanggal 15 

April 2019, pukul 12.16 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Rapat Pembahasan Tentang Keberlanjutan 

Smart Health 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)  
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F. Outcome Pelaksanaan Program Smart Health  

1. Dampak yang Dirasakan Saat dan Setelah Terlaksananya 

Program SMART Health yang Dilaksanakan di Desa 

Sepanjang Kabupaten, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten 

Malang 

Dampak yang dirasakan pada program ini sangat 

bermacam-macam. Pada tataran Puskesmas Gondanglegi, dampak 

tersebut meliputi angka keberhasilan kegiatan promotif dan 

preventuf semakin berhasil, angka kunjungan di Puskesmas 

semakin kecil dan tingkat warga yang mengeluh sakit juga semakin 

kecil. Berikut merupakan tanggapa dari beberapa informan yang 

berhasil diwawancarai: 

“Ya itu tadi kegiatan preventif dan promotifnya semakin di 

dapat dan angka kunjungan kesini semakin kecil brarti 

program preventif dan promotifnya berjalan gitu kan, trus 

angka kesakitannya juga menurun.” – dr. Hendri selaku 

perwakilan Puskesmas Gondanglegi (wawancara tanggal 19 

Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Kemudian pada tataran tenaga medis di lapangan yang 

meliputi perawat desa dan bidan desa juga merasakan dampak 

pelaksanaan program Smart Health. Dampak yang dirasakan 

seperti tingkat motivasi berobat masyarakat meningkat, masyarakat 

lebih tahu dan sadar akan pentingnya kesehatan. Kemudian 

masyarakat yang tidak tersentuh akan pelayanan kesehatan menjadi 

tertangani, beserta obatnya. Sehingga tingkat pasien atau 
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masyarakat yang beresiko tinggi penyakit jantung juga menurun. 

Berikut merupakan hasil wawancara: 

“Dampak signifikannya, warga yang dulu males berobat, 

males periksa itu sebagian besar malah termotivasi, lebih 

sadar, lebih tahu kalau dia itu sakit dan dia butuh obat. 

Eeee... pasien-pasien kita yang high risk itu banyak sekali 

dengan terbantunya kemarin ini dengan adanya Smart 

Health ini angka penurunannya drastis sebenernya karena 

tertangani. Memang harusnya seperti itu. Karena orang 

yang beresiko tinggi harus diperiksa, setelah diperiksa 

kalau memang beresiko tinggi dia harus dapet obat. Sudah 

itu selesai sebenernya. Dengan adanya Smart Health 

kemarin, yang mereka butuhkan, yang kita butuhkan ini ada 

semua. Jadi langsung tertangani. Terus pasien-pasien kita 

yang gak bisa datang dengan kondisi tertentu, selama ini 

memang sudah bedrest (tirah baring), gak bisa kesini, gak 

bisa mobile (berpindah-pindah tempat) itu bisa dikunjungi 

jadi bisa diperiksa, bisa terkontrol” – Pak Ilham selaku 

perawat desa Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 Maret 

2019, pukul 11.52 WIB)  

 

Diperkuat dengan pendapat dari Ibu Simpen selaku Kepala 

Kader Desa Sepanjang. Bahwa masyarakat yang awal mula hanya 

percaya dengan penyakit bawaan takhayul seperti santet atau guna-

guna kemudian sadar dan percaya akan pemeriksaan medis. 

Masyarakat yang kemudian sadar dengan pemeriksaan medis 

terlebih dengan setelah program Smart Health masuk dan 

terlaksana di Desa Sepanjang dan memebrikan pengarahan kepada 

masyarakatnya.  

“Kalo sebelum, sebelumnya itu kan masyarakat yaa itu 

nggak pernah ceeek, pos lansia aja jarang datang. Terus 

koyo ogah-ogahan ternyata kok banyak orang langsung 

meninggal langsung meninggal itu kan. Tapi akhirnya 

sedeng ada Smart Health ada pengarahan itu beda. Ooo 

dadi pnyakit jantung seperti ini. …Terus banyak yang itu 

akhirnya sadar betul, masyarakat itu sadar tapi yaa banyak 
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yg sadar daripada yang ndak gitu loo.” – Bu Simpen selaku 

Kepala Kader Desa Sepanjang (wawancara tanggal 5 Maret 

2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Selaras dengan pendapat dari Bapak Miftahul Huda selaku 

Sekretaris Desa Sepanjang. Bahwa masyarakat menjadi lebih sadar 

dan rutin memeriksakan kesehatannya. Begitupula dengan 

masyarakat yang terdiagnosa yang kemudian cek kondisi kesehatan 

secara rutin dan berlaku juga denegan jadwal minum obatnya. 

“Iyaa sadar anunya yaa itu artinya memeriksakan diri itu 

nge-cek nge-cek tensinya itu sadar gulanya, lhaaa 

meminum obatnya juga seperti itu” – Bapak Miftahul Huda 

selaku Sekretaris Desa Sepanjang (wawancara tanggal 13 

Maret 2019, pukul 08.56 WIB) 

 

Pihak masyarakat juga sangat merasakan dampak dari 

pelaksanaan program Smart Health. Dampak yang dirasakan 

masyarakat adalah mereka menjadi tahu keadaan kesehatan 

masing-masing individu. Selain itu masyarakat juga dapat 

memantau kesehatan mereka baik secara individu maupun keluarga 

dan tetangga sekitar. Sehingga ketika masyarakat mengalami atau 

mengetahui adanya perubahan kesehatan berdasarkan kondisi maka 

akan dapat tertangani dengan tepat waktu. Dan hal ini dapat 

mengurangi terlambatnya penyakit yang tertangani. Hal tersebut 

tergambar pada hasil wawancara berikut ini: 

“Inggeh (iya), kalau sebelum ada pemeriksaan kan 

otomatis kita tidak tahu bermasalah dengan apa kan tidak 

tahu, trus ngeten kan saget mantau (trus begini kan bisa 

memantau), kalau tidak ada masalah ya Alhamdulillah kan 

ngoten (begitu) lho kalau dinyatakan tekanan darah bagus 

ya bagus kan Alhamdulillah ngoten (begitu), nek e (kalau) 
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trus ada masalah kan bisa segera ditangani kalau memang 

harus serius kan nanti dianjurkan kemana, kepuskesmas, 

kerumah sakit kan ngoten (kan begitu).” – Ibu Nurul selaku 

masyarakat/pasien kategori hijau (resiko rendah 

kardiovaskular) (wawancara tanggal 6 Maret 2019, pukul 

10.49) 

 

Dampak yang dirasakan dalam program Smart Health 

menurut pihak akademisi juga sangat positif. Dengan adanya 

program ini, para tenaga medis yang pada kenyataannya sangat 

sulit untuk menangani banyaknya jumlah pasien terbantu. Selain itu 

dengan program ini, tempat-tempat yang sulit dijangkau akan lebih 

mudah untuk menerima pelayanan pengobatan. Hal ini dinyatakan 

dakam pemaparan hasil wawancara berikut: 

“yaa satu, yang jelas itu pragmatisnya kan membantu 

orang yang sakit untuk tidak sakit. Nah kalo yang tidak 

pragmatisnya itu ya harapannya sasarannya meningkat 

menimbulkan kesadaran.” – Bapak Budi selaku pihak 

akademisi dari program Smart Health (wawanvcara tanggal 

31 Maret 2019, 12.08 WIB) 

2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Smart Health 

Pelaksanaan program Smart Health juga memiliki berbagai 

kendala. Salah satunya adalah sulitnya merubah pemikiran 

masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk peduli akan kesehatan 

pribadinya. Selain itu terdapat juga beberapa kendala lain. Adapun 

kendala tersebut dapat tergambarkan dalam hasil wawancara 

beberapa informan berikut ini: 

Pada segi presepsi pihak Puskesmas Gondanglegi 

menganggap sulitnya merubah mindset masyarakat untuk peduli 
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dengan kesehatannya membuat sulitnya program ini sukses 

maksimal. 

“Ya itu tadi, karena mindset masyarakat kalau tidak diberi 

obat ya belum ditangani. Jadi mindset masyarakat itu setiap 

ada kegiatan POSBINDU harus dikasih obat, seperti itu.”  - 

dr. Hendri selaku perwakilan Puskesmas Gondanglegi 

(wawancara tanggal 19 Maret 2019, pukul 13.12 WIB) 

 

Presepsi Bapak Ilham sebagai perawat desa atau tenaga 

medis lapangann memaparkan bahwa kendala di lapangan adalah 

kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang terlibat. Hal ini 

menjadukan kendala karena perbandingan antara jumlah kader baik 

Smart Health atau kader bukan Smart Health dan masyarakat Desa 

Sepanjang sangat timpang. Selain itu permasalahan lainnya adalah 

ketidaksempurnaan server dan aplikasi. Ketidaksempurnaan ini 

terlihat dimana ketika data pasien telah ter-entri pada aplikasi, 

kemudian pada pemeriksaan selanjutnya data hilang dan harus di 

entri ulang kembali. Hal ini dipaparkan sebagai berikut:  

“Servernya waktu dulu kita kesulitan servernya. Kadang 

ada yang gak muncul, seperti itu. ID nya gak muncul. 

Kadang waktu difollow-up itu kita masukkan data kan 

sudah dari kader, kita nge-link, kita masukkan ID ke 

androidnya petugas saya sama bu Hermin ini kadang 

pasien tidak terdaftar, pasien ini datanya gak muncul 

kadang. Mungkin aplikasinya, sistemnya dulu ngesave 

(menyimpan)nya juga gini, jadi habis dari... harusnya 

android itu habis dari kader ditensi tiga kali,  BB (Berat 

Badan) dan semua ini harusnya kan waktu kita entry ID itu 

sudah muncul, kita tinggal masukkan obatnya. Itu gak.  

Saya harus masukkan tensinya lagi. Tinggal ngetik, ID 

muncul jret, nama kan otomatis muncul tinggal next 

(lanjut), o tensi nya segini, next, next, ntar tinggal ngentry 

obatnya itu. Nah itu kemarin kita manual lagi” – Pak Ilham 
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selaku perawat desa Desa Sepanjang (wawancara tanggal 6 

Maret 2019, pukul 11.52 WIB) 

 

Pada presepsi permasalahan kader, kader memiliki 

permasalahan terkait turun ke lapangan memberikan pelayanan 

pemeriksaan kepada masyarakat. Kader berpendapat bahwa 

permasalahan terjadi saat proses door-to-door berlangsung. Ini 

menjadikan masalah karena masyarakat yang enggan untuk 

memberikan ijin terhadap para kader guna melakukan penataan 

kesehatan maupun pemeriksaan. Kemudian penyambung kepada 

susahnya memahamkan masyarakat akan kegiatan yang dilakukan 

pada kader.  Seperti pada pemaparan berikut ini: 

 

“Kalo pelatihan itu ndak ada masalah, tapi yang 

hambatannya itu door to door-nya kepada masyarakat itu 

yaa maaf aja lek teman-teman memang banyak-banyak 

keluhan waktu door to door-nya itu.”– Ibu Simpen selaku 

Kepala Kader Desa Sepanjang (Wawancara tanggal 5 Maret 

2019, pukul 10.15 WIB) 

 

Kendala lain yang dihadapi kader dalam pelaksanaan 

program Smart Health tidak hanya masalah door-to-door dan 

memahamkan masyarakat akan pentingnya kesehatan saja. Kader 

juga merasa kesulitan ketika masyarakat sulit untuk bersedia 

diperiksa kondisi kesehatannya. Masyarakat juga susanh untuk 

meminum obat terlebih meminumnya secara rutin. Selain itu juga 

terdapat masyarakat yang sudah tidak bisa berjalan jauh sehingga 

kesulitan untuk melakukan cek kondisi rutin saat pemeriksaan 
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POSBINDU maupun Smart Health. Berikut merupakan data 

pemaparan hasil wawancara 

“Kalo saya si, oh kendala yang begitu misalnya responden 

ada yang sulit didatangi, sulit diperiksa, terus susah minum 

obat itu kendala-kendalanya terus saya berusaha untuk 

cara mnengatasinya saya dekati perlahan-lahan saya ajak 

untuk mengerti, terus yang lain-lain misalnya rumahnya 

ada yang jauh kemudian ada yang tidak bisa berjalan jauh, 

nah kalo yang begitu-begitu memang saya datangi 

kemudian saya mintakan obat ke bu bidan, saya usahakan 

ibu ini kalo tensi  tinggi harus minum obat” – Ibu Zulaikah 

selaku anggota kader Smart Health (wawancara tanggal 6 

Maret 2019, pukul 10.09) 

 

Pada presepsi pemerintah desa yang diwakili oleh 

Sekretaris Desa Sepanjang menuturkan bahwa kendala yang 

dihadapi pada program ini adalah kualitas sumberdaya manusia 

dari para kader. Selain itu tidak semua masyarakat mau dan mampu 

dalam menjalani tugas sebagai kader kesehatan. Hal inisesuai 

dengan pernyataan berikut: 

“Hambatan yaaa mungkin dari, dari, dari kader-kader itu 

kan mungkin tidak semuanya secara akademis mungkin 

mencukupi lah, artinya mungkin yaa. Tapi alhamdulilllah 

mungkin walaupun pendidikannya hanya SMP ataupun 

cuma SMA, tapi dengan adanya pelatihan-pelatihan itu bisa 

bisa menjadi kader yang terampil” – Bapak Miftahul Huda 

selaku Sekretaris Desa Sepanjang (wawancara tanggal 13 

Maret, pukul 08.56) 

 

Tambahan mengenai kendala pelaksanaan program Smart 

Health juga disampaikan oleh pihak akademisi. Kendala yang 

dipaparkan pada presepsi akademisi adalah pihak Dinas Kesehatan 

Kab. Malang yang terkesan pasif dan tidak mau tau. Selain itu 

akademisi berpendapat bahwa Dinas Kesehatan Kab. Malang 
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terkesan lepas tangan dan benar-benar tidak memahami tentang 

kondisi lapangan. Selain hal tersebut ketidak-sepahaman antara 

kader, puskesmas dan dinas kesehatan membuat mereka tidak 

benar-benar paham akan tugas pokok dan fungsi mereka dalam 

menjalankan program. Kendala tersebut dipaparkan pada 

pernyataan pihak akademisi berikut ini, 

“ya kendalanya apa ya, terutama mengenai mensupport 

mereka ya. Target waktu itu yang harus pekerjaan itu harus 

diselesaikan kadang kita sudah mensupport gini ya 

kendalanya mungkin banyak kader yang belum bisa 

menyelesaikan tugas mereka ya dengan berbagai macem 

alesan lah. Nah sebetulnya kalo menurut saya dari 

kelembagaannya menurut pengamatan  saya itu, dari dinkes 

sendiri apa yang harus saya lakukan itu dia juga masih 

bingung untuk program ini saja masih bingung gitu. Kalo 

mereka ditingkat dinkesnya aja bingung bagaimana bisa 

mengimplementasikan seharusnya mereka itu harus lebih 

banyak komunikasi dengan kita, bukan kita berkomunikasi 

dengan mereka. Ya pasiff, padahal itu kan program mereka 

bukan program kita, kita kan hanya fasilitator. Seharusnya 

mereka lebih banyak proaktif dengan kita bukan kita yang 

proaktif dengan mereka.” – Bapak Dasriyanto selaku pihak 

akademisi dari program Smart Health (wawancara tanggal 

28 Maret 2019, 11.30 WIB)  

Akademisi lain menambahkan bahwa selain permasalahan 

dan kendala menurut presepsi akademisi masih terdapat kendala 

lain. Kendala ini menyangkut tentang permasalahan koordinasi 

denga para donator hibah (dari luar negeri). Perbedaan kemajuan 

teknologi komunikasi dan perbedaan kondisi kultur dan budaya 

membuat mereka sering bersalahpaham dengan pihak akademisi 

Smart Health. Selain itu pada masa pengenalan persiapan 
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pelaksanaan program, pra kader Smart Health menolak untuk 

melakukan screening kader. Berikut merupakan pemaparannya: 

“Ya kalo hambatannya selama ini kalo dengan SH ya 

karena bulenya tidak selalu stay disini jadi dia kunjungan 

beberapa, kalopun kita komunikasi itu lewat skype. Lha 

kadang kader wes mlaku beberapa ini ilang ndadak baleni 

lagi.. Iya jarak. Sebenernya jarak itu bukan masalah , aa 

selama apa ya.. ya jarak itu ya, karena kehadirannya kan 

ga bisa gitu lo, jadi programmer. Dulu itu bulenya waktu 

kesini saya nempelin gitu. Nah dia pas mba asri kesini pak 

jarwo juga kesini, sc juga ke sini, dia bilang ya program 

supervisor ini is not effective , jadi supervisor program, nah 

ya kan, itu tidak efektif, ngapain kan sudah di input gitu, 

tapi karena saya sudah punya , bahkan programmernya 

dulu di sini bahkan dengan adminnya, itu apa namanya, 

namanya teknologi ya saya itu tidak yakin 100% dengan 

teknologi, sekarang gini, teknologi ya. Nah makanya, saya 

bukannya tidak mau ngikut kemajuan jaman. Saya ngikuti 

kemajuan teknologi tapi saya perlu back up, karena culture 

di Indonesia kan belum secanggih disana. Akhirnya yang 

selisih itu di bahas. Akhirnya bisa menyelamatkan banyak. 

Nah itu suka dukanya seperti itu, akhirnya dia tidak bilang, 

supervisor not effective justru itu temuan, itu disebut 

findings di Indonesia seperti itu.. na udah terus kita 

laporkan” – Bapak Budi selaku pihak akademisi program 

Smart Health (wawancara tanggal 31 Maret 2019, 12.08) 

 

Ditambahkan pula oleh Bapak Budi selaku pihak akademisi 

program Smart Health bahwa terdapat juga permasalahan dimana 

ketidakresponan dari dinas kesehatan dan puskesmas. Berikut 

pemaparannya 

“Jadi harus ke puskesmas terus ke dinas kesehatan, tapi 

puskesma itu kadang gak respect . Yang gak respect  itu 

puskesmas. Jadi semua itu masuk program. Namanya 

dengan dinkes ii yoo wes ora mlaku, aras-arasen, mlaku 

gelem nganggo duik (yaa tidak akan jalan, sudah malas, 

mau jalan kalau ada uangnya).” 
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Menurut akademisi, masyarakat juga beberapa masih sulit 

dalam menyadari pentingnya kesehatan. Selain itu beberapa dari 

masyarakat juga masih merpercayai kepercayaan nenek moyang 

daripada tenaga medis atau pengecekan kesehatan oleh kader. 

“Lho iya, pasien itu kalau disuruh cari obat ke dukun di 

Kediri mau, tapi kalau disuruh ngambil obat di Bu Hermin 

alasannya jauh, ga punya uang. Kalau misalkan nyari buah 

yang bisa ngobatin struk dan adanya di Kediri lereng 

gunung tidak keberatan, jadi kenyataannya gitu. Lho 

harapannya itu pemeriksaan SH itu sistemnya kader 

membantu ngecek” 

 

Pernyataan tambahan dari Bapak Budi selaku pihak 

akademisi dari program Smart Health juga mengatakan kendala 

lain.  Hal ini bahwa ketika masa palaksanaan percobaan selesai dan 

tiap desa dihimbau untuk melanjutkan, namun mereka mengalami 

kesulitan. Berikut merupakan pemaparannya: 

“Sepanjang itu kan kader mau jalan susah. Karena satu 

nyediain sendirian. Nyediain sendirian kan yoo mikir duit. 

Terus susah kemarin dia mau beli sendiri yaa di ditukarkan 

yaa. Tapi kader di takut-takuti gak boleh memungut 

aturannya. Lha saya ngadep pak lurahnya, pak lurahnya 

gak mau. Lhaaa. Mau keliling sendiri ada yang nanti 

mungkin Bu Simpen. Kalo yang lainnya gak berani. Gak 

ada SK-nya kan  gak berani. Nhaa nggak mungut. Terus ee 

disatu sisi Bu Hermin sama Pak Ilham itu nanti kalo Smart 

Health itu diselesaikan sendiri yang bantu saya gak ada. 

Dan ada yang ini looo shhh sudah gak bisa apa-apa 

ngatang-ngatang (terbaring) itu loo. Lah seperti itu loo. 

Dulu kita jemput. lha sekarang kan gaada. Jadi sebenernya 

untuk swakelola itu ngajari. Tapi gak bisa, Sepanjang gak 

bisa karena kader itu takut dengan eee kesdes dan 

sebagainya itu.” 

 

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi adalah 

koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
 

Puskesmas Gondanglegi selaku penanggungjawab program di 

lapangan tidak sinkron. Selain itu pihak peemrintah dari Dinas 

kesehatan Kabupaten Malang dan Puskesmas Gondanglegi tidak 

memiliki keberanian untuk melakukan penarikan. Hal ini 

dinyatakan pada hasil wawancara berikut ini: 

“kendalanya mungkin kalo kita membangun komitmennya 

dgn puskesmas ini kurang pas, artinya masih belum paham 

betul ya kadang-kadang kan ya ini waktunya pelaksannaan 

pemeriksaan ya dokternya yang ijin, ditinggal rapat, yang 

ini seperti itu. Tapi kalo udah membangun suatu komitmen, 

mungkin rapat bisa diwakilkan dan sebagainya”- Bapak 

Lulus Cokro (Kepala Bidang P2P) selaku perwakilan ddari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (wawancara tanggal 15 

April 2019, pukul 12.16 WIB) 

 

Hal ini juga terkendala dengan tidak adanya payung hukum 

yang melandasi terlaksananya program Smart Health. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang menghendaki Pemerintah Desa 

Sepanjang dapat mengeluarkan peraturan desa (perdes) terkait 

dengan pelaksanaan program Smart Health. 

“kemudian kita arahkan untuk perdes ya peraturan desa 

misalnya ya itu sebagai payung hukumnya kader-kader 

untuk menarik bahwa ini sudah diatur misalnya seperti itu 

baru perlu produk hukumnya itu, sementara ditingkat 

perbup atau perda masih belum gitu, karena munculnya 

tadi itu dengan dinamikanya akhirnya bantuan dari kita 

nda mencukupi masyarakat mau swadaya ya ini supaya 

tidak melanggar hukum harus diadakan perdes atau itu” - 

Bapak Lulus Cokro (Kepala Bidang P2P) selaku perwakilan 

ddari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (wawancara 

tanggal 15 April 2019, pukul 12.16 WIB) 
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Gambar 35. Pembahasan Keberlanjutan Smart Health 

Bersama Pemerintah Desa Sepanjang 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

Adapun masyarakat juga memiliki berbagai kendala. 

Kendala yang dihadapi masyarakat terkait pelaksa  naan program 

Smart Health adalah karena sasaran program banyak terdapat 

orang-orang tua/lansia (lanjut usia)/lansia ini rata-rata tidak 

memiliki kendaraan untuk menuju pos Ponkesdes terdekat guna 

peemriksaat rutin. Selain itu bahkan juga lansia sudah tidak 

sanggup untuk berkendara. Kendala ini diperparah dengan 

kurangnya perhatian dari anggota keluarga para lansia. Selama 

observasi, beberapa lansia mengaakan bahwa beliau tidak dapat 

berangkat ke pos Ponkesdes utnuk memeriksakan rutin 

kesehatannya karena tidak ada yang mengantar. Walaupun kadang 

juga ada beberapa lansia yang dibantu dan diantarkan oleh tetangga 
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yang bersangkutan untuk menuju ke Poskesdes atau Posbindu.. 

(Hasil observasi selama penelitian).  

3. Manfaat yang Diperoleh dalam Pelaksanaan Program Smart 

Health  

Manfaat yang dirasakan dari terlaksananya program Smart 

Health diungkapkan oleh Ibu Nurul selaku salah satu masyarakat 

atau pasien yang memeriksakan diri pada program Smart Health. 

Bersangkutan memaparkan bahwa manfaat ini terkait dengan 

tujuan dari keluarga. Tujuan tersebut adalah diri sendiri sehat, anak 

sehat dan keluarga pun sehat. 

 “Inggeh kan iku tujuane kan hehehe, tujuannya kan hidup 

sehat awakdewe sehat, anak sehat, keluarga sehat kan 

ngoten. (iya memang itu tujuannya kan, tujuanya hidup 

sehat untuk diri sendiri, anak dan keluarga)” – Ibu Nurul 

Hidayati selaku masyarakat/pasien resiko rendah 

kardiovaskular program Smart Health (wawancara tanggal  

6 Maret, pukul 10.49 WIB) 

 

Selain itu manfaat lain juga dipaparkan oleh Bapak Budi 

sebagai salah satu akademisi pada program Smart Health. Bapak 

Budi memaparkan bahwa manfaat pelaksanan program Smart 

Health tentu saja keilmuan bertambah, baik dari keilmuan 

masyarakat sendiri, pemerintah, tenaga medis maupun akademisi 

sendiri. Hal tersebut juga berkaitan dengan penemuan faktor yang 

tidak terduga selama penelitian atau biasa disebut dengan 

randomness failed control. 

“yaa kalau saya jelas dari sisi keilmuan kan nambah, SH 

itu apa terus selama ini saya seringnya longitudinal , 
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profesional, sekarang apa namanya? Randomness failed 

control (?). di Indo itu masih langka.” – Bapak Budi selaku 

pihak akademisi dari program Smart Health (wawancara 

tanggal 31 Maret 2019, 12.08 WIB) 

 

B. Pembahasan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Program 

Smart Health di Desa Sepanjang 

Kemajuan teknologi sangat berkembang demikian pesatnya. 

Kemajuan teknologi tidak hanya dialami oleh negara-negara maju saja, 

namun juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan 

kemajuan teknologi di Indonesia kemudian mempengaruhi berbagai 

sektor. Sektor-sektor tersebut melipti sektor ekonimi, sosial, pendidikan, 

pertahanan/kemiliteran bahkan kesehatan.  

Salah satu yang terkena dampak perkembangan teknologi adalah 

sektor kesehatan. Perkembangan teknologi yang juga dibarengi oleh 

reformasi birokrasi di Indonesia membuat pemerintah dan juga akademisi 

Indonesia berusaha untuk terus mengembangkan berbagai program. Hal ini 

tentu bertujuan untuk menciptakan negara yang lebih berkedepanan, 

berkemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu pengembangan program yang berhasil diciptakan adalah 

program Smart Health. Smart Health merupakan program yang berhasil 

akademisi dapatkan dan terinspirasi dari Negara India.Kemudian berhasil 

dibawa dan diadaptasi ke Indonesia. Pada setiap pelaksanan program hal 

yang paling ditekankan adalah pada segi tersinerginya aktor-aktor 

pelaksana yang terlibat dalam program atau dalam konteks ini disebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 
 

dengan berhasilnya proses kolaborasi antar aktor di dalam program. 

Demikian pula pada pelaksanaan program Smart Health di Indonesia.  

1. Kekuatan atau sumber daya dari program SMART Health yang 

dilaksankaan di Desa Sepanjang, Keecamatan Gondanglegi, 

Kabupaten Malang 

Smart Health merupakan program aplikasi yang dikeluarkan 

pemerintah yang bekerjasama denga akademisi untuk mengurangi 

kematian akibat penyakit jantung. Program ini melibatkan masyarakat, 

kader desa, pemerintah, akademisi dan tenaga medis puskesmas dalam 

pelaksanannya. Program Smart Health merupakan adaptasi dari 

program pelayanan kesehatan dari India. Program ini dikhususkan 

untuk masyarakat lanjut usia dengan kisaran umur 40 tahun keatas. 

Sasaran utama dari penanganan penyakit di program Smart Health. 

Pada program Smart Health bertujuan untuk menekan angka 

penderita dan kematian akibat penyakit jantung. Selain itu pada 

program ini menggunakan teknologi IT dengan menerapkan pelayanan 

kesehatan berbasis aplikasi. Pada program ini, membutuhkan bantuan 

dari kader yang merupakan masyarakat terlatih yang siap menangani 

pelayanan kesehatan. Awal kemunculan program ini ada di tahun 

2016, kemudian terlaksana secara pasti pada tahun 2017. Kemudian 

tempat pelaksanaan program Smart Health telah disepakati ada di 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.  
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Pelaksanaan program Smart Health dipilih di Kabupaten Malang 

sendiri karena salah satu akademisi pencetus program berdinas kerja di 

Kabupaten Malang. Penempatan desa di Kabupaten Malang sendiri 

telah terlaksana di beberapa desa, salah satunya adalah Desa 

Sepanjang. Alasan pemilihan Desa Sepanjang sebagai desa pelaksana 

program adalah karena salah satu pencetus merupakan dokter yang 

berdinas kerja di Desa Sepanjang. Pemilihan Desa Sepanjang ini 

dimulai dari alasan dimana Desa Sepanjang juga merupakan desa 

terluas di Kecamatan Gondanglegi. Sehingga salah satu pendiri 

tersebut melihat lokasi, topografi dan keadaan Desa sepanjang yang 

dirasa sangat cocok untuk pelaksanaan program ini.  

Selain itu awal mula pemilihan Kabupaten Malang sebagai kota 

atau kabupaten terpilih dalam pelaksanaan program Smart Health 

adalah Kabupaten Malang sebagai kabupaten terinovasi. Hal ini 

diungkapkan oleh Kepala Bidang P2P sebagai perwakilan dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang. Kemudian Kabupaten Malang juga 

memiliki permasalahan terkait dengan penyakit tidak menular (PTM). 

Dimana PTM di Kabupaten Malang masih dan terus merupakan 

penyakit yang paling berbahaya. Akhirnya dengan sinkronnya hal 

tersebut kemudian dipilihlah Kabupaten Malang sebagai kota atau 

kabupaten pelaksana program. 

Awal pertama kali diperkenalkannya program Smart Health di 

Desa Sepanjang pada tahun 2016. Awal perkenalan program 
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disampaikan oleh akademisi program yaitu Bapak Sujarwoto dan Ibu 

Asri. Perkenalan ini diawali dengan sosialisasi para akademisi bersama 

pihak Pemerintah Desa Sepanjang. Sosialisasi juga bukan hanya 

diperkenalkan kepada para kader yang merupakan pelaksana utama 

program namun juga masyarakat desa. Hal ini berkaitan dengan data 

kesehatan dari masyarakat serta survey kondisi serta sasaran program 

yaitu masyarakat yang beresiko tinggi penyakit jantung.  

Setelah sosialisasi selesai, dilakukan screening para kader untuk 

memilih kader yang berkomitmen dan berkualitas. Screening kader 

dilakukan pada tahun 2016 an terpilih 20 kader program Smart Health, 

kemudian dilanjutkan dengan pelatihan hingga tahun 2017. Pelatihan 

kader sendiri meliputi berbagai macam, seperti mengukur tekanan 

darah, lingkar perut, tinggi badan dan berat badan serta pengambilan 

sampel darah.  Setelah itu baru dimulailah pelaksanaan program Smart 

Health pada tahun 2017 hingga 2018.  

Pelaksanaan program ini tiap aktor memiliki perannya masing-

masing. Untuk tugas dari pihak akademisi dalam program Smart 

Health ini adalah melakukan kontrol atas tugas-tugas dari para aktor 

pelaksana lainnya. Mulai dari melakukan screening kader, pelatihan 

sebelum pelaksanaan program, serta pengawasan selama pelaksanaan 

program. Sedangkan tugas dari pihak kader adalah sebagai pelaksana 

lapangan. Pelaksana lapangan meliputi pengawasan konsumsi obat tiap 

pasien beresiko tinggi penyakit jantung, pengukuran dan pengecekan 
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kesehatan masyarakat khususnya masyarakat sasaran program, serta 

pelayanan door-to-door pada program. 

Screening dan pelatihan kader dilakukan guna mendapatkan 

sumber daya manusia pada aspek kader yang bermutu dan berkualitas. 

Selain background yag berkualitas, dalam pelaksanan program 

dibutuhkan kader yang berkomitmen, disiplin dan bertanggung jawab. 

Alasan hal tersebut karena terpilihnya kader yang berkualitas akan 

mempengarui keberhasilan dari program Smart Health sendiri. 

Tugas dari perawat desa pada program Smart Health ini sendiri 

adalah sebagai pengontrol jalannya pelaksanaan program. Artinya 

perawat desa maupun tenaga medis yang telah ditunjuk pada program 

ini akan menangani masalah pengobatan dan tindak lanjut. Tindak 

lanjut dilakukan kepada pasien atau masyarakat yang terdiagnosa atau 

beresiko tinggi penyakit jantung.  

Pada program Smart Health, puskesmas mempunyai beberapa 

peran. Peran puskesmas pada program Smart Health salah satunya 

adalah sebagai tindak lanjut pemeriksaan kesehatan pada pasien atau 

masyarakat (rujukan). Selain itu puskesmas juga memiliki tugas 

sebagai pemasok obat rutinan. Obat rutinan ini diberikan puskesmas 

guna pemberian obat pada pasien atau masyarakat yang membutuhkan 

pada program Smart Health lewat tenaga medis yang ditugaskan untuk 

melakukan penanganan lanjutan di Desa Sepanjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 
 

Adapun peran Dinas Kesehatan menurut pernyataan Kepala Bidang 

P2P selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dinas 

kesehatan telah melakukan berbagai tugas. Kepala Bidang P2P Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang memaparkan bahwa dinas kesehatan 

telah membantu dalam sosialisasi program Smart Health disebanyak 

150 desa secara bertahap. Selain itu dinas kesehatan juga telah 

membantu dalam melakukan pelatihan, telah menyiapkan obat, dan 

memfasilitasi kebutuhan lainnya. Namun, pada segi pemenuhan 

kebutuhan seperti barang habis pakai, dinas kesehatan belum mampu 

menyediakannya. Barang habis pakai dalam pelayanan kesehatan pada 

program Smart Health meliputi kertas cek gula darah, asam urat, jarum 

suntik, sarung tangan dan lain sebagainya 

Selain itu seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses program 

Smart Health ini melakukan pemeriksaan secara rutin. Periode 

pemeriksaan rutin yang dilakukan berdasarkan jadwal yang berasal 

dari posyandu atau ponkesdes. Masyarakat kemudian akan diberikan 

kartu rekam medis yang wajib dibawa pada saat datang rutin 

melakukan cek kesehatan dan penanganan pengobatan.  

Namun pada pihak pemerintah dari pemerintah desa sendiri tidak 

dapat memberikan banyak bantuan terkait pelaksanaan program 

Smarth Health. Pihak pemerintah desa hanya dapat memberikan 

fasilitas penunjang kegiatan seperti tempat rapat. Selain itu pemerintah 
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desa hanya juga dapat sedikit membantu dengan memberikan 

konsumsi pada beberapa acara kegiatan Smart Health 

Kemudian dalam pelaksanaan program Smarth Health 

membutuhkan banyak biaya terkait. Biaya tersebut guna memenuhi 

kebutuhkan pelaksanaan program yang meliputi medical bag, alat 

pengukur tekanan darah tinggi, pengukur tinggi badan, pengukur berat 

badan, pengukur lingkar perut, pengukur tingkat asam urat, kolesterol 

dan gula dalam darah. Kemudian terdapat perlengkapan habis pakai 

yaitu peralatan suntik, handscoon (sarung tangan), batu baterai dan lain 

sebagainya.  

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program telah 

disokong oleh donator dari luar negeri (nuniversitas luar negeri yang 

bersangkutan dengan program). Namun hubah tersebut terbatas dan 

hanya sampai pada tahap selesainya program awal hingga tahun 2018. 

Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah guna 

melanjutkan pembiayaan pelaksanaan program tersebut.  

2. Kondisi Awal Dari Program SMART Health yang Dilaksanakan di 

Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten 

Malang 

Program Smart Health ini pertamakali di launching oleh 

pemerintah di pendopo Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang 

dihadiri oleh para akademisi, para pejabat pemerintah dan para kader 

yang terlibat dalam eksekusi pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di 
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Desa Sepanjang diawali dengan pelatihan pada bulan April tahun 2016 

hingga tahun 2017. Kemudian tahun 2017 sekitar bulan Januari dan 

Februari mulai pelaksanaan pelayanan kesehatan menggunakan 

program Smart Health. 

Pada saat awal pengenalan program Smart Health para kader 

mengaku siap saat mendapat informasi terkait akan dilaksanakannya 

program di Desa Sepanjang. Saat melakukan screening  kader pun 

kepala kader melakukan screening dengan ketat. Pengetatan sistem 

screening  dilakukan guna memperoleh kader program yang benar-

benar berkualitas dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas 

sebagai kader. Ini mengingat jumlah kader mencapai 60 orang kader di 

Desa Sepanjang dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun 

sebelum adanya program Smart Health para kader telah melakukannya 

sebagai kader kesehatan di program sebelumnya. 

Hal ini terpaparkan pada pernyataan dari pihak Puskesmas 

Gondanglegi sebagai tenaga medis lanjutan dan Kepala Bidang P2P 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Bahwa program Smart Health 

sama dengan program POSBINDU PTM yang telah ada sejak kisaran 

tahun 2000an. Namun perbedannnya adalah pada segi penggunaaan IT. 

Melalui kecangguhan teknologi IT, pelayanan kesehatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan seluler android. Sehingga yang awal 

mula tenaga medis harus turun ke masyarakat dapat digantikan dengan 
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kader-kader kesehatan desa yang telah terlatih serta rekam medis yang 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi android.  

Turunnya kader-kader kesehatan desa sebagai pengganti tenaga 

medis desa bukan berarti tenaga medis melepaskan tanggungjawabnya. 

Tenaga medis desa tetap melakukan pendampingan terhaadap para 

kader. Namun tenaga medis memiliki tugas yang lebih ringan karena 

pengawasan konsumsi obat pasien dan follow-up kondisi pasien 

dibantu oleh kader desa. 

Keberhasilan program ini diyakini berhasil oleh beberapa pihak 

pelaksana. Diantaranya adalah pernyataan dari perawat desa, kader, 

serta sekretaris desa yang merasakan terbantunya masyarakat Desa 

Sepanjang berkat program ini. Sekeretaris desa menghimbau kepada 

masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin melalui POSBINDU. 

Selain itu dengan adanya dukungan dari tim para kader Smart Health 

serta pelaksanaan program yang sudah nyata diyakini akan 

menyukseskan program. 

Namun bagi para akademisi dari program Smart Health, 

pelaksanaan masih dirasa kurang maskimal. Keberhasilan program 

belum dapat terlihat ketika program tersebut masih dalam tahap 

pelaksanaan. Namun untuk sejauh ini dapat dikatakan belum berhasil.  

Tingkat keberhasilan kurang lebih sekitar 600 orang dari target pasien 

telah dilakukan follow-up. Atau sekitar 70%-80% pelaksanaan 

program dapat dikatakan berhasil.  
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Keberhasilan program dapat terlihat dari pemeriksaan, jumlah 

pasien yang difollow-up, penerimaan obat oleh pasien dan pemantauan 

kalender minum obat. Namun untuk sejauh ini hanya sekitar 10%-15% 

keberhasilan atau sekitar 100 orang pada pelaksanaan program. 

Terlihat dari pengukuran pada aplikasi bahwa belum diinput atau 

diterimanya laporan perkembangan pasien. Laporan perkembangan 

pasien juga meliputi kalender minum obat, penerimaan obat oleh 

pasien dan hasil follow-up rutin. 

3. Proses Kolaborasi Program Smart Health yang Dilaksanakan di 

Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten 

Malang 

Pada pihak Pemerintah Desa Sepanjang berpendapat program 

Smart Health akan berhasil pelaksanannya. Dapat terlihat bahwa 

ksejauh masa percobaan pelaksanaan program masyarakat sangat 

terbantu akan kehadiran dari program ini. Dan menghimbau kepada 

para masyarakat agar hasil dari pelatihan para kader untuk membantu 

dalam pemeriksaan rutin saat POSBINDU berlangsung. Ditambah 

dengan pernyataan anggota kader program Smart Health bahwa 

masyarakat telah menerima obat gratis dan sangat berterimakasih atas 

pelayanan kesehatan yang telah diberikan.  

Selain itu dinyatakan dalam wawancara bersama perwakilan dari 

Dinas kesehatan Kabupaten Malang bahwa program ini yakin akan 

berhasil dalam pelaksanaanya. Keyakinan ini didasari pada presentasi 
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sejauh 70% telah berhasil. Rata-raata ini diambil dari berhasilnya 

pelaksanaan pemeriksaan, penanganan pasien dan juga follow up 

kontrol obat yang diminum pasien selama 30 hari penuh. 

Program Smart Health sendiri untuk masuk ke masyarakat guna 

memperkenalkan diri telah melebur dengan program dari pemerintah 

sebelumnya. Program dari pemerintah tersebut adalah program 

POSBINDU. Kemudian bekerjasama dan masuk ke dalam Rencana 

kerJa (RenJa) pemerintah.  

Proses kerjasama yang terjadi antara kader dan masyarakat 

ditemukan pada pernyataan Kepala Kader Desa Sepanjang. Kerjasama 

dilakukan dengan bekerjasama dengan RT maupun dengan pamong 

desa. Mereka saling bekerjasama saat hendak mengumpulkan para 

masyarakat target sasaran program. Pengumpulan masyarakat sendiri 

sering dilakukan guna pemeriksaan kesehatan pasien dan promosi 

kesadaran kesehatan. Adapun tempat dari berkumpulnya masyarakat 

untuk pemeriksaan kesehatan rutin (selain POSBINDU) biasa 

dilakukan di rumah RT atau rumah warga yang berkenan untuk 

rumahnya dipergunakan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan rutin. 

Proses kolaborasi juga terjadi antar kader pada program Smart 

Health. Kerjasama memang paling diharapkan karena seluruh kader 

kemudian dibagi menjadi sub-sub kader. Hal yang biasa dilakukan 

adalah dengan adanya paguyuban kader yang dilaksanakan satu bulan 

sekali. Agenda ini juga bertujuan untuk saling berdiskusi, 
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menyampaikan laporan dan informasi dari berbagai asal seperti mulai 

dari BKK, Dinas Kesehatan, pelayanan KB, MOW, MOB dan lain-

lain. Kemudian juga penyampaian mengenai perubahan jumlah 

penduduk desa mulai dari menikah, melahirkan, meninggal, hingga 

pindah domisili.  

Selanjutnya adalah proses kolaborasi antara kader dengan tenaga 

medis (perawat desa). Perawat desa dan bidan desa tetap rutin 

menghadiri pemeriksaan dan bertugas sebagai pengawas kader saat 

pelayanan kesehatan sederhana. Kemudian juga dalam pemberian jenis 

dan dosis obat tetap dilakukan oleh bidan desa dan perawat desa. 

Sehingga bukan berarti kader yang sudah terlatih sepenuhnya dilepas 

tanpa didampingi. Dan untuk segi follow-up dan pengecekan kalender 

obat, pengemasan obat dan beberapa obat perlu diantar ke rumah 

pasien sepenuhnya dipercayakan kepada kader kesehatan desa.  

Kemudian juga terjadi proses kolaborasi antara puskesmas dengan 

perawat desa untuk menghubungkan ke masyarakat. Menurut 

perwakilan Puskesmas Gondanglegi proses kolaborasi adalah bentuk 

ikut ke pos pemeriksaan saat berlangsung kegiatan POSBINDU. 

Namun pernyataan ini berkebalikan dengan Kepala Kader Desa 

Sepanjang. Beliau memaparkan bahwa pihak puskesmas jarang sekali 

berkunjung dan hanua berkunjung saat ada agenda kunjungan dari 

tamu luar. 
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Alur penanganan menjelaskan bahwa langkah awal adalah 

dilakukanya screening pada kader. Kemudian kader terpilih akan men-

screening seluruh masyarakat desa umur 30 tahun keatas (40 tahun 

keatas sebagai prioritas) sebagai sasaran dengan memasukkan data 

kondisi kesehatan masyarakat ke dalam aplikasi Smart Health. 

Screening kesehatan masyarakat meliputi pengukuran tekanan darah 

(tensi), pengukuran lingkar perut dan tinggi badan, dan penimbangan 

berat bada serta pengukuran kadar gula dalam darah. Kemudian setelah 

dilakukan pengukuran akan diklasifikasikan oleh aplikasi berdasarkan 

warna resiko tinggi. Warna tersebut adalah hijau untuk beresiko 

rendah, kuning untuk peringatan beresiko tinggi penyakit jantung dan 

warna merah untuk peringatan beresiko tinggi penyakit jangtung. 

Setelah diklasifikasian menurut warna diagnosa oleh aplikasi, 

maka dilakukan penangana lanjut. Penanganan lanjutan awal dilakukan 

oleh perawat desa atau bidan desa dengan pemberian obat untuk 

menekan kondisi riskan pasien. Pemberian penanganan lanjutan 

dilakukan kepada pasien/masyarakat dengan klasifikasi aplikasi 

berwarna kuning dan merah. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan 

follow-up terhadap kondisi pasien, kontrol kesehatan dan pemeriksaan 

kalender minum obat yang semuanya akan direkap ke dalam aplikasi 

Smart Health. Jika kondisi pasien masih belum stabil, belum 

menunjukkan perkembangan yang baik atau semakin parah kondisi 

pasien maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan tahap kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 
 

Pemeriksaan pasien tahap kedua dilakukan dengan menaikkan 

dosis obat atau mengganti obat untuk memperbaiki kondisi pasien. 

Namun jika kondisi pasien tidak memungkinkan, maka akan langsung 

dirujuk ke Puskesmas Gondanglegi. Apabila setelah dilakukan 

penanganan oleh Puskesmas Gondanglegi dan kondisi pasien belum 

menunjukkan perubahan akan dilakukan langkah terkagir. Langkah 

terakhir adalah dengan merujuk masyarakat terdiagnosa/pasien ke 

rumah sakit atau dokter spesialis penyakit jantung.  

Pada pelaksanaan program Smart Health aktor-aktor yang teribat 

merasa sangat terbantu dengan program ini. Aktor-aktor pelaksana 

yang merasa sangat terbantu tersebut meliputi kepala desa, kader, 

perawat desa, pihak dari puskesmas hingga masyarakat. Perwakilan 

dari Puskesmas Gondanglegi memaparkan bahwa dengan adanya 

program ini masyarakat yang jarang tersentuh dapat tertangani. Selain 

itu menurut pemaparan perawat desa Desa Sepanjang dengan adanya 

program ini beliau sangat terbantu atas pekerjaannya. Disisi lain 

terdapat bantuan hibah alat-alat kesehatan dari program Smart Health 

serta dilatihnya para kader kesehatan dan membuatnya semakin 

professional. 

Masyarakat pun merasa sangat terbantu dengan program Smart 

Health  karena biaya penembusan obat yang digratiskan. Awal 

pelaksanaan program memang telah digratiskan dengan bangtuan 

nhibah dari program Smart Health. Namun setelah masa awal 
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pelaksanaan program selesai masyarakat hanya perlu menebus 

sejumlah biaya jika memeriksakan kadar asam urat, kolesterol atau 

gula darah. Walaupun demikian masyarakat tidak mempermasalahkan 

hal tersebut. Terlihat dari masih banyaknya masyarakat lanjut usia 

yang mengantri panjang untuk melakukan pengobatan di POSBINDU.  

Terdapat beberapa masyarakat yang memang mengeluhkan 

penyebab harus membayarnya kembali biaya pengobatan. Reaksi 

masyarakat memang tidak semuanya seragam, dan terdapat bermacam-

macam pendapat dan reaksi baik positif maupun negative. Namun 

banyak dari masyarakat mengutarakan respon postif terhadap program 

Smart Health. Karena dengan program ini mereka yang memang beum 

tau kondisi kesehatan dan penyakitnya menjadi tahu dan segera 

ditangani jika memang perlu.  

4. Pemfasilitasan Kepemimpinan Pada Program SMART Health 

yang Dilaksanakan di Desa Sepanjang Kabupaten, Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang 

Terdapat beberapa hal ataupun bantuan yang dapat diberikan 

masing-masing aktor pelaksana guna menyukseskan pelaksanaan 

program Smart Health di Desa Sepanjang. Bantuan yang diberikan 

masing-masing aktor sangat bermacam-macam. Pada pihak Puskesmas 

Gondanglegi diwakilkan oleh dokter yang diberi tanggungjawab untuk 

menangani program Smart Health.  
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Dokter dari Puskesmas Gondanglegi bertugas sebagai konsulen 

atau penanganan lanjutan. Dokter dari Puskesmas Gondanglegi akan 

menangani pasien beresiko tinggi penyakit jantung ketika sudah tidak 

dapat tertangani oleh perawat/bidan desa. Artinya dokter Puskesmas 

Gondanglegi hanya menerima pasien rujukan saja pada program Smart 

Health. 

Pada bantuan dari segi kader, kader dapat memberikan bantuan 

teknis dan sedikit bantuan terkait dana operasional. Bantuan teknis 

tersebut lebih cenderung ke arah bantuan pelaksanaan bantuan 

program. Bantuan-bantuan tersebut meliputi bantuan tenaga atau 

bantuan teknis. Kemudian juga terdapat sedikit batuan terkait dana 

operasional yang dikumpulkan para kader unutk keperluan mendadak. 

Dana operasonal ini sering didapat dari hasil kunjungan-kunjungan 

program Smart Health.  

Perawat desa sendiri memberikan bantuan juga berupa bantuan 

teknis berupa pelayanan penanganan kesehatan. Perawat dan bidan 

desa bertugas untuk melakukan penanganan awal pada pasien beresiko 

tinggi penyakit jantung. Selain itu perawat desa dan bidan desa juga 

bertugas sebagai yang menyiapakan dan memberikan obat kepada 

pasien dan mendisitribusikannya bersama kader. Selain itu perawat 

desa dan bidan desa juga bertugas sebagai pengontrol dan pemantau 

kinerja pelayanan dari para kader-kader Smart Health.  
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Pada aspek bantuan dari masyarakat, masyarakat memberikan 

bantuan dana operasional terkait pemeriksaan kesehatan. Dana 

pemeriksaan kesehatan ini disetorkan di saat masyarakat hendak 

menjalani pemeriksaan kesehatan di POSBINDU. Memang pada awal 

pemeriksaan setelah dana hibah Smart Health habis, masyarakat 

diminta untuk membayar. Pembayaran sekitar sebesar delapan ribu 

rupiah, dengan rincian 5.500 rupiah untuk membeli strip kesehatan dan 

2.500 untuk kas dan lain-lain.  

Jika hanya melakukan pemeriksaan tanpa mengukur kadar asam 

urat, kolesterol dan gula darah tidak dilakukan penarikan biaya. 

Penarikan biaya juga dilakukan ketika ada yang memeriksakan diri dan 

membutuhkan sejumlah obat akan ditarik sekitar sejumlah lima ribu 

rupiah saja. Biaya pengukuran gula darah sendiri sebesar 15.000, 

kolesterol 10.000 dan asam urat sebesar 25.000. 

Dinas kesehatan turut membantu dalam pelaksanaan program ini. 

Adapun bantuan yang diberikan dinas kesehatan guna menyukseskan 

program Smart Health untuk pelaksanaan kemarin berbentuk bantuan 

tenaga dan beberapa obat umum saja. Serta tenaga yang diberikan 

dengan perpanjangan tangan Puskesmas Gondanglegi menugaskan 

perawat desa dan bidan desa terkait. Selain itu Dinas kesehatan 

berkewajiban untuk membantu pelaksanaan yang berkaitan dengan 

rapat koordinasi dan pengmbilan keputusan. Selain itu Dinas 
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Kesehatan juga mendukung program penyediaan obat-obatan umum 

seperti obat batuk, pilek, pusing ringan,obat obat P3K. 

Alasan pihak medis pemerintah hanya menyediakan beberapa 

keperluan tersebut adalah karena seluruh kebutuhan program Smart 

Health  telah disediakan oleh pihak akademisi sebagai perpanjangan 

tangan dari donatur hibah program. Memang dalam pelaksaan program 

Smart Health segala bentuk pendanaan dan persiapan serta kontrol 

pelaksanaan dilakukan oleh pihak akademisi. Kebutuhan yang 

diperoleh dari hibah donatur Smart Health meliputi alat gula darah, 

pengukur berat badan, tekanana darah, tinggi badan, tab seluler, tas 

alat kesehatan dan stetoskop.  

Pihak Pemerintah Desa Sepanjang turut memberikan sedikit 

bantuan untuk menyukseskan pelaksanaan program Smart Health di 

Desa Sepanjang ini. Adapun bantuan yang dapata diberikan 

pemerintah desa hanya sebatas menyiapakan tempat jika hendak rapat 

atau berkumpul dalam bentuk agenda lain. Selain itu pemerintah desa 

memberikan bantuan konsumsi makanan ringan saat agenda atau 

kegiatan berlangsung. 

Pembagian tugas merupakan cara yang dapat mempermudah 

jalannya koordinasi. Pembagian tugas pada program Smart Health 

berlaku pada jajaran kader dan seluruh tenaga medis yang terlibat. 

Pembagian tugas pada tenaga medis dilakukan dengan satu orang 

bidan bersama satu orang perwat yang bertugas terjun ke lapangan. 
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Mereka bertugas untuk memantau dan mengontrol kinerja kader. 

Selain itu perawat dan bidan desa berkewajiban juga untuk memeriksa 

dan mendiagnosis pasien terkait.  

Pembagian tenaga medis dilapangan juga dibagi lagi berdasarkan 

dusun yang ada di Desa Sepanjang. Adapun terdapat tiga dusun di 

Desa Sepanjang yang pembagiannya meliputi Pak Ilham sebagai 

perawat desa di Dusun Kasin, Bu Hermin sebagai bidan desa di Dusun 

Krajan dan Bu Ely sebagai bidan desa di Dusun Midek. Untuk tenaga 

medis penanggungjawab di lapangan dalam program Smart Health 

hanya Pak Ilham dan Bu Hermin yang ditunjuk sebagai 

penanggungjawab. Bu Ely tidak dilibatkan sebagai penanggungjawab 

lapangan pada program Smart Health karena telah dibagikan tugas di 

bidang yang lain sebagaimana mestinya.  

Kemudian posisi kader juga melakukan pembagian tugas. 

Pembagian tugas dibagikan berdasarkan pembagian pos-pos masing-

masing yang telah disepakati. Pembagian pos pada setiap kader tidak 

berdasarkan pada RT atau RW mana kader tersebut tinggal. Hal ini 

agar tercipta rasa kesetaraan dan keadlilan. Satu kader dapat 

menangani hingga ratusan orang.  

Jumlah kader kesehatan Desa Sepanjang sebanyak 60 orang. 

Namun hanya 10 kader saja yang terpilih menjadi kader kesehatan 

program, Smart Health. Dan kemudian ditambah lagi 10 orang untuk 

kader program Smart Health. Sehingga total kader program Smart 
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Health sebanyak 20 orang untuk saat ini. Adapun pembagian tugas 

tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, namun tetap dilakukan 

saling memback up dan saling membantu tugas dari masing-masing 

kader. 

Pada posisi akademisi program Smart Health memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai koordinator lapangan dan pengawas lapangan 

(controlling pelaksanaan di lapangan). Selain tugas tersebut, akademisi 

bertanggungjawab sebagai pengambil keputusan dan konsultan. Tugas 

ini hampir sama dengan tugas dari Dinas Kesehatan karena antara 

Dinas Kesehatan dan para akademisi program Smarth Health 

melakukan kerjasama dan koordinasi diantaranya. Para akademisi juga 

bertugas sebagai pelapor dan benyambung komunkasi antara Dinas 

Kesehatan dengan para donator hibah dari luar negeri (Manchester 

University Inggris, Australia, India dan donator lain yang terkait). 

Kemudian dipaparkan pula tugas, pokok dan fungsi dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang sebagai konsultan dan pengambil 

keputusan. Selain itu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang turut menjelaskan serta mengkoordinir terkait tugas pokok dan 

fungsi dari kader dan juga tenaga medis baik dari Puskesmas maupun 

tenaga medis di lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan program 

Smart Health. Dinas Kesehatan juga bertugas sebagai 

penanggungjawab dan pelapor pelaksanaan program pada Kementerian 
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Kesehatan RI. Begitu pula tugas Dinas Kesehatan yang berkewajuban 

sebagai pihak preventif dan promotif kesehatan masyarakat. 

5. Desain Kelembagaan yang Terbentuk dalam Program SMART 

Health yang Terlaksana di Desa Sepanjang Kabupaten Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Alur Komando Penyelenggaraan Program Smart 

Health  

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2019) 

 

Alur komando dalam penyelenggaraan pelayanan program 

Smart Health ini diawali dari Tim Smart Health. Tim Smart 

Heallth yang tergabung atas beberapa akademisi memiliki sebuah 

gagasan dan kemudian menyampaikannya kepada pemerintah. 

Salah satu pemerintah yang menyepakati untuk ikut dalam 

kolaborasi program ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

Kemudian terpilihlah beberpa desa salah satunya adalah Desa 

Sepanjang sebagai desa yang ditunjuk sebagai tempat 

terlaksananya program Smart Health ini. Setelah Pemerintah 

Kabupaten Malang mau dan merasa mampu untuk menerima dan 
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menerapkan program tersebut kemudian menyampaikan tugas 

tanggungjawab program tersebut kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang.  

Hal ini disebabkan karena program Smart Health 

merupakan program pelayanan di bidang kesehatan. Setelah Dinas 

Kesehatan menerima taanggungjawab tersebut, kemudian 

menyerahkan wewenang selanjutnya kepada Puskesmas 

Gondanglegi. Sebab dimandatkannya Puskesmas Gondanglegi 

dalam pelaksanaan program karena merupakan penanggungjawab 

dari bidang kesehatan wilayah Desa Sepanjang. Hal inilah yang 

kemudian Puskesmas Gondanglegi juga menjadi penanggungjawab 

dai kader kesehatan Desa Sepanjang. Kemudian dari kader akan 

menyalurkan informasi dan melaksanakan tanggungjawabnya 

kepada masyarakat Desa Sepanjang.  

Peran antara Pemerintah Kabupaten Malang dan 

Pemerintah Desa Sepanjang saling berkoordinasi. Begitupula peran 

antara Puskesmas Gondanglegi dan kader kesehatan Desa 

Sepanjang. Kemudian pada posisi Puskesmas Gondanglegi hingga 

pelaksanaannya di masyarakat, Tim akademisi Smart Health tetap 

memantaunya.  

Pada pelaksanaannya tenaga medis yang telah ditunjuk oleh 

Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas Gondanglegi 

bersama dengan kader kesehatan Smarth Health melakukan 
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pendataan, pemeriksaan dan follow-up terkait dengan kondisi 

pasien dengan tetap dalam pengawaan tim akademisi Smart 

Health. Alur komando pelaporan dan tanggung jawab kader 

kemudian akan naik kepada tenaga medis yang kemudian akan 

disampaikan kepada Puskesmas Gondanglegi. Puskesmas 

Gondanglegi kemudian melakukan laporan pertanggungjawaban 

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kemudian Dinas 

Kesehatan akan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan dan 

akademisi Smart Health. Dimana laporan yang diberikan kepada 

akademisi akan diteruskan kepada para donator hibah pelaksanaan 

program Smarth Health. 

Pada alur penanganan pemeriksaan pasien di program 

Smart Health ini hanya melibatkan 3 aktor utama. Tiga aktor 

utama tersebut adalah masyarakat, kader program Smart Health 

dan perawat desa atau bidan desa. Sedangkan aktor Puskesmas 

Gondanglegi dan rumahsakit hanya sebagai aktor pelengkap. 

Penjelasannya adalah karena masyarakar hanya dilakukan cek 

kesehatan oleh kader. Kemudian penanganan medis dan pemberian 

obat serta pemantauan lapangan dilakukan oleh perawat desa dan 

bidan desa. 

Adapun Puskesmas Gondanglegi dan rumahsakit hanya 

dibutuhkan saat pasien mengalami rujukan. Pasien harus dilakukan 

rujuk apabila perawat desa dan bidan desa sudah tidak dapat 
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menangani kondisi diagnosa dari pasien. Karena terdapat tiga 

kriteria warna pada pasien program Smart Heath ini, yaitu hijau, 

kuning dan merah. Dan pasien yang membutuhkan tindakan 

rujukan adalah pasien yang memiliki kesehatan dengan kriteria 

warna kuning dan merah.  

Alur penjelasan penanganannya adalah para kader 

melakukan pendataan kondisi kesehatan masyarakat. Pendataan 

kondisi kesehatan meliputi pegukuran tekanan darah, pengukuran 

lingkar perut, tinggi badan dan berat badan. Kemudian data-data 

kesehatan masyarakat akan diinput dalam aplikasi sebagai rekam 

medis masyarakat. Setelah itu akan muncul klasifikasi kesehatan 

masyarakat berdasararkan warna. Warna merah dan kuning untuk 

masyarakat yang butuh tindaklanjut, dan warna hjau untuk kategori 

masyarakat yang sehat dan tidak memerlukan tindaklanjut. 

Masyarakat yang masuk dalam kategori warna merah dan 

kuning dihimbau untuk melakukan ceck up rutin di Poskesdes 

terdekat. Jika masyarakat tidak berkenan, malas atau tidak 

memungkinkan untuk berangkat memeriksakan diri maka kader 

bersama tenaga medis lapangan (perawat atau bidan desa) 

berkunjung ke rumah pasien untuk memeriksa dan memberikan 

obat. Setelah itu kader akan memfollow-up dan mengontrol apakah 

obat telah diminum dengan teratur sesuai dengan kalender minum 

obat (kartu cek kesehatan). Pasien kemudian akan di cek kondisi 
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setiap minimal satu bulan sekali oleh kader dan tenaga medis 

lapangan. 

Jika kondisi pasien membaik maka pemeriksaan rutin dan 

minum obat rutin tetap dilanjutkan. Penanganan juga tetap dalam 

pengawasan dan controlling dari kader dan tenaga medis kesehatan 

seperti sebelumnya. Namun jika kondisi pasien tidak berubah atau 

malah semakin memburuk maka akan dilakukan penggantian obat 

dan dosis obat. Jika pasien masih tidak menunjukkan perubahan 

maka akan dilakukan dan diminta rujuk ke Puskesmas 

Gondanglegi atau klinik kesehatan atau kemudian langsung ke 

rumah sakit dan atau dokter spesialis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Alur Penanganan Pemeriksaan 

Pasien/Masyarakat Porgram Smart Health 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2019) 

Adapun SK atau peraturan yang melandasi terlaksananya 

program Smart Health  dapat disimpulkan ikut dalam SK 

POSBINDU. Program ini khususnya masuk pada SK POSBINDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 
 

PTM. Untuk SK khusus program Smart Health sendiri belum ada 

karena masih tahap pelaksanaan awal. Sehingga untuk koordinator 

utama dalam pelaksanaan program Smart Health di lapangan 

sesuai dengan kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang dilakukan oleh Puskesmas Gondanglegi. Hal 

ini bersaman dengan penanggungjawab pelaksanaan program 

POSBINDU yang dipegang oleh Puskesmas Gondanglegi. 

Sejauh pelaksanaan program Smart Health memang untuk 

peraturan program sendiri belum ada dan belum dikeluarkan oleh 

pemerintah. Sehingga untuk Peraturan Bupati sendiri juga belum 

dikeluarkan. Sehingga jika memang saat sejuh pelaksanaan 

program Smart Health diperlukan sebuah peraturan yang mendasari 

program maka akan dikeluarkan secara legal. Adapun Kementerian 

Kesehatan sendiri juga belum mengeluarkan peraturan untuk 

melegalkan program Smart Health. Hal ini disebabkan program 

Smart Health merupakan program baru dan membutuhkan waktu 

guna mengeluarkan peraturan legalnya. 

6. Outcome Pelaksanaan Program Smarth Health 

Pada pelaksanaan program Smart Health tentu memiliki 

beberapa kendala seperti program lain pada umumnya. Selain itu 

dampak yang dirasakan pada program Smart Health telah 

dirasakan berbagai pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut 

meliputi pihak pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 
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Puskesmas Gondanglegi Kabupaten Malang, Pemerintah Desa 

Sepanjang, serta perawat maupun bidan desa), pihak masyarakat 

(kader program Smart Health dan masyarakat Desa Sepanjang baik 

yang terdiagnosa maupun tidak), serta pihak akademisi sebagai 

pihak yang mengontrol dan mengevaluasi program Smarth Health. 

Dampak yang dirasakan pada program ini sangat 

bermacam-macam. Pada tataran Puskesmas Gondanglegi, dampak 

tersebut meliputi angka keberhasilan kegiatan promotif dan 

preventuf semakin berhasil, angka kunjungan di Puskesmas 

semakin kecil dan tingkat warga yang mengeluh sakit juga semakin 

kecil. Hal ini sangat membantu pihak Puskesmas Gondanglegi 

sendiri dalam mewujudkan salah satu program di Desa Sepanjang 

yaitu program Desa Sehat.  

Kemudian pada tataran tenaga medis di lapangan yang 

meliputi perawat desa dan bidan desa juga merasakan dampak 

pelaksanaan program Smart Health. Dampak yang dirasakan 

seperti tingkat motivasi berobat masyarakat meningkat, masyarakat 

lebih tahu dan sadar akan pentingnya kesehatan. Kemudian 

masyarakat yang tidak tersentuh akan pelayanan kesehatan menjadi 

tertangani, beserta obatnya. Sehingga tingkat pasien atau 

masyarakat yang beresiko tinggi penyakit jantung juga menurun. 

Pihak masyarakat juga sangat merasakan dampa dari 

pelaksanaan program Smart Health. Dampak yang dirasakan 
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masyarakat adalah mereka menjadi tahu keadaan kesehatan 

masing-masing individu. Selain itu masyarakat juga dapat 

memantau kesehatan mereka baik secara individu maupun keluarga 

dan tetangga sekitar. Sehingga ketika masyarakat mengalami atau 

mengetahui adanya perubahan kesehatan berdasarkan kondisi maka 

akan dapat tertangani dengan tepat waktu. Dan hal ini dapat 

mengurangi terlambatnya penyakit yang tertangani. 

Dampak yang dirasakan dalam program Smart Health 

menurut pihak akademisi juga sangat positif. Dengan adanya 

program ini, para tenaga medis yang pada kenyataannya sangat 

sulit untuk menangani banyaknya jumlah pasien terbantu. Selain 

itu dengan program ini, tempat-tempat yang sulit dijangkau akan 

lebih mudah untuk menerima pelayanan pengobatan. 

Pelaksanaan program Smart Health juga memiliki berbagai 

kendala. Salah satunya adalah sulitnya merubah pemikiran 

masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk peduli akan kesehatan 

pribadinya. Selain itu terdapat juga beberapa kendala lain. Pada 

segi presepsi pihak Puskesmas Gondanglegi menganggap sulitnya 

merubah mindset masyarakat untuk peduli dengan kesehatannya 

membuat sulitnya program ini sukses maksimal. 

Presepsi Bapak Ilham sebagai perawat desa atau tenaga 

medis lapangan memaparkan bahwa kendala di lapangan adalah 

kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang terlibat. Hal ini 
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menjadukan kendala karena perbandingan antara jumlah kader baik 

Smart Health atau kader bykan Smart Health dan masyarakat Desa 

Sepanjang sangat timpang. Selain itu permasalahan lainnya adalah 

ketidaksempurnaan server dan aplikasi. Keridaksempurnaan ini 

terlihat dimana ketika data pasien telah ter-entri pada aplikasi, 

kemudian pada pemeriksaan selanjutnya data hilang dan harus di 

entri ulang kembali. 

Pada presepsi permasalahan kader, kader memiliki 

permasalhan soal turun ke lapangan. Kader berpendapat bahwa 

permasalahan terjadi saat proses door-to-door berlangsung. Ini 

menjadikan masalah karena masyarakat yang enggan untuk 

memberikan ijin terhadap para kader guna melakukan penataan 

kesehatan maupun pemeriksaan. Kemudian penyambung kepada 

susahnya memahamkan masyarakat akan kegiatan yang dilakukan 

pada kader 

Kendala lain yang dihadapi kader dalam pelaksanaan 

program Smart Health tidak hanya masalah door-to-door dan 

memahamkan masyarakat akan pentingnya kesehatan saja. Kader 

juga merasa kesulitan ketika masyarakat sulit untuk bersedia 

diperiksa kondisi kesehatannya. Masyarakat juga susah untuk 

meminum obat terlebih meminumnya secara rutin. Selain itu juga 

terdapat masyarakat yang sudah tidak bisa berjalan jauh sehingga 

kesulitan untuk melakukan cek kondisi rutin saat pemeriksaan 
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POSBINDU maupun Smart Health. Pada awal pelaksanaan 

program pasien-pasien yang tidak dapat mengahadiri pemeriksaan 

rutin akan dikunjungi bersama dokter atau perawat. Namun tidak 

seterusnya karena terkendala tidak adanya transportasi dan 

besarnya biaya untuk melakukan kunjungan.  

Pada presepsi pemerintah desa yang diwakili oleh 

Sekretaris Desa Sepanjang menututkan bahwa kendala yang 

dihadapi pada program ini adalah kualitas sumberdaya manusia 

dari para kader. Selain itu tidak semua masyarakat mau dan mampu 

dalam menjalani tugas sebagai kader kesehatan. Sehingga pihak 

pemerintah desa juga berharap dengan adanya pelaksanaan 

program Smart Health dapat meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia melalui bertambahnya pengetahuan para kader saat 

melakukan pelatihan program. Dan kemudian dapat 

menyambungkan pengetahuan para kader kepada masyarakat Desa 

Sepanjang.  

Tambahan mengenai kendala pelaksanaan program Smart 

Health juga disampaikan oleh pihak akademisi. Kendala yang 

dipaparkan pada presepsi akademisi adalah pihak Dinas Kesehatan 

Kab. Malang yang terkesan pasif dan tidak mau tau. Selain itu 

akademisi berpendapat bahwa Dinas Kesehatan Kab. Malang 

terkesan lepas tangan dan benar-benar tidak memahami tentang 

kondisi lapangan. Selain hal tersebut ketidak-sepahaman antara 
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kader, puskesmas dan dinas kesehatan membuat mereka tidak 

benar-benar paham akan tugas pokok dan fungsi mereka dalam 

menjalankan program. 

Selain itu akademisi program Smart Health berpendapat 

bahwa kader pun memiliki evaluasi yang dapat menjadikan hal 

tersebut kendala. Kendala dari kader terbentuk dari sebagian besar 

kader yang merupakan ibu rumah tangga dan pekerja. Para kader 

ini kemudian harus ditarhetkan waktu pada setiap kegiatan. Dan 

dengan target waktu ini banyak dari para kader yang tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya (misal pada laporan pelaksanaan 

Ponkesdes) sesuai dengan target waktu. 

 Berbagai alasan pun dilontarkan termasuk dalam 

pengadaan obat dari pihak Puskesmas Gondanglegi. Pelaksanaan 

program Smart Health memang melibatkan dari berbagai pihak 

sehingga membutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang luar biasa. 

Sehingga pada tataran antara pihak UB, pihak donatur luar ngeri 

serta Dinas Kesehatan Kabupaten Malang beserta kepanjangan 

tangannya harus sejalan dahulu. Jika tidak sejalan maka akan susah 

untuk memberhasilkan program Smart Health.  

Contoh kasus yang ada di Desa Sepamjang adalah ketika 

saat Posbindu, terdapat masyarakat yang memerlukan pemeriksaan 

dengan dokter. Namun dokter tidak bisa disediakan baik dari 

Posbindu atau dari Puskesmas Gondanglegi. Pada akhirnya pihak 
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akademisi menyedikan tenaga medis dokter untuk menangani dan 

hal ini tidak dapat dilakukan terus menerus berulangkali. Pihak 

Puskesmas Gondanglegi dan Posbindu (melalui perawat desa) 

berpendapat merak tidak dapat menyediakan tenaga medis dokter 

karena tidak ada SOP yang mendasari. Karena memang Posbindu 

atau Ponkesdes merupakan tugas tanggung jawab dari perawat desa 

dan bidan desa.  

Begitupula dengan kasus pendistribusian obat. Ketika 

pasien sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Posbindu atau 

Ponkesdes dengan berbagai prosedur, para pasien tidak 

mendapatkan obat dengan alasan tidak ada obat. Sedangkan 

menurut informasi para pasien harus diberi obat untuk jatah 30 

hari, dan pada kenyatannya kadang hanya diberi untuk jangka 

waktu 3 hari atau 10 hari saja. Hal ini juga sudah disepakati oleh 

pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan para akademisi 

(pihak UB) bahwa pemberian obat pada pasien untuk jangka waktu 

30 hari.Sehingga pada pelaksanannya jika hanya terdapat fasilitas 

peralatan medis tanpa dilengkapi dengan obat maka tidak akan 

dapat berjalan.  

Pada posisi ini para akademisi mengeluhkan tidak 

seharusnya akademisi memback-up permasalahan di lapangan. 

Terlebih segala permasalahan harus dibcak-up dan diatasi oleh 

akademisi. Sebab pada dasarnya akademisi hanya fasilitator dan 
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bukan yang menjalankan program tersebut. Selain kendala tersebut 

juga terdapat kendala dimana kader tidak dapat melakukan follow-

up kondisi pasien karena tidak memiliki peralatan habis pakai 

untuk memeriksa pasien. Mereka juga tidak berkenan untuk 

melakukan door-to-door dengan sistem menarik biaya karena 

memang tidak da dasar hukum yang melindungi mereka. Terlebih 

dengan pihak pemerintah desa yang juga belum berani 

mengeluarkan regulasi tentang penarikan biaya pada program 

Smart Health. 

Penarikan biaya sendiri memang sebenarnya sangat 

dibutuhkan mengingat Kementerian Kesehatan RI tidak 

memberikan anggaran terkait dengan pelaksanaan Posbindu Lansia 

(stik pengukur kadar gula, kolesterol dan asam urat) disamping 

pelaksanaan program Smarth Heath yang juga membutuhkannya. 

Pihak perawat desa dan bidan desa sendiri merasa tidak memiliki 

keberanian untuk melakukan penarikan biaya. Pada keadaan ini 

perawat desa dan bidan desa tidak dapat mengatasi permasalahan 

ini tanpa pemecahan dan ijin dari pihak Puskesmas Gondanglegi, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang atau Pemerintah Desa 

Sepanjang. 

Pada posisi ini Dinas Kesehatan beserta Puskesmas 

Gondanglegi yang semestinya melakukan controlling dan paham 

akan lapangan tidak melakukan tugasnya. Dinas Kesehatan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 
 

Puskesmas Gondanglegi harus dapat mengikuti pelaksanaan di tiap 

tahapnya dan di tiap prosesnya (pro-aktif). Agar pada saat terjadi 

permasalahn atau kendala Dinas Kesehatan atau Puskesmas 

Gondanglegi dapat mengatasi tanpa harus menggantungkan pihak 

akademisi. Sebab tujuan awal dari program Smart Health adalah 

untuk membantu, mempermudah dan mencerdaskan pemerintah 

dan masyarakatnya. 

Namun koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang dan Puskesmas Gondanglegi selaku penanggungjawab 

program di lapangan tidak sinkron. Selain itu pihak pemerintah 

dari Dinas kesehatan Kabupaten Malang dan Puskesmas 

Gondanglegi juga tidak memiliki keberanian untuk melakukan 

penarikan. Puskesmas Gondanglegi sebagai penanggungjawab 

programdi Desa Sepanjang juga masih belum secara tertib 

melakukan tugas pokok dan fungsi nya, seperti alasan ijin, 

ditinggal untuk rapat dan lain sebagainya. 

Pada posisi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang justru 

menginginkan pihak Pemerintah Desa Sepanjang untuk 

mengeluarkan peraturan desa (perdes) yang berkaitan dengan 

regulasi penarikan biaya kepada pasien dalam pemeriksaan medis 

program Smart Health. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan 

memberikan SOP kepada para kader atau perawat desa dan bidan 

desa untuk melakukan penarikan biaya pasien. Dan dari sisi 
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Pemerintah Desa Sepanjang pun mengaku siap jika memang 

diperkenankan untuk mengeluarkan regulasi dan SOP terkait 

penarikan biaya pasien. Pembahasan terkait penarikan biaya 

pemeriksaan oleh pasien tersebut sudah dibahas. Namun memang 

kedua belah pihak belum mengoordinasikan agar Pemerintah Desa 

Sepanjang mengeluarkan SOP terkait. 

Akademisi lain menambahkan bahwa selain permasalahan 

dan kendala menurut presepsi akademisi masih terdapat kendala 

lain. Kendala ini menyangkut tentang permasalahan koordinasi 

dengan para donator hibah (dari luar negeri). Perbedaan kemajuan 

teknologi komunikasi dan perbedaan kondisi kultur dan budaya 

membuat mereka sering bersalahpaham dengan pihak akademisi 

Smart Health. Pada segi teknologi para akademisi sangat kesulitan 

karena programmer aplikasi Smarth Health tidak dapat stay 

sepanjang waktu sehingga sangat menguras energi. Hal ini juga 

dimaksudkan ketika terjadi kesalahan server dan perbaikan serta 

penyempurnaan server.  

Kendala pada bidang teknologi lain adalah para akademisi 

sangat kesulitan menjalin koordinasi dengan para donatur di luar 

negeri karena perbedaan kualitas sinyal saat melakukan video call. 

Hal ini juga berkaitan dengan penyampaian laporan dalam bentuk 

aplikasi ataupun soft file kepada para donator luar negeri program 

Smarth Health. Dimana dengan ketidak-stabilan sinyal dan 
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teknologi seperti listrik mati, computer down dan sebagainya 

menjadikan temuan baru di Indonesia dengan sebutan “supervisor 

didn’t effective”. 

 Selain itu pada masa pengenalan persiapan pelaksanaan 

program, pra kader Smart Health menolak untuk melakukan 

screening kader. Hal ini disebabkan karean dalam budaya 

Indonesia jika dilakukan screening maka saudara atau kerabat atau 

temannya tidak dapat turut dimasukkan ke dalam golongan kader. 

Namun pada akhirnya para akademisi dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang berhasil melakukan penyaringan kader guna 

mendapatkan kader yang bagus dan berkualitas. 

Menurut akademisi, masyarakat juga beberapa masih sulit 

dalam menyadari pentingnya kesehatan. Selain itu beberapa dari 

masyarakat juga masih merpercayai kepercayaan nenek moyang 

daripada tenaga medis atau pengecekan kesehatan oleh kader. 

Kendala lain juga terjadi ketika masa palaksanaan percobaan 

selesai dan tiap desa dihimbau untuk melanjutkan, namun mereka 

mengalami kesulitan. Para kader masih terkesan pasif, tidak 

inovatif dan hanya akan bergerak dengan instruksi. 

Adapun pada segi masyarakat sendiri juga memiliki 

berbagai kendala yang sama seperti akademisi paparkan. Kendala 

yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan program Smart 

Health adalah karena sasaran program banyak terdapat orang-orang 
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tua/lansia (lanjut usia)/lansia ini rata-rata tidak memiliki kendaraan 

untuk menuju pos Ponkesdes terdekat guna peemriksaat rutin. 

Selain itu bahkan juga lansia sudah tidak sanggup untuk 

berkendara. Kendala ini diperparah dengan kurangnya perhatian 

dari anggota keluarga para lansia. Selama observasi, beberapa 

lansia mengatakan bahwa beliau tidak dapat berangkat ke pos 

Ponkesdes utnuk memeriksakan rutin kesehatannya karena tidak 

ada yang mengantar. Walaupun kadang juga ada beberapa lansia 

yang dibantu dan diantarkan oleh tetangga yang bersangkutan 

untuk menuju ke Poskesdes atau Posbindu.  

C. Kerangka Konseptual  

Penelitian program Smart Health ini menggunakan analisis dari 

teori milik Anshell dan Gash (2007). Menurut teori Anshell dan Gash 

(2007) sebuah kolaborasi dapat dikatakan berhasil ketika memiliki 

beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut meliputi kekuatan dan sumberdaya 

untuk pelaksanaan program, kondisi awal sebelum pelaksanaan program, 

proses kolaborasi dalam pelaksanaan program, desain kelembagaan dan 

kepemimpinan fasilitatif dalam pelaksanaan program serta outcome yang 

didapat dari pelaksanaan program. Gambar berikut menjelaskan tentang 

tata kelola pemerintahan kolaboratif yang terjadi pada program Smart 

Health di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. 
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Gambar 38. Kerangka Konseptual Program Smart Health 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti (2019) 

Menurut Anshell dan Gash (2007) kekuatan dan sumberdaya pada sebuah 

pelaksanaan program merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan dan 

sumberdaya menajadi hal yang pentiing karena berkaitan dengan kesiapan dari 

pelaksanaan program sendiri. Adapun pelaksanaan program Smart Health di Desa 

Sepanjang telah memiliki kekuatan dan sumberdaya tersebut. Hal ini terbukti dari 

Desa Sepanjang yang merupakan desa dengan wilayah terluas di Kabupaten 

Malang, hal ini dapat mendukung pelaksanaan program yang mengharuskan 

pelayanan kesehatan tersentuh hingga ke masyarakat terdalam. Selain itu Desa 

Sepanjang telah mendapatkan predikat sebagai desa sehat sejak tahun 2010 yang 

juga menjadi latar belakang pemilihan desa. Kemudian seluruh peralatan dan 

obat-obatan telah siap dan disediakan oleh pihak akademisi program Smart Health 

dengan kerjasama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 
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Menurut Anshell dan Gash (2007) kondisi awal merupakan kondisi 

sebelum terlaksananya sebuah kolaborasi atau program. Anshell dan Gash (2007) 

memaparkan kondisi awal adalah ketika terjadinya ketidak seimbangan antara 

pemangku kepentingan dan permasalahan yang diselesaikan dengan jalan 

kolaborasu. Karena pada dasarnya jika pemangku kepentingan tidak memiliki 

kapasitas, organisasi atau sumberdaya atau setidaknya setara dengan pemangku 

kepentingan lain, maka proses kolaborasi akan cenderung didominasi atau 

dimanipulasi pihak pemangku kepentingan terkuat.  

Pada program Smart Health di Desa Sepanjang digambarkan kondisi awal 

sebelum program terlaksana masyarakat malas untuk berobat. Hal ini berkaitan 

dengan masyarakat yang belum paham akan pentingnya kesehatan. Meskipun 

disisi lain telah ada program sejenis yang telah terlaksana yaitu program Posbindu 

PTM. Dengan awalnya program diperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan program merasa yakin akan keberhasilan program Smart Health. Dan 

kemudian dibarengi dengan dilakukannya screening kader untuk mendapatkan 

kader yang berkualitas. 

Insentif dari pelaksanaan program didapatkan oleh masyarakat yang 

memanfaatkan program Smart Health dan kader Smart Health sendiri. Masyarakat 

mendapatkab penanganan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis. Sementara 

kader mendapatkan bantuan insentif berupa bantua yang transport. 

Pada segi proses kolaborasi, menurut Anshell dan Gash (2007) harus 

mencakup kedalam tiga aspek yaitu pengaturan masalah, pengaturan arah dan 

implementasi. Kemudian ketiga aspek tersebut ada dalam pelaksanaan program 
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Smart Health di Desa Sepanjang, yaitu membangun kepercayaan, dialog/tatap 

muka, komitmen terhadap program dan pemahaman bersama. Gambaran yang 

didapat pada memabangun kepercayaan dibuktikan dengan adanya musyawarah 

dan diskusi kader, komunikasi antara kader dan tenaga medis yang terlibat dan 

sosialisasi kesehatan yang dihadiri oleh masyarakat PKK. Komitmen terhadap 

program digambarkan dengan selalu adanya kerjasama pada proses pelaksanaan 

program. Dialog tatap muka digambarkan dengan rapat koordinasi bersama 

seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Smart Health. Serta timbul 

pemahaman bersama dengan masyarakat yang paham akan pentingnya kesehatan.  

Desain kelembagaan menurut Anshell dan Gash (2007) mengacu kepada 

aturan dan juga protocol dasar dalam kolaborasi. Hal ini sangat penting untuk 

legitimasi procedural dari proses kolaborasi itu sendiri. Namun gambaran desain 

kelembagaan pada program Smart Health di Desa Sepanjang belum adanya SK 

ataupun regulasi terkait dengan pelaksanaan program, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang yang pasif dan Puskesmas Gondanglegi yang kurang respect 

dalam pelaksanaan program. Serta Pemerintah Desa Sepanjang yang tidak berani 

mengambil keputusan terkait regulasi dari program Smart Health. 

Kepemimpinan fasilitatif menurut Anshell dan Gash (2007) sangat 

diperlukan untuk menciptakan konteks yang tepat. Semakin besar pemangku 

kepentingan dalam mempertaruhkan dan saling tidak percaya satu sama lain, 

maka pemimpin harus dapat mengambil peran. Namun ketika dukungan lemah 

yang ada pada pemangku kepentingan, maka pemimpin harus turut canpur tangan 

untuk membantu menjaga para pemangku untuk tetap berpartisipasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

(memberdayakan pemangku yang lemah). Pada pelaksanaan program Smart 

Health di Desa Sepanjang sendiri digambarkan dengan adanya pelatihan kader 

bersama akademisi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Terdapat pula rapat 

kader bersama tenaga medis serta rapat koordinasi anatara Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang dengan para akademisi pogram Smart Health.  

Outcome dari Anshell dan Gash (2007) sendiri merupakan hasil dari 

kolaborasi setelah melewati tahap-tahap yang telah dipaparkan diatas. Dalam 

pelaksanaan program Smart Health di Desa Sepanjang telah menghasilkan 

oucome dimana masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan. Angka kunjungan 

Puskesmas Gondanglegi dari segi lansia juga menurun karena meningkatnya 

jumlah pasien yang dapat tertangani hingga ke pelosok desa. Selain itu 

keterampilan dan pengetahuan kader juga semakin bertambah karena adanya 

pelatihan-pelatihan rutin yang selalu diadakan pada program tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tata kelola pemerintahan kolaboratif pada pelaksanaan program 

Smart Health di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten 

Malang jika hanya dilihat secara umum sudah sesuai dengan teori Anshell 

dan Gash (2007). Program Smart Health di Desa Sepanjang telah memiliki 

kekuatan dan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan program. 

Hal ini terbukti pada Desa Sepanjang yang memperoleh predikat sebagai 

desa sehat sejak tahun 2010. Selain itu Desa Sepanjang telah menerima 

hibah dari donatur guna memenuhi kebutuhan selama pelaksanaan 

program.  

Pada kondisi awal pelaksanaan program Smart Health masyarakat 

belum sadar akan pentingnya kesehatan. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya angka kematian akibat penyakit jantung. Hal ini tidak dapat 

tertangani walaupun telah ada program Posbindu PTM yang merupakan 

program penanganan penyakit jantung sebelum program Smart Health 

terlaksana. Kemudian dengan masuknya program Smart Health di Desa 

Sepanjang, masyarakat yakin hal tersebut akan tertangani. Dan kemudian 

dilakukanlah screening kaderr untuk mendapatkan kader yang berkualitas 

sebagai awal dari proses pelaksanaan program. 

Proses kolaborasi selama program Smart Health berjalan telah 

memenuhi kriteria dari teori yang dipaparkan oleh Anshell dan Gash 
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(2007). Hal ini terbukti dengan dilakukanya musyawarah dan rapat untuk 

membangun kepercayaan dan komitmen dari setiap aktor yang terlibat. 

Selain itu musyawarah, diskusi maupun rapat serta kegiatan bersama 

lainnya bertujuan untuk membangun pmahaman bersama. 

Proses kolaborasi dari program Smart Health juga dilengkapi 

dengan sisi kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan fasilitatif tersebut 

meliputi adanya pelatihan kader yang diberikan untuk mengembangkan 

kemampuan kader dalam membantu melakukan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat. Selain itu rapat koordinasi resmi lingkup besar kerap 

dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program 

Smart Health. Adapun tentu dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang, Puskesmas Gondanglegi, Pemerintah Desa Sepanjang, akademisi 

program Smart Health, perawat dan bidan desa, kader serta RT/RW yang 

mewakili dari pihak masyarakat. 

Namun pelaksanaan dari program Smart Health belum memiliki 

SK ataupun regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan program. 

Sehingga terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi karena 

hal tersebut. Outcome dari pelaksanaan program Smart Health sendiri 

meliputi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, 

angka kunjungan masyarakat ke puskesmas yang berkurang serta 

bertambahnya pengetahuan an kecapakapan dari para kader. 
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B. Saran 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang beserta Puskesmas Gondanglegi 

benar-benar saling berkoordinasi bersama dengan Pemerintah Desa 

Sepanjang agar benar-benar paham dengan tugas pokok dan fungsinya 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Puskesmas Gondanglegi dan 

Pemerintah Desa Sepanjang dapat pro-aktif dan terjun ke lapangan 

untuk mengetahui benar seluk-beluk proses pelaksanaan program. 

Sehingga dapat denagn tanggap dan benar dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi. Kemudian agar para kader dan perawat 

desa serta bidan desa tidak merasa program ini hanya milik mereka 

saja sebagai aktor pelaksana program. 

3. Masyarakat turut hadir dan atau diajak dalam proses kolaborasi 

pelaksanaan program dan tidak hanya dianggap sebatas pengguna 

manfaat program serta pembayar biaya pemeriksaan kesehatan saja. 

4. Para kader benar-benar berkomitmen, totalitas dan bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan prigram sesuai dengan janji dan komitmen yang 

telah dibuat serta saling terbuka satu sama lain bersama antar kader 

lain. 

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Puskesmas Gondanglegi 

bersama dengaan Pemerintah desa Sepanjang tidak lepas tangan dan 

tidak membuat akademisi melakukan tugas yang seharusnya bukan  
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tugasnya. Sebab pada dasarnya akademisi hanya sebagai fasilitator 

bukan penanggung jawab program.
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Pembahasan Terkait dengan Penarikan Biaya Pemeriksaan Oleh Pasien (5 Maret 

2019) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi, Kepala Desa Sepanjang, Perwakilan 

dari Dinas Kesehatan Kota Malang dan Perwakilan Akademisi Program Smart 

Health (dari kiri ke kanann) (5 Maret 2019) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 
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Wawancara Bersama Ibu Ulfa Selaku Anggota Kader Program Smart Health (6 

Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Ibu Zulaikah Selaku Anggota Kader Senior Program Smart 

Health (6 Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 
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Wawancara Bersama Ibu Rosulin (kiri) dan Maslikah (kanan) Selaku Pasien 

Terdiagnosa Penyakit Jantung (Golongan Merah) (6 Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Ibu Ning Siti Sarah Selaku Pasien Resiko Tinggi Penyakit 

Jantung (Golongan Kuning) (6 Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 
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Wawancara Bersama Bapak Ilham Selaku Perawat Desa di Desa Sepanjang (6 

Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama dr. Hendri Selaku Perwakilan dari Puskesmas Gondanglegi 

(19 Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 
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Wawancara Bersama Bapak Dasriyanto Selaku Salah Satu Perwakilan Akademisi 

Program Smart Health (28 Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Bapak Lulus Cokro Selaku Kepala Bidang P2P Puskesmas 

Gondanglegi (15 April 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 
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Sesi Foto Bersama dalam Musyawarah Keberlanjutan Program Smart Health (5 

Maret 2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sepanjang Bapak Miftahul Huda (13 Maret 

2019) 

Sumber: Dokumen Peneliti (2019) 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

INTERVIEW GUIDE 

Poin-poin pertanyaan 

a. Kekuatan atau sumber daya dari program Smart Health yang dilaksankaan 

di Ds. Sepanjang Kab. Malang 

b. Kondisi awal sebelum terjadinya kerjasama antar aktor pelaksana dan 

pengaruh kondisinya terhadap program Smart Health di Ds. Sepanjang 

Kab. Malang. 

c. Proses Kolaborasi antar aktor pelaksana program Smart Health di Ds. 

Sepanjang Kab. Malang. 

d. Pemfasilitasan kepemimpinan (termasuk pemberdayaan) dalam 

pelaksanaan program Smart Health di Ds. Sepanjang Kab. Malang. 

e. Desain Kelembagaan yang terbentuk atas program Smart Health yang 

terlaksana di Ds. Sepanjang Kab. Malang. 

f. Outcome yang timbul dalam pelaksanaan program Smart Health di Ds. 

Sepanjang Kab. Malang. 

 

PERWAKILAN DINAS KESEHATAN KAB. MALANG DAN 

PUSKESMAS KEC. GONDANGLEGI KAB. MALANG 

1. Kekuatan atau sumberdaya 

a. Apa yang anda ketahui tentang program Smart Health? 

b. Bagaimana asal-usul tercetusnya program Smart Health? 

c. Siapa yang pertama kali memperkenalkan program Smart Health? 

d. Dana untuk apa saja dan yang dibutuhkan untuk persiapan proses 

pelaksanaan awal program ini? 

e. Apa-apa saja yang dilakukan saat proses pelaksanaan program ini? 

2. Kondisi awal 

a. Darimana anda mengetahui program Smart Health? 

b. Apa saja hal-hal yang dilakukan pemerintah sebelum adanya program 

ini? 

c. Apa anda yakin program ini berhasil? 
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3. Proses kolaborasi 

a. Apa yang membuat anda yakin dengan program ini? 

b. Bagaimana pemerintah memperkenalkan program kepada kader dan 

masyarakat? 

c. Bagaimana kerjasama antara dinas dan puskesmas terhadap program 

ini? 

Apakah dinas kesehatan/puskesmas kesehatan pernah ikut dalam acara 

program dengan masyarakat maupun kader? 

Bagaimana kerjasama antara dinas kesehatan/puskesmas dengan 

masyarakat atau kader pada program ini? 

d. Bagaimana alur penanganan yang diberikan puskesmas/paramedis 

tehadap pasien penyakit jantung? 

e. - Apakah dinas kesehatan merasa terbantu dengan adanya peran 

puskesmas? 

- Apakah puskesmas merasa terbantu dengan adanya peran kader? 

- Bagaimana reaksi masyarakat terkait pelaksanaan program 

4. Pemfasilitasan kepemimpinan 

a. Apakah yang anda berikan untuk mendukung program ini? 

b. Apa saja fasilitas yang diberikan dinkes/puskesmas dalam program 

ini? 

c. Selama ini bagaimana tugas tugas tersebut dibagi? 

5. Desain kelembagaan 

a. Bagaimana susunan kelembagaan atau alur kelembagaan pada program 

ini? 

b. Apa peraturan yang melandasi terlaksananya program ini? 

6. Outcome 

a. Apa dampak yang dirasakan saat dan setelah program ini 

dilaksanakan? 

b. Apa kendala yang dimiliki dinas kesehatan/puskesmas pada program 

ini? 

c. Apa manfaat yang diperoleh dari program ini? 
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KADER KESEHATAN 

1. Kekuatan atau sumberdaya 

a. Apa yang anda ketahui tentang program Smart Health? 

b. Bagaimana anda mengetahui tentang program Smart Health? 

c. Siapa yang pertama kali memperkenalkan program SMART Health? 

d. Darimana anda mengetahui program Smart Health? 

e. Dana untuk apa saja dan yang dibutuhkan dalam persiapan proses 

pelaksanaan awal program ini? 

f. Apa-apa saja persiapan yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan 

program? 

g. Apa-apa saja yang dilakukan saat proses pelaksanaan program ini? 

2. Kondisi awal 

a. Apa saja yang dilakukan kader sebelum adanya program ini untuk 

menangani penyakit jantung? 

b. Apakah anda yakin dengan program ini? 

3. Proses kolaborasi 

a. Apa yang membuat anda yakin akan pelaksanaan program Smart 

Health di Kab. Malang ini? (jika respon informan positif terhadap 

program SMART Health) 

b. Bagaimana dinas kesehatan/puskesmas memperkenalkan program 

kepada masyarakat atau pasien? 

c. Bagaimana reaksi para kader saat pertama kali mengetahui dan saat 

disosialisasikannya program ini? 

d. Bagaimana kerjasama antara dinas/puskesmas dengan para kader 

terhadap program ini? 

e. Apakah dinas kesehatan/puskesmas kesehatan pernah silaturahmi 

dengan masyarakat maupun kader? (bisa juga ditanyakan pada poin 

pemfasilitasan kepemimpinan) 

f. Bagaimana alur penanganan yang diberikan puskesmas dan kader 

tehadap pasien penyakit jantung di program ini? 
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g. Apakah kader merasa terbantu dengan adanya program ini? 

h. Bagaimana anda bekerjasama dengan kader lain? 

4. Pemfasilitasan kepemimpinan 

a. Apakah ada musyawarah atau pelatihan untuk para kader? 

b. Selama ini bagaimana para kader membagi tugas? 

5. Desain kelembagaan 

a. Bagaimana susunan kelembagaan atau alur kelembagaan pada program 

ini? 

b. Apa anda tahu peraturan apa yang melandasi program ini? 

6. Outcome 

a. Apa dampak yang dirasakan saat dan setelah program ini 

dilaksanakan? 

b. Apa kendala yang dimiliki dinas kesehatan/puskesmas pada program 

ini? 

c. Apa manfaat yang diperoleh dari program ini? 

 

MASYARAKAT/PASIEN PENYAKIT JANTUNG 

1. Kekuatan atau sumberdaya 

a. Apa yang anda ketahui tentang program Smart Health? 

b. Bagaimana anda mengetahui tentang program Smart Health? 

c. Siapa yang pertama kali memperkenalkan program Smart Health? 

d. Darimana anda mengetahui program Smart Health? 

e. Dana untuk apa saja dan yang dibutuhkan dalam persiapan proses 

pelaksanaan awal program ini? 

2. Kondisi awal 

a. Apa saja hal yang anda lakukan sebelum adanya program ini untuk 

menangani penyakit jantung? 

b. Bagaimana reaksi anda pertama kali setelah mengetahui akan adanya 

program Smart Health di Kab. Malang? (Rasa saling terbantu) 

c. Apa-apa yang dilakukan dinas kesehatan/paramedis dari puskesmas 

saat persiapan pelaksanaan program? 
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3. Proses kolaborasi 

a. Apa yang membuat anda yakin akan pelaksanaan program Smart 

Health di Kab. Malang ini? (jika respon informan positif terhadap 

program Smart Health) 

b. Menurut anda apa saja yang telah dilakukan puskesmas dan kader 

dalam program ini? 

c. Bagaimana upaya pemerintah (dinas kesehatan/puskesmas) dalam 

memperkenalkan program kepada masyarakat atau pasien? 

d. Bagaimana kerjasama antara puskesmas, para kader dan 

masyarakat/pasien pada program ini? 

e. Apakah dinas kesehatan/puskesmas kesehatan pernah bersilaturahmi 

dengan masyarakat atau kader? 

f. Bagaimana kerjasama antara puskesmas dengan para kader pada 

program ini? 

g. Bagaimana alur penanganan yang diberikan puskesmas/kader tehadap 

pasien penyakit jantung pada program ini? 

h. Apakah masyarakat/pasien merasa terbantu dengan adanya program 

ini? 

i. Apakah menurut anda program ini bagus bagi para pasien penyakit 

jantung? 

4. Outcome  

a. Apa dampak yang dirasakan saat dan setelah program ini 

dilaksanakan? 

b. Apa kendala yang dimiliki dinas kesehatan/puskesmas pada program 

ini? 

c. Apa manfaat yang diperoleh dari program ini? 
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Lampiran 3. Surat Ijin Riset dari Fakultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 
 

Lampiran 4. Surat Balasan Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Malang 
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Lampiran 5. Curiculum Vitae (CV) Peneliti 

CURICULUM  VITAE 

 

A. BIODATA  DIRI 

Nama lengkap : ENDAH DWI ASTUTI  

Nama Panggilan  : ENDAH 

Fakultas/Angkatan : FIA / 2015 

NIM  :155030100111031 

Tempat, tanggal lahir : TUBAN, 18 MEI 1996 

Agama      : ISLAM 

Alamat asal : Jl. Belakang Pasar Baru RT/RW 1/2 Semanding, Tbn  

Alamat di Malang : Jl. Gajayana GG. 3D No. 563 Lowokwaru, Malang 

No. HP     :  085730910080 

Email  : astutidwi637@gmail.com 

Akun Twitter dan FB : @endahdwi_dwi / -  

Hobi : Olahraga / Listening Music 

Motto       : Hiduplah bagai sebuah pohon kelapa  

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Formal   

No. Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun 

1. 1

. 

TK TK KEMALA 

BHAYANGKARI TUBAN 

2002-2003 

2. 2

. 

SD SDN KEBONSARI 1 TUBAN 2003-2009 

3.  SMP SMPN 1 TUBAN 2009-2012 

4.  SMA SMAN 1 TUBAN 2012-2015 

5.  UNIVERSITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015-sekarang 

2. Non-formal   

No. Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun 

1. SMA GANESHA OPERATION  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/endahdwi_dwi


210 
 

 
 

C. KEORGANISASIAN  

1. Pengalaman Organisasi 

No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 

1.  ANGGOTA PASGASSUS SMAN 1 
TBN.  

ANGGOTA 2012-2015 

2.  MAJELIS PERWAKILAN KELAS 

SMAN 1 TBN 
SEKRETARIS 

UMUM 

2013-2014 

3.  SMANSA BSKET CLUB SMAN 1 TBN WAKIL KETUA 

UMUM 

2013-2014 

4.  MAFIOSO FIA UB STAFF HUMAS 2015-2016 

2. Organisasi yang Diikuti Sekarang 

No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 

1. 1 RSC FIA UB ANGGOTA 2015-sekarang 

    

    

    

    

    

2. Pengalaman Kepanitiaan 

No. Nama Kepanitiaan Jabatan Tahun 

1.  BAFIA CUP 2015 MAFIOSO FIA UB   STAFF KESTARI 2015 

2.   MUBES MAFIOSO KPNGURUSAN 2014-

2015 FIA UB 
BENPEL 2015 

3.  MUBES RSC KPNGURUSAN 2014-2015 

FIA UB 
SEKPEL 2015 

4.  MAKRAB HIMPUNAN MAHASISWA 

RONGGOLAWE BRAWIJAYA  TUBAN 
2015 HIMALAYA 

 

STAFF ACARA 2015 

5.  PUBLIC FEST 2016 HUMANISTIK FIA UB 

 
BENPEL 2016 

6.  BINADESA HUMANISTIK 1 2016 FIA UB STAFF HUMAS 2016 

7.  BINADESA HUMANISTIK 2 2016 FIA UB STAFF HUMAS 2016 

8.  OLIMPIADE FIA 2016  CO KESTARI 2016 

9.  STUDY EXCURSIE RSC 2016 FIA UB KAPEL 2016 

10.  DIESNATALIS MAFIOSO 2016 FIA UB BENPEL 2016 

11.  BAFIA CUP MAFIOSO 2016 STAFF KESTARI 2016 

12.  TRAINING ORGANIZATION RSC 2017 STAFF ACARA 2017 

13.  PRABASWARA FIA UB STAFF ADMIN 2017 

14.  RAJA BRAWIJAYA 2017 KORLAP – MOBILISASI 2017 

15.  TRAINING ORGANIZATION RSC 2018 KONSEPTOR- SELF 
DEVELOPMENT 

2018 

16.  TRAINING ORGANIZATION RSC 2019 KONSEPTOR – PUBLIC 
SPEAKING 

2019 
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3. Pengalaman Lain-lain 

No. Nama Kegiatan Peran Tahun 

1.  TERPILIH ADM  PUBLIK 2015 TH. 2015 
FIA UB 

KETUA ANGKATAN 2015-sekarang 

2.  Delegasi Temu Mahasiswa 

Administrasi Publik Se-Jatim  

DELEGASI 2016 

3.  Delegasi Temu Mahasiswa 

Administrasi Publik Se-Jatim 

DELEGASI 2017 

4.     

5.     

*Contoh: pembicara, MC/moderator, trainer, relawan, dan lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


